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ABSTRACT 

Background: Patient safety culture is an important aspect in providing quality health 

services. However, in Indonesia, many hospitals have not yet reported data on patient 

safety incidents. 

Subjects and Method: The purpose of this study was to determine the factors that 

influence the application of patient safety culture at RSI Unisma Malang. The research 

used is qualitative method. The population in this study were all General Practitioners 

and Specialists, Nursing Personnel, and Medical Support Personnel. The number of 

samples is 177 respondents. 

Results: Factors that influence the application of patient safety culture at RSI Unisma 

Malang include: Feelings of anxiety and fear of reporting incidents, open communication 

and feedback from management as a result and so that improvements are made to the 

ongoing patient safety system are factors which is indicated to affect the application of 

patient safety culture at RSI Unisma Malang. 

Conclusion: Feelings of fear and anxiety are one of the biggest factors that can influence 

the application of a safety culture, especially incident reporting. Fear of being blamed 

can be caused by a patient safety culture that has not become a habit and has not been 

maximally socialized. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Budaya keselamatan pasien merupakan aspek penting dalam 

memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Namun, di Indonesia masih banyak 

rumah sakit yang belum melaporkan data insiden keselamatan pasien. 

Subjek dan Metode: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerapan budaya keselamatan pasien di RSI Unisma Malang. 

Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh Dokter Umum dan Spesialis, Tenaga Keperawatan, dan Tenaga Penunjang Medis. 

Jumlah sampel adalah 177 responden. 

Hasil: Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan budaya keselamatan pasien di RSI 

Unisma Malang antara lain: Perasaan cemas dan takut melaporkan insiden, komunikasi 

yang terbuka dan umpan balik dari manajemen sebagai hasilnya sehingga dilakukan 

perbaikan terhadap sistem keselamatan pasien yang sedang berjalan merupakan faktor-
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faktor yang terindikasi mempengaruhi penerapan budaya keselamatan pasien di RSI 

Unisma Malang. 

Kesimpulan: Perasaan takut dan cemas merupakan salah satu faktor terbesar yang dapat 

mempengaruhi penerapan budaya keselamatan, khususnya pelaporan insiden. Takut 

disalahkan dapat disebabkan oleh budaya keselamatan pasien yang belum menjadi 

kebiasaan dan belum disosialisasikan secara maksimal. 

Kata kunci: Budaya Keselamatan Pasien, Keselamatan Pasien, Pelaporan Insiden 

 
PENDAHULUAN 

Sejak tahun 1990-an rumah sakit menjadi 

semakin sadar akan pentingnya untuk 

meningkatkan kualitas perawatan dan 

keselamatan pasien, akibatnya banyak yang telah 

menerapkan intervensi untuk mengurangi jumlah 

kejadian buruk dan WHO telah mengindikasikan 

keselamatan pasien sebagai prioritas dalam 

sistem pelayanan kesehatan (Stoyanova et al., 

2012). 

Berdasarkan hal tersebut, keselamatan 

pasien merupakan komponen inti dalam asuhan 

pasien. Namun sejumlah kesalahan medis masih 

sering terjadi di fasilitas kesehatan (Tigard, 2019) 

dan dianggap sebagai penyebab utama kematian 

secara global dan dianggap sebagai penyebab 

utama kematian ketiga di Amerika Serikat 

(Makary & Daniel, 2016). Sekitar 10% dari 

pasien yang dirawat di rumah sakit di negara-

negara berpenghasilan tinggi, mengalami  

Medical Error (ME) atau efek samping medis. 

Menurut laporan yang diterbitkan, ME adalah 

salah satu penyebab utama meningkatnya 

keluhan di rumah sakit.(Yeung et al., 2011, 

Cheragi et al., 2013) 

Menurut beberapa penelitian, penyebab 

terjadinya ME adalah  kurangnya pelatihan kerja 

dan pengalaman, kelelahan, stres, beban kerja 

yang berat, dan kurangnya komunikasi di antara 

para profesional kesehatan, dengan kekurangan 

pengetahuan medis.(Tully et al., 2009, J Deane 

Waldman MD, 2012). 

Seperti halnya yang terjadi di Eswatini, 

menurut WHO (2015), ESwatini adalah salah 

satu negara teratas dengan angka kematian dan 

morbiditas yang tinggi, sebanyak 464 pria dan 

338 wanita per 1000 populasi. Dikarekan hal 

tersebut, keselamatan pasien menjadi perhatian 

utama di negara ini. Mayoritas dokter dan 

masyarakat percaya bahwa 5000 atau lebih 

kematian di rumah sakit setiap tahun disebabkan 

oleh kesalahan medis yang dapat dicegah 

(Blendon et al., 2002). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

memperkirakan bahwa puluhan juta pasien di 

seluruh dunia mengalami cedera atau kematian 

yang melumpuhkan setiap tahun yang dapat 

dikaitkan secara langsung dengan praktik dan 

perawatan medis yang tidak aman. Karyawan 

rumah sakit terutama perawat dan dokter 

memainkan peran penting dalam menjaga dan 

mempromosikan keselamatan pasien karena sifat 

pekerjaan mereka (Ammouri, Tailakh, Muliira, 

Geethakrishnan, & Al Kindi, 2015). 

Dikutib dari IOM (Institute of Medicine) 

pada tahun 2000 Amerika Serikat melaporkan 2 
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penelitian tentang KTD di rumah sakit, “TO ERR 

IS HUMAN , Building a Safer Health System”. 

Ditemukan bahwa angka KTD sebesar 2,9% dan 

3,7% dengan angka kematian 6,6% dan 13,6%. 

Dengan data ini kemudian dihitung dari jumlah 

pasien rawat inap di RS di Amerika Serikat 

sebesar 33.6 juta pertahun didapat angka 

kematian pasien rawat inap akibat KTD tersebut 

di seluruh Amerika Serikat berkisar 44.000 s/d 

98.000 per tahun. 

Diketahui bahwa National Patient Safety 

Agency, 2017 melaporkan dalam rentang waktu 

Januari—Desember 2016 angka kejadian 

keselamatan pasien yang dilaporkan dari negara 

Inggris sebanyak 1.879.822  kejadian. Ministry of 

Health Malaysia, 2013 melaporkan angka insiden 

keselamatan pasien dalam rentang waktu 

Januari—Desember sebanyak 2.769 kejadian. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nurmalia & Nivalinda (2016) yang berjudul 

Fungsi Manajemen Keperawatan Dalam Aplikasi 

Mentoring Budaya Keselamatan Pasien 

menyatakan bahwa fungsi manajemen berada 

pada kategori kurang baik, yaitu pada fungsi 

perencanaan (53,1%), dan fungsi 

pengorganisasian (65,6%). Fungsi pengarahan 

berada pada kondisi stabil dan fungsi 

pengendalian dinilai baik (56,2%). Sedangkan 

untuk pelaksanaan mentoring, sebanyak 56,2% 

responden menyatakan bahwa mentoring yang 

sudah dilakukan dirasa kurang tertata dengan 

baik pelaksanaannya. Fungsi pengendalian 

mempunyai pengaruh paling kuat dalam 

pelaksanaan mentoring keselamatan pasien. 

KPP RS tahun 2011 melaporkan bahwa 

kasus KTD sebesar 14,41% dan KNC sebesar 

18,53% yang disebabkan karena proses atau 

prosedur klinik sebesar 9,26 %, medikasi sebesar 

9,26%, dan Pasien jatuh sebesar 5,15%. 

Dilaporkan bahwa jumlah rumah sakit 

yang melaporkan IKP ditahun 2015 masih 

rendah, hanya 14 rumah sakit, kemudian 

meningkat di tahun-tahun berikutnya dan 

mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 

2019, yaitu sebesar 334 rumah sakit. Tahun 2015, 

jumlah IKP yang dilaporkan sebesar 289 kasus, 

sedangkan tahun 2019 mengalami peningkatan 

yang signifikan sebesar 7465 kasus. 

Berdasarkan laporan tahun RSI Unisma 

tahun 2012, diketahui bahwa kejadian pasien 

jatuh masih tinggi, yaitu menempati urutan ke 

empat dari seluruh KTD. Pada tahun 2013 belum 

dilakukan penyusunan suatu kebijakan atau 

program program manajemen pasien resiko jatuh 

termasuk SPO manajemen pencegahan pasien 

resiko jatuh. 

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan 

masih kurangnya pelaporan data rumah sakit 

tentang patient safety, tujuan dari penelitian ini 

adalah mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan budaya Pasien Safety 

di RSI Unisma Malang. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 

Dokter Umum dan Spesialis, Tenaga 

Keperawatan, dan Tenaga Penunjang Medis yang 

ada di Rumah Sakit Islam Unisma Malang.  
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Jumlah populasi secara keseluruhn 

sebanyak 325 orang. Sampel dihitung dengan 

perangkat lunak RAOSOFT dengan margin 

kesalahan 0,05 dan interval kepercayaan 0,95.  

Setelah dihitung, jumlah sampel yang di dapat 

sebesar 177 responden. Teknik sampling 

menggunakan menggunakan metode 

probability sampling, sedangkan cara 

pengambilan sampel yang digunakan adalah 

simple random sampling. 

Instrumen penelitian ini berupa 

kuisioner terdiri dari 12 dimensi HSOPSC 

dengan total 42 item pertanyaan yang 

ditranslate dari versi bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia. Wawancara terstruktur 

digunakan dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan informasi secara langsung 

melalui tanya-jawab dengan informan, 

sehingga mendapat informasi yang lebih jelas 

mengenai hambatan dalam melaksanakan 

budaya keselamatan pasien di RSI. Unisma 

Malang. 

HASIL PENELITIAN 

 

Rumah Sakit Islam Unisma ini 

didirikan dengan dilatar belakangi oleh 

pemikiran Pengurus Yayasan Universitas 

Islam Malang dan segenap alim ulama di 

wilayah Malang Raya atas tuntutan akan 

kebutuhan jasa pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat pada umumnya. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan terhadap 177 

orang responden didapatkan karakteristik 

responden sebagai berikut: 

Tabel  1.1 Karakteristik responden 
No Karakteristik Responden Frekuensi 

n Persentase (%) 

       Jenis Kelamin  

1 Laki-Laki  48 27,1 

2 Perempuan 129 72,9 

      Klasifikasi Umur 

1 20-34 121 68,4 

2 35-49 55 31 

3 >50 1 0,6 

      Tingkat Pendidikan 

1 Kedokteran 2 1,13 

2 S1 14 7,91 

3 D4 15 8,47 

4 D3 86 49,72 

5 Lain-lain 60 32,77 

       Pengalaman Kerja  

1 1 - 3 tahun 41 23,3 

2 3 - 5 tahun 56 31,8 

3 5 - 10 tahun 42 23,9 

4 ≥10 tahun 37 21 
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Berdasarkan tabel 1.1 proporsi 

terbanyak yaitu perempuan sebanyak 129 

responden (72,9%). Untuk tingkat 

pendidikan, proporsi tertinggi yaitu D3 

sebanyak 86 responden (49,72%) dan 

proporsi terendah yaitu S1 Kedokteran 

(1,13%). Pengalaman kerja, proporsi 

tertinggi yaitu 3 - 5 tahun sebanyak 56 

(31,8%), dan  terendah yaitu ≥10 tahun 

sebanyak 37 (21%). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerapan budaya keselamatan pasien 

adalah sebagai berikut: 

Perasaan cemas dan takut  

Perasan takut dan cemas berkaitan 

erat dengan adanya respon tidak 

menghakimi terhadap kesalahan.  

Tema Kuotasi 

Timbulnya 

kekhawatiran 

dalam 

melaporkan 

insiden  

“Biasanya masih ada 

kekhawatiran dari 

beberapa SDM untuk 

melaporkan. ” (Informan 

C)” 

 

“Masih ada yang takut 

untuk lapor, perlu edukasi 

sih tentang pelaporan IKP 

harus terus ditingkatkan” 

(Informan F) 

Kurangnya 

motivasi 

pegawai  

“Kurangnya motivasi 

melapor dari pegawai 

untuk setiap insiden 

terutama bagi yg 

mengetahui. Mungkin 

takut begitu ” (Informan 

A) 

 

“Belum terlaksana 

maksimal kalau menurut 

saya. Ya karena tidak 

semua mau melaporkan 

kejadian. Dan tingkat 

kepeduliannya yang masih 

rendah” (Informan B) 

Respon tidak menghakimi terhadap 

kesalahan adalah faktor terkuat yang 

mempengaruhi penerapan budaya 

keselamatan pasien di RSI. Unisma 

Malang. Berikut ini disajikan kuotasi 

tentang Respon tidak menghakimi terhadap 

kesalahan. 

Berdasarkan hasil di atas dapat 

disimpulkan bahwa tenaga kesehatan 

masih merasa khawatir dan takut untuk 

melapor jika terjadi insiden keselamatan 

pasien, kemungkinan terbesar karena takut 

dihakimi ataupun dihukum oleh atasan 

atau pun pihak manajemen di RSI Unisma 

Malang. 

Pelaporan terhadap insiden 

keselamatan pasien tidak semata-mata 

hanya berupa pelaporan insiden 

keselamatan, namun pelaporan tersebut 

hendaknya ditindaklanjuti guna 

memperbaiki kesalahan dan mencari akar 

permasalahan, tidak untuk menghukum 

yang melakukan kesalahan atau 

berpengaruh terhadap penilainan 

kinerjanya  

Komunikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, 

petugas bebas mengungkapkan pendapat, 

bebas bertanya tentang keputusan ataupun 

tindakan yang akan diambil, namun masih 

merasa takut untuk bertanya jika ada 

insiden yang terjadi dalam pelayanan 

pasien. Hal tersebut di dukung oleh 

pernyataan dari informan sebagai berikut : 
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“Komunikasi kita cukup terbuka, saat ini 

memang sedang proses peningkatan. 

Tapi memang kalo mau tanya pas ada 

insiden memang rada takut. Mungkin 

takut atau gimana gitu” (Informan K) 

Komunikasi dapat diaplikasikan pada 

waktu operan atau serah terima pasien, 

ronde keperawatan, dan briefing sebelum 

melakukan aktivitas. Pada saat serah 

terima tenaga kesehatan diharapkan 

mampu melakukan komunikasi secara 

terbuka dengan cara 

mengkomunikasikannya kepada tenaga 

kesehatan yang lain tentang faktor risiko 

terjadinya sebuah insiden. 

Umpan Balik 

Berdasarkan hasil penelitian, manajer 

memberikan umpan balik setiap terjadi 

insiden. Namun respontime dalam tindak 

lanjut masih dinilai cukup lama, yang  

dibuktikan dengan hasil respon yang 

kurang dari 75% mengenai hal tesebut. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa umpan balik 

dan komunikasi terhadap kesalahan pada 

RSI Unisma Malang kurang berjalan 

optimal. Hal tersebut di dukung oleh 

pernyataan dari informan sebagai berikut : 

 

“Evaluasi berkala ya ada, cuma kalau 

untuk feedback ke kita nya itu agak lama” 

(Informan D) 

 

Umpan balik dan komunikasi 

terhadap kesalahan merupakan hal yang 

terpenting setelah dilakukannya pelaporan 

insiden keselamatan pasien. Salah satu dari 

prinsip inti dalam pelaporan kejadian 

menurut Manhajan (2011) adalah 

pelaporan hanya bisa memberi manfaat 

apabila direspons secara konstruktif. 

Paling tidak terdapat umpan balik dari 

analisis temuan. Idealnya terdapat 

rekomendasi untuk perubahan pada proses 

atau sistem. 

PEMBAHASAN 

Perasaan cemas dan takut  

Perasan takut dan cemas berkaitan 

erat dengan adanya respon tidak 

menghakimi terhadap kesalahan. Respon 

tidak menghakimi terhadap kesalahan 

adalah faktor terkuat yang mempengaruhi 

penerapan budaya keselamatan pasien di 

RSI. Unisma Malang. Staf menganggap 

bahwa kesalahan yang diperbuat terkait 

insiden keselamatan pasien akan tercatat 

dalam data kepegawaian sehingga timbul 

rasa kekhawatiran bagi tenaga kesehatan 

dalam melaporkan insiden. Padahal 

kesalahan yang tidak dilaporkan akan 

berdampak kepada hilangnya kesempatan 

bagi organisasi belajar, berubah dan 

berkembang dari masalah keselamatan 

pasien yang ada (Robson, 2005). 

Ketika terjadi insiden, selayakanya 

tidak terfokus untuk mencari kesalahan 

individu tetapi lebih mempelajari secara 

sistem yang menagkibatkan terjadinya 

kesalahan. (Budihardjo, 2012). Takut 

disalahkan dapat disebabkan budaya 

keselamatan pasien belum menjadi 
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kebiasaan dan belum tersosialisasi secara 

maksimal di seluruh rumah sakit. 

Komunikasi 

Komunikasi mempunyai arti penting 

dalam keselamatan pasien dan 

kesinambungan pelayanan. Komunikasi 

merupakan suatu proses penyampaian 

pesan (informasi, ide, gagasan, pernyataan) 

dari staf tanpa rasa takut atau bebas 

mengungkapkan pendapat, baik   mengenai   

tindakan   yang diputuskan   maupun   jika   

melihat  sesuatu yang berdampak

 negative yang dapat 

mempengaruhi pasimempengaruhi pasien. 

Organisasi dengan budaya 

keselamatan pasien yang positif 

mempunyai komunikasi yang saling 

terbuka dan percaya, persepsi yang sama 

mengenai pentingnya keselamatan pasien, 

dan pengukuran efetivitas suatu 

pencegahan. 

Dewi (2012) mengatakan bahwa 

keselamatan pasien terlindungi melalui 

standar keselamatan pasien dan 

peningkatan penerapan keselamatan pasien 

oleh perawat dikarenakan adanya 

penerapan keselamatan diantaranya 

pengidentifikasian pasien, komunikasi 

efektif pada saat timbang terima, 

menghindari kesalahan pemberian obat, 

meniadakan kesalahan prosedur tindakan, 

mencegah infeksi nosokomial, serta 

pencegahan pasien jatuh. 

Pemberian kesempatan untuk 

bertanya dapat menjadi penyebab positif 

dan signifikannya pengaruh komunikasi 

diakibatkan karena pimpinan selalu 

memberikan kesempatan kepada staf untuk 

bertanya tentang permasalahan kerja yang 

memang dianggap benar-benar penting. 

Briefing merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan komunikasi untuk berbagi 

informasi seputar keselamatan pasien yang 

potensial terjadi dalam kegiatan sehari- 

hari di RSI. Unisma Malang. 

Umpan Balik 

Menurut Hamdani (2007), pelaporan 

hanya dapat memberi manfaat apabila 

direspon secara konstruktif. Respon yang 

berarti memberikan umpan balik dari 

pelaporan insiden dengan harapan ada 

tindakan perbaikan pada sistem 

keselamatan pasien yang sedang berjalan. 

Umpan balik dan komunikasi kepada 

seluruh staf setelah ada analisis dari 

pelaporan insiden merupakan hal yang 

sangat penting dilakukan oleh manajemen 

rumah sakit. Menurut Dignen (2014), 

ketiadaan umpan bali merupakan bukti 

kegagalan komunikasi. Umpan balik juga 

merupakan kesempatan untuk belajar dari 

hal sebelumnya yang dikomunikasikan. 

Berdasarkan hasil wawancara, 

manajer memberikan umpan balik setiap 

terjadi insiden. Namun respontime dalam 

tindak lanjut masih dinilai cukup lama. 

Penelitian Abualrub et al., (2015) 

menunjukkan bahwa salah satu hambatan 

dalam menerapkan budaya keselamatan 
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pasien adalah terlambat memberikan 

umpan balik terhadap pelaporan. 

PENUTUP 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerapan budaya keselamatan pasien di 

RSI Unisma Malang antara lain : Perasaan 

cemas dan takut untuk melaporkan insiden, 

komunikasi yang terbuka dan umpan balik 

dari manajemen sebagai hasil dan agar 

segera dilakukan perbaikan pada sistem 

keselamatan pasien yang sedang berjalan. 
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ABSTRACT 

Background: Stunting describes the existence of chronic nutritional problems, 

maternal/prospective maternal conditions, fetal period, and infancy, including diseases 

suffered during infancy. Specific nutrition interventions focused on 1,000 pregnant 

women, nursing mothers, and children 0-23 months because the most effective stunting 

countermeasures were carried out on 1,000 golden periods Increasing volunteer 

knowledge through the effectiveness of peer educator is one of the media that can be used 

to disseminate information related to stunting. 

Subjects and Method: This part comprises study design, study site, target population, 

sampling technique and size, dependent and independent variables of interest, method or 

instrument of variable measurement, as well as methods of data analysis. 

Results: This part reports principal and important findings from data analysis. For a 

quantitative study, the statement on findings of an association or effect of variables, or 

group difference, must be supported by the relevant summary statistics written in bracket. 

These summary statistics include a measure of association (effect) or effect size, the 

interval estimate i.e. 95% Confidence Interval, and p-value. The p-value must be reported 

in a three-digit decimal, for example, p=0,027. For example: a particular interpretation 

of an association (OR= 4,56; CI 95%= 3,45 to 7,45; p=0,027). 

Conclusion: This part contains 1-2 sentences of conclusion. It may include policy 

implication of the findings, i.e. the consequence of the findings to the current policy. The 

author is not allowed to provide suggestion or recommendation that is beyond his/her 

study (e.g. providing a recommendation of an intervention based on a study by another 

researcher). 

Keywords: peer education, stunting 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Stunting menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari 

kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita 

selama masa balita. Upaya intervensi gizi spesifik difokuskan pada kelompok 1000 Hari 

Pertama Kehidupan (HPK), yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan Anak 0-23 bulan, karena 

penanggulangan stunting yang paling efektif dilakukan pada 1.000 HPK. Peningkatan 

pengetahuan kader melalui peer educator merupakan salah satu media yang dapat 

digunakan untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan stunting. 

Subjek dan Metode: Metode yang digunakan pre dan post test, dengan jumlah sampel 

kader sejumlah 30 orang dari Kelurahan Dinoyo Kota Malang dan sasaran ibu hamil dan 

ibu menyusui sejumlah 30 orang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik total sampling, yaitu kader yang memenuhi kriteria inklusi 
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dan eksklusi dari 7 RW. Adapaun variabel independent adalah metode peer educator dan 

variabel dependen adalah peningkatan pengetahuan kader dalam pencehgahan stunting. 

Hasil: Hasil menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata (mean) pengetahuan 

kader sebelum intervensi, yaitu 69,77 dan sesudah intervensi, yaitu 89,97. 

berdasarkan uji Wilcoxon sebesar <0,001 artinya setelah diberikan intervensi, 

terdapat peningkatan pengetahuan kader tentang pencegahan stunting secara 

signifikan sebelum dengan sesudah diberikan intervensi. Adanya peningkatan 

rata-rata (mean) pengetahuan kelompok sasaran sebelum peer educator yaitu 

70,67 dan sesudah peer educator yaitu 76,10. untuk pengetahuan berdasarkan uji 

Wilcoxon sebesar 0,016. artinya setelah diberikan peer educator terdapat 

peningkatan pengetahuan kelompok sasaran tentang pencegahan stunting secara 

signifikan sebelum dan sesudah diberikan peer educator. 

Keseimpulan: Adanya peningkatan pengetahuan kelompok sasaran sebelum peer 

educator atau dengan kata lain peer educator efektif meningkatkan pengetahuan 

tentang pencegahan stunting. 

Kata kunci: stunting, peer educator 

 
PENDAHULUAN 

Stunting menggambarkan adanya masalah 

gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon 

ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk 

penyakit yang diderita selama masa balita. 

Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait 

masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi 

berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung 

mempengaruhi kesehatan (Kemenkes RI, 2016). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2013 diketahui bahwa 

prevalensi stunting secara nasional adalah 37,2%. 

Prevalensi status gizi balita berdasarkan indeks 

tinggi badan menurut umur (TB/U) di Jawa 

Timur tahun 2013 adalah 35,8% . Prevalensi 

stunting tersebut terdiri dari 16,8% sangat pendek 

dan 19% pendek.  

Berbagai faktor dapat mempengaruhi 

terjadinya stunting. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa stunting dipengaruhi oleh faktor 

pendapatan keluarga, pengetahuan gizi ibu, pola 

asuh ibu, riwayat infeksi penyakit, riwayat 

imunisasi, asupan protein, dan asupan ibu 

(Picauly, 2013). Upaya perbaikan yang 

diperlukan untuk mengatasi stunting harus 

meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi 

gangguan secara langsung (intervensi gizi 

spesifik) dan upaya untuk mencegah dan 

mengurangi gangguan secara tidak langsung 

(intervensi gizi sensitif). Upaya intervensi gizi 

spesifik difokuskan pada kelompok 1.000 Hari 

Pertama Kehidupan (HPK), yaitu ibu hamil, ibu 

menyusui, dan Anak 0-23 bulan, karena 

penanggulangan stunting yang paling efektif 

dilakukan pada 1.000 HPK (periode emas atau 

periode kritis / windows of opportunity). 

(Kemenkes, 2016).  

Kota dan Kabupaten Malang merupakan 

wilayah di Jawa Timur yang juga 

memprioritaskan program untuk mengatasi 

masalah 1000 HPK. Mengingat masalah gizi 

1000 HPK merupakan masalah yang 

multifaktorial, maka program pengentasan 
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masalah 100 HPK harus bersifat sensitif dan 

spesifik dan harus diselesaikan secara integratif 

melalui koordinasi yang baik antar berbagai 

sektor terkait serta didasarkan akar masalah yang 

ada (BAPPEDA Kota Malang, 2014). Hasil 

penelitian di Kota dan Kabupaten Malang 

menunjukkan bahwa prevalensi masalah gizi 

pada subjek ibu hamil, menyusui, bayi dan 

baduta masih tergolong tinggi dan sedang. 

Sebanyak 18,9% ibu hamil kurus, serta 

penambahan BB/minggu kurang = 49,3%. Status 

gizi kurang pada ibu menyusui = 8,4%. 

Persentase pemberian ASI termasuk tinggi 

(94,4%), namun pemberian prelakteal dan MP 

ASI dini tinggi (52,8% dan 66,5%) dan ASI 

Eksklusif rendah (28,8%). (Rahmawati, et al 

,2016). Keadaan tersebut merupakan masalah 

yang perlu untuk diatasi mengingat 1000 Hari 

Pertama Kehidupan merupakan periode emas dan 

stunting lebih efektif di masa tersebut.   

Keadaan tersebut merupakan masalah yang 

perlu untuk diatasi mengingat 1000 Hari Pertama 

Kehidupan merupakan periode emas dan stunting 

lebih efektif di masa tersebut.   

Penanganan masalah stunting dibutuhkan 

kerjasama dari berbagai pihak terkait yang ada di 

masyarakat utamanya keterlibatan peran kader di 

Posyandu. Posyandu sebagai salah satu bentuk 

upaya kesehatan bersumber daya masyarakat 

yang dikelola dari, untuk dan bersama 

masyarakat memiliki peran vital untuk 

memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. 

Selain itu posyandu juga berperan dalam untuk 

menumbuhkan dan mendidik masyarakat dalam 

hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan 

derajat kesehatan (Kemenkes,2012). Kegiatan 

posyandu tidak terlepas dari peran kader 

posyandu yang memahami tugasnya. Seorang 

kader posyandu harus memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan yang mendukung tugasnya sebagai 

kader. Pengetahuan tersebut didapatkan oleh 

seorang kader melalui pendidikan kesehatan yang 

merupakan salah satu media yang dapat 

digunakan untuk menyebarkan informasi yang 

berkaitan dengan gizi dan kesehatan. Pemberian 

informasi melaui peer educator secara efektif 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang gizi pada kader memberikan efek yang 

diharapkan menularkan pengetahuan yang 

didapatkannya kepada individu, keluarga dan 

masyarakat dengan tujuan akhir terjadinya 

perubahan perilaku sehat serta berperan aktif 

dalam mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal diantaranya adalah terjadinya 

peningkatan pengetahuan pencegahan stunting 

utamanya pada masa 1000 hari pertama 

kehidupan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zaki, et al 

(2018) diperoleh bahwa terjadi peningkatan skor 

pengetahuan kader antara sebelum dan sesudah 

pemberian informasi pemantauan status gizi 

balita. Hal ini serupa dengan penelitian Evita, et 

al (2013) bahwa terdapat beda rerata skor 

peningkatan kelompok perlakuan antara pre-test 

dan post-test kedua pengetahuan pemantauan 

pertumbuhan balita dari 0,047 menjadi 0,364. 

Dari penelitian tersebut juga didapatkan 
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informasi bahwa peningkatan pengetahuan kader 

tersebut diantaranya didukung oleh antusiasme 

kader.  

Hasil penelitian menunjukkan prevalensi 

stunting tertinggi di Kecamatan Dinoyo sebesar 

17,42% (Suliastutik & Suwita, 2017). Di kota 

Malang terdapat 5 Kecamatan yang terdiri dari 

Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, 

Blimbing, Lowokwaru dengan proyeksi total 

jumlah penduduk 866.118 (BPS Kota Malang, 

2018). Kecamatan Lowokwaru terletak di sebelah 

utara wilayah Kota Malang memiliki 12 

kelurahan diantaranya adalah Kelurahan Dinoyo. 

Adapun Kelurahan Dinoyo memiliki 7 RW 

(Rukun Warga) dan 51 RT (Rukun Tetangga), 

sehingga kelurahan tersebut memiliki sumber 

daya manusia yang potensial untuk 

dikembangkan. Kelurahan Dinoyo memiliki 7 

posyandu dengan sejumlah kader aktif yang 

dapat diikutsertakan dalam pencegahan stunting. 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah 

pre-experimental design, yaitu one group pre-test 

post-test, yaitu sebuah desain penelitian yang 

digunakan dengan cara memberikan tes awal dan 

tes akhir terhadap kelompok tunggal.  

Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengukur pengetahuan sebelum perlakuan (01), 

kemudian diberikan perlakuan dengan metode 

peer educator tentang stunting (X), setelah itu 

dilakukan pengukuran pengetahuan tentang 

pencegahan stunting (02). Pengukuran (post-test) 

dilakukan setelah diberikan peningkatan 

pengetahuan metode peer educator kepada kader 

Posyandu. Evaluasi untuk mengukur efektifitas 

juga dilakukan kepada kelompok sasaran (ibu 

hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai 

balita sampai dengan umur 23 bulan) yang telah 

mendapatkan penjelasan dari kader Posyandu  

mengenai stunting.  

Populasi target penelitian adalah seluruh 

kader aktif di wilayah Kelurahan Dinoyo 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Populasi 

terjangkau adalah kader aktif di wilayah 

Kelurahan Dinoyo yang tersebar di 7 RW. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik total 

sampling, yaitu kader yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi dari 7 RW. Kriteria inklusi 

dalam penelitian ini adalah kader yang bersedia 

mengikuti penelitian dari awal hingga 

berakhirnya kegiatan penelitian, dapat membaca 

dan menulis. Kriteria eksklusi: kader yang tidak 

bersedia mengikuti penelitian dan yang tidak 

dapat baca tulis Sehingga didapatkan subjek 

penelitian kader sejumlah 30 orang 

Pengukuran efektifitas metode peer 

educator evaluasi dilakukan pada kelompok 

sasaran (ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang 

mempunyai balita sampai dengan umur 23 bulan) 

di wilayah Kelurahan Dinoyo Kecamatan 

Lowokwaru Kota sejumlah 30 orang. 

Pengumpulan data primer menggunakan 

instrumen kuesioner untuk kegiatan pre-post 

intervensi (perlakuan). Analisis data ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata 

pre-test dan post-test. Analisis yang digunakan uji 

Wilcoxon. 
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HASIL PENELITIAN 

a. Karakteristik Subjek Penelitian 

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik N(30) % 

Umur   

- Produktif 30 100 

- Tidak produktif 0 0 

Pendidikan   

-Pendidikan Dasar 2 6,7 

  (SD,SMP)   

-Pendidikan menengah 

ke atas (SMU,PT) 

28 93,3 

 

b. Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

KaderTentang Pencegahan Stunting 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

tentang Pencegahan Stunting 

Variabel Pengetahuan tentang 

Pencegahan Stunting 

Pretest Posttest 

n % n % 

Tingkat Pengetahuan 

Kader 

a. Baik 

b. Kurang 

N 

17 

  13 

30 

56,7 

43,3 

100 

29 

1 

30 

96,7 

3,3 

100 

Tingkat Pengetahuan Kelompok Sasaran 

a. Baik 

b. Kurang 

N 

12 

18 

30 

40 

60 

100 

21 

9 

30 

70 

30 

100 

 

Tabel 3. Efektifitas Metode Peer Educator 

terhadap Peningkatan Pengetahuan Kader 

tentang Pencegahan Stunting 

 N Mean IK 95% p* 

Pengetahuan Kader 

Sebelum 30 69,77 66,28-

73,26 

<0,00

1 

Setelah 30 89,97 84,09-

89,84 

 

Pengetahuan Kelompok Sasaran 

Sebelum 30 70,67 66,42-

74,92 

0,016 

Setelah 30 76,10 71,62-

80,58 

 

*Berdasarkan uji Wilcoxon 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa 

semua subjek penelitian berumur produktif 

(100%) dengan kisaran umur 36-59 tahun , untuk 

tingkat pendidikan sebagian besar kader 

berpendidikan menengah ke atas (93,3%) yaitu 

pendidikan SMU, D1, D3 maupun S1. 

Dari tabel 2 diperoleh perbedaan tingkat 

pengetahuan sebelum (pre-test) pada kader 

tingkat pengetahuan baik 56,67% namun setelah 

dilaksanakan intervensi (post-test) terjadi 

peningkatan pengetahuan kader menjadi 96,7%. 

Adanya perbedaan tingkat pengetahuan sebelum 

(pre-test) pada kelompok sasaran tingkat 

pengetahuan baik 40% namun setelah 

dilaksanakan peer educator (post-test) terjadi 

peningkatan pengetahuan kelompok kader 

menjadi 70%. 

 Tabel3 menunjukkan terjadinya peningkatan 

rata-rata (mean) pengetahuan kader sebelum 

intervensi, yaitu 69,77 dan sesudah intervensi, 

yaitu 89,97. Nilai signifikasi untuk pengetahuan 

berdasarkan uji Wilcoxon sebesar <0,001 

sehingga H0 ditolak, artinya setelah diberikan 

intervensi, terdapat peningkatan pengetahuan 

kader tentang pencegahan stunting secara 

signifikan sebelum dengan sesudah diberikan 

intervensi. Adanya peningkatan rata-rata (mean) 

pengetahuan kelompok sasaran sebelum peer 

educator yaitu 70,67 dan sesudah peer educator 

yaitu 76,10. Nilai signifikasi untuk pengetahuan 

berdasarkan uji Wilcoxon sebesar 0,016 sehingga 

H0 ditolak, artinya setelah diberikan peer 

educator terdapat peningkatan pengetahuan 

kelompok sasaran tentang pencegahan stunting 
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secara signifikan sebelum dan sesudah diberikan 

peer educator atau dengan kata lain peer 

educator efektif meningkatkan pengetahuan 

tentang pencegahan stunting.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian, 

penyampaian materi pengetahuan kader sebelum 

intervensi dan setelah intervensi dengan nilai 

rata-rata 69,77 menjadi 89,97, demikian juga 

pada kelompok sasaran sebelum dilakukan peer 

educator dengan nilai rata-rata 70,67 menjadi 

76,10. Dari hasil penelitian tersebut diketahui 

bahwa dengan pendampingan kader tentang 

pencegahan stunting dapat meningkatkan 

pengetahuan kader sehingga dapat 

menyampaikan pada kelompok sasaran melalui 

peer educator dalam upaya pencegahan stunting. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan 

dengan pendekatan kelompok merupakan 

pilihan yang cukup efektif (Emilia, 2008). 

Pendekatan kelompok memberikan dukungan 

bagi anggotanya dalam memecahkan masalah 

dan mengambil keputusan untuk mengubah 

perilakunya serta memelihara perilaku yang 

sehat.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adanya nilai signifikasi, yaitu terdapat 

peningkatan pengetahuan kader tentang 

pencegahan stunting secara signifikan sebelum 

dengan sesudah diberikan intervensi.  Adanya 

nilai signifikasi untuk pengetahuan kelompok 

sasaran tentang pencegahan stunting secara 

signifikan sebelum dan sesudah diberikan peer 

educator atau dengan kata lain peer educator 

efektif meningkatkan pengetahuan tentang 

pencegahan stunting. Hal ini sejalan dengan 

paparan yang menyebutkan bahwa salah satu 

metode pendidikan kesehatan dengan 

pendekatan kelompok itu lebih dikenal dengan 

istilah peer education. Proses belajar peer 

education juga melibatkan peserta aktif 

sehingga pengetahuan yang diperoleh akan 

bertahan lebih lama. Metode ini dianggap cocok 

karena merupakan salah satu metode yang 

efektif untuk menyebarluaskan informasi. 

Pendidikan sebaya merupakan suatu proses KIE 

dengan pendekatan komunikasi yang dilakukan 

kalangan sebaya yaitu kelompok yang sama 

yang bertujuan untuk memberi perubahan pada 

yang lain dengan mencoba untuk mengubah 

pengetahuan, sikap, keyakinan atau perilaku. 

Pendidikan sebaya adalah bentuk dari rasa 

senasib sepenanggungan yang dapat dilakukan 

dalam bentuk dari rasa senasib sepenanggungan 

yang dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi 

dua arah. Pendidik sebaya/peer educator dilatih 

dan didorong untuk menyebarluaskan 

pengetahuan sesuai masalah yang dihadapi 

(Yulizawati, et. al. 2016). Penelitian yang 

dilakukan oleh Hafess et al (2011) menemukan 

bahwa program pemberdayaan kader sebagai 

penghubung fasilitas kesehatan dengan 

masyarakat akan meningkatkan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan dasar. Hasil yang 

diharapkan dari pendidikan kesehatan adalah 

adanya peningkatan pengetahuan dan sikap dan 
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tujuan akhir tercapainya  perubahan perilaku 

individu, keluarga, dan masyarakat dalam 

memelihara perilaku sehat serta berperan aktif 

dalam mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal. 

Metode peer educator diharapkan akan 

berdampak pada peningkatan pengetahuan kader 

mengenai stunting yang baik sehingga 

kemampuan yang dimiliki kader tersebut akan 

ditularkan pada sesama kader, keluarga dan 

masyarakat dalam penerapan kesehatan dan gizi 

status gizi dan stunting tidak terjadi. 

Stunting merupakan masalah gizi kronis 

yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang 

dalam waktu cukup lama akibat pemberian 

makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

gizi (MCAI, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, 

penelitian menunjukkan kejadian stunting 

merupakan suatu proses kumulatif sejak 

kehamilan. Oleh karena itu, faktor gizi ibu 

selama kehamilan merupakan penyebab tidak 

langsung yang berkontribusi terhadap 

pertumbuhan dan  perkembangan  janin. Ibu 

hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan 

janin mengalami intrauterin growth retardation 

(IUGR) sehingga bayi tersebut akan lahir 

dengan kurang gizi dan mengalami gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan 

gizi pada usia dini meningkatkan angka 

kematian bayi dan anak, menyebabkan 

penderitanya mudah sakit, kurangnya 

kemampuan kognitif dan memiliki postur tubuh 

yang tidak maksimal saat dewasa.  

Pengetahuan gizi membuat orang untuk 

belajar dalam menggunakan dan memilih 

makanan yang lebih baik untuk kesejahteraannya. 

Semakin tinggi tingkat pengetahuan gizi 

seseorang diharapkan semakin baik pula keadaan 

gizinya (Fajar , 2017). Hasil yang diharapkan 

dalam pendidikan kesehatan masyarakat adalah 

terjadinya perubahan sikap dan perilaku individu, 

keluarga, dan masyarakat untuk dapat 

menanamkan prinsip-prinsip hidup sehat dalam 

kehidupan sehari-hari demi mencapai derajat 

kesehatan yang optimal.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

peningkatan pengetahuan ibu  termasuk tentang 

gizi sangat penting agar ibu hamil lebih 

memperhatikan kondisinya saat hamil terutama 

makanan yang dikonsumsi untuk mencegah 

kejadian stunting. Selain tentang pemenuhan 

gizi saat hamil  juga perlu mengetahui 

pentingnya ASI Eksklusif maupun tentang 

bagaimana penyiapan makanan dengan benar 

agar zat gizi dan kebersihannya terjaga dengan 

baik. 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan 

bahwa peer educator efektif terhadap 

peningkatan pengetahuan kader Posyandu dalam 

upaya pencegahan stunting.  

Hasil hasil penelitian dan beberapa 

keterbatasan penelitian ini, maka peneliti 

memberikan saran sebagai beikut: 1) perlu 

adanya metode peer educator untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam 

upaya pencegahan stunting, 2) adanya penelitian 
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lanjutan dengan sampel yang lebih banyak dan 

metode pendekatan yang berbeda sehingga 

hasilnya dapat dijadikan rujukan bagi penelitian 
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THE ANALYSIS OF BED TURN OVER MINA ROOM HARAPAN 

HOSPITAL AND THE PRAYER OF BENGKULU CITY  

 
ABSTRACT 

Background: Bed Turn Over (BTO) is the average number of patients who use each bed 

in a certain period. The ideal BTO value is 40-50 times/year. Inpatient indicators related 

to BTO are very important to pay attention to in efforts to improve service quality. The high 

BTO has the potential to disrupt the balance of clinical aspects such as hospital nosocomial 

infections. Based on the initial survey, the BTO value for the last three years at the 

Bengkulu City Hope and Prayer Hospital has increased, namely in 2016 (58.23 

times/year), 2017 (64-65 times year) and 2018 (65 times/year) . This shows that the change 

of patient beds is very fast so that the use of the bed exceeds the provisions, namely 40-50 

times/year, meaning that 1 bed is used by more than 50 patients a year which can cause 

nosocomial infections.  

Subjects and Method: The type of research used in this study was quantitative descriptive 

with a cross sectional approach. The population and sample were 2,060 inpatients in the 

Mina Room for the period 2019 with the sampling technique being the total population.  

Results: The number of patients treated in the 2019 period in the Mina Room were 2,060 

patients, with length of care (LD) of 7,435 days/year and an average of 3-4 days/year and 

the number of patients discharged (living or dead) in the Mina Room. 2,045 patients came 

out alive and 15 patients died, so that the BTO value in the Mina Room reached 93.58 

times/year. The high BTO value in the Mina Room in the 2019 period resulted in a fairly 

high nosocomial infection of 12%. It is hoped that the hospital will add more beds in the 

Mina Room to prevent or reduce the occurrence of nosocomial infections. 

Conclusion: Hospitals or health service agencies to make additional beds in the Mina 

Room to prevent or reduce the occurrence of nosocomial infections. 

Keywords: Bed; Bed Trun Over; Patient In; Patient Out 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Bed Turn Over (BTO) merupakan rerata jumlah pasien yang 

menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu. Nilai ideal BTO 40-50 kali/tahun. 

Indikator rawat inap terkait BTO sangat penting diperhatikan dalam upaya peningkatan 

mutu pelayanan. Tingginya BTO berpotensi mengganggu keseimbangan aspek klinis 

seperti infeksi nosocomial rumah sakit. Berdasarkan survey awal, nilai BTO tiga tahun 

terakhir di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu mengalami peningkatan yaitu 

tahun 2016 (58,23 kali/tahun), tahun 2017 (64-65 kali/tahun) dan tahun 2018 (65 

kali/tahun). Hal ini menunjukkan bahwa pergantian tempat tidur pasien yang sangat cepat 

sehingga pemakaian tempat tidur melebihi ketentuan yaitu 40-50 kali/tahun artinya 1 
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tempat tidur digunakan lebih dari 50 pasien dalam setahun yang dapat menyebabkan 

terjadinya infeksi nosokomial. 

Subjek dan Metode: Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian dari penelitian ini 

menggunakan total populasi yaitu sebanyak 2.060.  

Hasil: Jumlah pasien dirawat pada periode 2019 di Ruang Mina sebanyak 2.060 pasien, 

dengan Lama Dirawat (LD) sebesar 7.435 hari/tahun dan rata-rata 3-4 hari/tahun serta 

jumlah pasien keluar (hidup maupun mati) di Ruang Mina sebanyak 2.045 pasien keluar 

hidup dan 15 pasien keluar mati, sehingga nilai BTO di Ruang Mina mencapai 93,58 

kali/tahun. Tingginya nilai BTO di Ruang Mina pada periode 2019 mengakibatkan infeksi 

nosocomial yang cukup tinggi yaitu sebesar 12%.  

Keseimpulan: Pihak Rumah Sakit atau instansi pelayanan kesehatan untuk melakukan 

penambahan tempat tidur di Ruang Mina untuk mencegah atau mengurangi terjadinya 

infeksi nosokomial. 

Kata kunci: Bed Trun Over; Pasien Masuk, Pasien Keluar: Tempat Tidur 

 
PENDAHULUAN 

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan yang 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 

baik Unit Rawat Jalan maupun Unit Rawat Inap 

yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. 

Penyelenggaraan rekam medis merupakan salah 

satu bagian pelayanan kesehatan yang bertujuan 

untuk menunjang tercapainya tertib administrasi 

dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

Dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan 

di rumah sakit, peran rekam medis sangat 

diperlukan dalam pengelolaan data rekam medis 

secara lengkap dan benar agar menghasilkan 

informasi yang akurat dan berkesinambungan 

(Rustiyanto, 2010). 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 034/Birhub/1979 

Tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah 

Sakit menjelaskan bahwa setiap rumah sakit harus 

melaksanakan statistik yang up to date yaitu tepat 

waktu, akurat dan sesuai kebutuhan. Pengelolaan 

data statistik dilakukan oleh petugas rekam medis 

pengelohan data khususnya bagian analising dan 

repoting guna dilakukan pelaporan (Departemen 

Kesehatan, 1993). 

Statistk rumah sakit adalah statistik yang 

bersumber pada data rekam medis yang digunakan 

untuk menghasilkan berbagai informasi, fakta dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan pelayanan 

kesehatan rumah sakit kepastian bagi praktisi 

kesehatan, manajemen dan tenaga medis dalam 

pengambilan keputusannya. Statistik rumah sakit 

dapat digunakan untuk menghitung berbagai 

indikator layanan kesehatan (Rustiyanto, 2010). 

Indikator pelayanan rumah sakit yang dapat 

dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, 

mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit yaitu 

Bed Occupation Rate (BOR),  Averate Length Of 

Stay (AvLOS), Turn Over Inteerval (TOI), dan 

Bed Trun Over (BTO) yang berfungsi untuk 

memantau kegiatan yang ada di unit rawat inap. 

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada 

pasien yang melakukan observasi, diagnosis, 

terapi atau rehabilitasi yang perlu menginap dan 

menggunakan tempat tidur serta mendapat 

makanan dan pelayanan perawat terus-menerus 
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(Rustiyanto, 2010). Untuk mengetahui tingkat 

pemanfaatan dan efisiensi penggunaan tempat 

tidur di rumah sakit dapat dilihat dari indikator 

BTO. 

Bed Turn Over (BTO) merupakan rerata 

jumlah pasien yang menggunakan setiap Tempat 

Tidur (TT) dalam periode tertentu. Nilai BTO 

sangat membantu dalam meningkatkan tingkat 

penggunaan TT karena dalam dua periode bisa 

diperoleh angka BOR yang sama tetapi BTO 

berbeda. Indikator Rawat Inap terkait BTO sangat 

penting diperhatikan dalam upaya peningkatan 

mutu pelayanan. Tingginya BTO berpotensi 

mengganggu keseimbangan aspek klinis (infeksi 

nosokomial) rumah sakit.  

Indikator mutu pelayanan rumah sakit 

dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu; aspek klinis, aspek 

efisiensi, efektifitas serta aspek keselamatan dan 

aspek kepuasan pasien (Sabarguna, 2007). BTO 

menggambarkan frekuensi pemakaian TT pada 

satu periode. Tingginya BTO memberikan 

hubungan yang cukup signifikan dengan mutu 

pelayanan (Syafharini, 2012).  

Nilai ideal Menurut Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia (2005) sebesar 40-50 kali 

pertahun. Nilai ideal BTO minimal 40 pasien 

dalam periode 1 tahun. Artinya, 1 TT diharapkan 

digunakan 40 pasien dalam 1 tahun, berarti 1 

pasien rata-rata dirawat selama 9 hari. Hal ini 

sejalan dengan nilai ideal AvLOS yakni 6-9 hari 

(Departemen Kesehatan, 2005a).  

Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota 

Bengkulu merupakan salah satu rumah sakit yang 

didirikan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Rumah 

Sakit ini berdiri sejak tahun 2014 dengan jumlah 

pasien setiap tahun selalu mengalami peningkatan. 

Berdasarkan Laporan Tahunan Seksi Pelayanan 

Medik dan Keperawatan diperoleh data 3 tahun 

terakhir, yaitu pada tahun 2017 jumlah  kunjungan 

pasien rawat inap sebanyak 5.840 orang dengan 

rata-rata kunjungan per-bulan 486 orang, tahun 

2018 jumlah kunjungan pasien rawat inap 

mengalami peningkatan sebanyak 6.131 pasien 

(4,75%) dengan rata-rata kunjungan per-bulan 511 

orang dan tahun 2019 jumlah kunjungan pasien 

rawat inap kembali mengalami peningkatan 

sebanyak 6.719 pasien (8,75%) dengan rata-rata 

kunungan per-bulan 560 orang. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan 

pada tanggal 18-25 Desember 2019 di RSHD Kota 

Bengkulu yang merupakan Rumah Sakit kelas C, 

memiliki kelas perawatan dan jumlah TT yaitu; 

Mina (kelas 1) 22 TT, Marwah (kelas 1 dan kelas 

2) 22 TT dan Safa (kelas 3) 32 TT, VIP 15 TT, 

HCU 3 TT, Kebidanan 6 TT dan Perinatologi 5 TT 

sehingga total keseluruhan 105 TT. Hal ini sejalan 

dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 Pasal 

16 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit yang 

menyatakan bahwa Rumah Sakit Tipe C harus 

memiliki jumlah TT minimal 100 buah dengan 

perbandingan tenaga keperawatan dan tempat 

tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga 

keperawatan sesuai dengan pelayanan di rumah 

sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010, 

2010).  
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Berdasarkan Laporan Tahunan Seksi 

Pelayanan Medik dan Keperawatan (2018) 

diketahui nilai BTO 3 tahun terakhir mengalami 

peningkatan, yaitu tahun 2016 (58,23 kali), tahun 

2017 (64-65 kali) dan tahun 2018 (65 kali). 

Tingginya nilai BTO ini diiringi dengan nilai TOI 

yang rendah yaitu 0,2 sedangkan menurut 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

(2005) nilai ideal TOI adalah 1-3 hari. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah pasien yang dirawat 

melebihi kapasitas tempat tidur yang ada, 

sehingga satu tempat tidur terlalu banyak 

digunakan oleh pasien secara berkali-kali, tanpa 

adanya waktu jeda. Capaian nilai BTO di Rumah 

Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu terlalu 

tinggi dan belum ideal menurut Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia (2005) 

(Departemen Kesehatan, 2005b).  

Tingginya nilai BTO di Rumah Sakit 

Harapan dan Doa Kota Bengkulu disebabkan oleh 

jumlah pasien masuk, lama pasien dirawat, jenis 

penyakit diderita pasien serta belum adanya SOP 

Pasien Masuk, SOP Waktu Tunggu Penggunaan 

TT, SOP Perawatan TT dan SOP Mutu Pelayanan 

Pasien. Hal ini sejalan dengan Lestari (2014) 

dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa 

penyebab tingginya BTO adalah jumlah pasien 

masuk setiap hari, pasien keluar hidup dan pasien 

keluar meninggal kurang atau lebih dari 48 jam, 

jenis penyakit dan lama perawatan pasien di ruang 

perawatan, dan Sarkowo (2016) dalam 

penelitiannya yang mengatakan bahwa tingginya 

nilai BTO disebabkan karena pemanfaatan tempat 

tidur meningkat yang berarti banyaknya jumlah 

pasien yang menggunakan tempat tidur.  

Menurut Indradi (2010), semakin tinggi 

nilai BTO maka semakin banyak pasien yang 

menggunakan TT secara bergantian, sehingga 

semakin sibuk dan semakin berat beban kerja tim 

medis. Akibatnya semakin rendah kinerja kualitas 

tim medis dan semakin tinggi angka kejadian 

infeksi nosokomial.  

Tingginya nilai BTO di Rumah Sakit 

Harapan dan Doa Kota Bengkulu diikuti dengan 

tingginya nilai infeksi nosokomial, hal ini 

diperkuat dengan data Laporan Tahuan Pencegah 

Pengendali Infeksi (PPI) diketahui bahwa data 

infeksi nosokomial 2 tahun terakhir mengalami 

peningkatan persentase setiap tahunnya, yaitu 

pada tahun 2017 sebesar 70% dan tahun 2018 

sebesar 71,72%.  

Hal ini sejalan Sarwoko (2015) dalam 

penelitiannya yang mengatakan bahwa tingginya 

nilai BTO di rumah sakit jika dilihat dari aspek 

medis dapat berdampak kurang baik karena dapat 

mempengaruhi kesehatan pasien yang akan 

memicu terjadinya infeksi nosokomial, dan 

Lestari (2014) dalam penelitian mengatakan 

bahwa mutu pelayanan akan terganggu apabila 

ditemukan infeksi yang disebabkan oleh 

lingkungan, dimana TT merupakan salah satu 

lingkungan yang sangat berhubungan erat dengan 

pasien karena pasien yang mengalami perawatan 

dalam waktu lama memiliki risiko lebih besar 

terkena infeksi nosokomial. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, melihat 

pentingnya BTO pada indikator mutu pelayanan 

rumah sakit maka pertanyaan penelitian yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu 

berapakah nilai BTO di Ruang Mina Rumah Sakit 

Harapan dan Doa Kota Bengkulu pada periode 

2019. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai 

BTO di Ruang Mina Rumah Sakit Harapan Doa 

Kota Bengkulu periode 2019. 

HASIL PENELITIAN 

1. Jumlah Pasien Dirawat di Ruang Mina 

Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota 

Bengkulu Tahun 2019 

Tabel 1 Jumlah Pasien Dirawat di Ruang 

Mina Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota 

Bengkulu Periode 2019 

Periode 
Ruang Mina 

TT Perawat Pasien 

Januari 22 13 201 

Februari 22 13 183 

Maret 22 13 173 

April 22 13 167 

Mei 22 13 157 

Juni 22 13 158 

Juli 22 13 155 

Agustus 22 13 161 

September 22 13 174 

Oktober 22 13 187 

November 22 13 206 

Desember 22 13 138 

Total Pasien 2.060 

Sumber : Data Sekunder Terolah, 2020  

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat 

diketahui bahwa jumlah pasien dirawat di 

Ruang Mina pada periode 2019 adalah 

sebanyak 2.060 pasien dengan 22 TT dan 

perawat 13 orang. 

 

 

2. Lama Dirawat Pasien di Ruang Mina 

Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota 

Bengkulu Periode 2019 

Tabel 2. Lama Dirawat (LD) Pasien  

Periode 2019 

Periode LD 
Rata-Rata 

LD 

Jumlah 

Pasien 

Januari 620 3 201 
 Februari 611 3 183 
Maret 605 3 173 
April 645 4 167 
Mei 615 4 157 
Juni 632 4 158 
Juli 610 4 155 
Agustus 636 4 161 
September 600 3 174 
Oktober 608 3 187 
November 623 3 206 
Desember 630 5 138 

Total /  

Rata-Rata 
7.435 4 2.060 

Sumber: Data Sekunder Terolah, 2020 

Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui 

bahwa LD pasien di Ruang Mina periode 2019 

adalah 7.345 hari dengan jumlah pasien 2.060 

dan rata-rata LD 4 hari. 

3. Jumlah Pasien Keluar (Hidup dan Mati) di 

Ruang Mina Rumah Sakit Harapan dan 

Doa Kota Bengkulu Periode 2019 

Tabel 3 Jumlah Pasien Keluar Hidup dan Mati 

Periode 2019 

Periode 
Pasien Keluar 

Hidup Mati Total 

Januari 201 0 201 

Februari 180 3 183 

Maret 172 1 173 

April 166 1 167 

Mei 156 1 157 

Juni 157 1 158 

Juli 152 3 155 

Agustus 158 3 161 

September 174 0 174 

Oktober 187 0 187 

November 205 1 206 

Desember 137 1 138 

Total 2.045 15 2.060 

Sumber: Data Sekunder Terolah, 2020 
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Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui 

bahwa jumlah pasien keluar di Ruang Mina 

periode 2019 sebanyak 2.060 orang yang 

terdiri dari keluar hidup sebanyak 2.045 orang 

dan keluar mati sebanyak 15 orang. 

4. Nilai BTO di Ruang Mina Rumah Sakit 

Harapan dan Doa Kota Bengkulu Periode 

2019 

Tabel 4. Nilai BTO Periode 2019 
Ruang Nilai BTO (kali) 

Mina 93,58 

Sumber: Data Sekunder Terolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui 

bahwa nilai BTO di Ruang Mina pada periode 

2019 adalah sebesar 93,58 kali. 

5. Angka Kejadian Infeksi Nosokomial di 

Ruang Mina Rumah Sakit Harapan dan 

Doa Kota Bengkulu Periode 2019 

Tabel 5. Angka Kejadian Infeksi Nosokomial 

Periode 2019 
Periode Jumlah 

Januari 26 

Februari 15 

Maret 21 

April 22 

Mei 21 

Juni 27 

Juli 13 

Agustus 14 

September 12 

Oktober 13 

November 20 

Desember 35 

Total Jumlah 239 

Sumber: Data Sekunder Terolah, 2020 

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui 

bahwa kejadian infeksi nosokomial di Ruang 

Mina periode 2019 adalah sebanyak 239 (12%) 

kasus. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah 

Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jumlah Pasien Dirawat di Ruang Mina 

Periode 2019 

Menurut Indradi (2010), pasien dirawat 

merupakan pasien yang memperoleh 

pelayanan kesehatan menginap dan dirawat di 

rumah sakit. Dari hasil perhitungan di Rumah 

Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu 

diketahui bahwa jumlah kunjungan pasien 

rawat inap pada periode tahun 2019 di Ruang 

Mina sebanyak 2.060 pasien dengan 22 TT 

(Tempat Tidur) dan perawat 13 orang dan 22 

TT (Tempat Tidur). Hal ini menunjukan bahwa 

Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu 

sudah melaksanakan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

340/Menkes/Per/III/2010 Pasal 16 Tentang 

Klasifikasi Rumah Sakit yang menyatakan 

bahwa Rumah Sakit Tipe C harus memiliki 

jumlah TT minimal 100 buah dengan 

perbandingan tenaga keperawatan dan tempat 

tidur adalah 2:3 (Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 034/Birhub/1979, 

1979). 

Jumlah pasien yang di rawat di ruang 

Mina Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota 

Bengkulu pada periode tahun 2019 sudah 

relatif tinggi. Hal ini disebabkan jenis penyakit 

yang diderita pasien dipengaruhi oleh musim 

yang terjadi, yaitu musim panas, hujan maupun 
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pancaroba yang sangat mempengaruhi 

kesehatan.  

Tinggi jumlah pasien rawat inap di 

ruang Mina Rumah Sakit Harapan dan Doa 

Kota Bengkulu akan mempengaruhi tingkat 

kepuasan dan keselamatan pasien itu sendiri, 

dikarenakan semakin sibuk dan semakin berat 

beban kerja tim medis. Hal ini sejalan dengan 

Indradi (2010) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi jumlah pasien berdampak pada 

tingkat kepuasan dan keselamatan pasien 

dikarenakan semakin sibuk dan semakin berat 

beban kerja tim medis sehingga semakin 

rendah kinerja kualitas tim medis, yang 

menyebabkan semakin tinggi angka 

ketidakpuasan pasien dan mengancam 

keselamatan pasien dikarenakan semakin 

tinggi jumlah TT (Tempat Tidur) yang tidak 

sempat dibersihkan dan kemungkinan infeksi 

nosokomial meningkat. 

Sejalan dengan penelitian Sabarguna 

(2004) dan Lestari (2014) mengatakan bahwa 

indikator mutu pelayanan rumah sakit 

dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu, aspek Klinis 

(menyangkut pelayanan dokter, perawat dan 

terkait dengan teknis medis), aspek efisiensi 

dan efektifitas (pelayanan yang murah, tepat 

guna, tak ada diagnosa dan terapi berlebihan), 

aspek keselamatan (upaya perlindungan 

terhadap pasien) dan aspek kepuasan pasien 

(yang berhubungan dengan kenyamanan, 

keramahan dan kecepatan pelayanan 

(Sabarguna, 2007). 

Menurut Supriyanto dan Wulandari 

(2011), mutu merupakan gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa 

yang menunjukkan kemampuannya dalam 

memuaskan kebutuhan pelanggannya. 

Peningkatan mutu pelayanan rawat inap terkait 

aspek keselamatan dan kepuasan pasien yaitu 

dengan menggunakan perbandingan tenaga 

keperawatan dan tempat tidur (Lestari, 2014).  

 

2. Lama Dirawat Pasien di Ruang Mina 

Periode 2019 

Lama Dirawat (LD) adalah jumlah hari 

kalender di mana pasien mendapatkan 

perawatan rawat inap di rumah sakit, sejak 

tercatat sebagai pasien rawat inap hingga 

keluar dari rumah sakit (Indradi, 2010). LD 

dapat dihitung dengan cara, jika tanggal masuk 

serta tanggal keluar berada dalam bulan yang 

sama, maka lama dirawat dihitung dengan cara 

mengurangi tanggal pasien keluar perawatan 

dengan tanggal masuk perawatan. Sedangkan 

jika tanggal pasien masuk dan tanggal keluar 

berada dalam bulan yang berbeda, maka 

dihitung dengan cara mengurangi tanggal 

terakhir bulan masuk dengan tanggal masuk 

lalu ditambah dengan tanggal keluar. Jika ada 

bulan diantara bulan masuk dan bulan keluar, 

maka jumlah hari dari “bulan antara” tersebut 

juga ditambahkan (Rustiyanto, 2010).  

 Berdasarkan hasil perhitungan pada 

ruang Mina didapatkan lama dirawat pada 

ruang marwah sebesar 7.435 hari dalam 

setahun dengan rata-rata lama dirawat setiap 
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pasien selama 3 dan 4 hari. Sedangkan satu 

tahun memiliki 365 hari dari sini dapat dilihat 

bahwa lama dirawat pada ruang Mina cukup 

tinggi dalam setahun. Maka cukup tingginya 

lama dirawat pasien dalam setahun dapat 

berdampak pada frekuensi penggunaan TT 

(Tempat Tidur) dalam hal ini adalah BTO.  

 

3. Jumlah Pasien Keluar (Hidup dan Mati) di 

Ruang Mina Rumah Sakit Harapan dan 

Doa Kota Bengkulu Periode 2019 

Menurut Indradi (2010), pasien keluar 

merupakan pasien yang keluar dari rumah sakit 

setelah mendapatkan perawatan baik keluar 

sembuh, maupun meninggal. Dari hasil 

perhitungan di Rumah Sakit Harapan dan Doa 

Kota Bengkulu diketahui jumlah kunjungan 

pasien rawat inap periode tahun 2019 di Ruang 

Mina sebanyak 2.060 pasien dengan jumlah 

pasien sembuh 2.045 pasien dan meninggal 15 

pasien. 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa 

jumlah pasien meninggal yang dirawat di 

Ruang Mina Rumah Sakit Harapan dan Doa 

Kota Bengkulu periode tahun 2019 lebih 

sedikit. Hal ini dikarenakan oleh faktor resiko 

yang mempengaruhi kondisi pasien keluar 

(discharge status) disebabkan oleh multiple 

factor. Faktor tersebut meliputi keadaan 

demografi pasien, karakteristik psikososial 

(umur, jenis kelamin dan status penyakit), 

status kesehatan, dan faktor pemicu kematian. 

Faktor tersebut merupakan hal yang penting 

dan dibandingkan pada status pasien sebelum 

meninggalkan rumah sakit.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari 

(2014) yang mengatakan bahwa semakin lama 

perawatan pasien di rumah sakit maka semakin 

kecil presentase pasien tersebut keluar rumah 

sakit dalam kondisi sembuh. Variabel jenis 

penyakit, lama sakit dan lama perawatan. 

Pasien dengan penyakit akut memiliki 

persentase sembuh lebih banyak dari pasien 

dengan penyakit kronik maupun akut-kronik. 

Pasien dengan perawatan lama atau pendek 

berhubungan dengan kondisi yang didapat 

ketika keluar rumah sakit (Lestari, 2014).  

Rendahnya angka kematian di Ruang 

Mina Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota 

Bengkulu tentunya merupakan nilai plus bagi 

rumah sakit itu sendiri. Hal ini dikarenakan 

rumah sakit telah memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk pasiennya.  

 

4. Nilai BTO di Ruang Mina Rumah Sakit 

Harapan dan Doa Kota Bengkulu Tahun 

2019. 

Bed Turn Over (BTO) merupakan rerata 

jumlah pasien yang menggunakan setiap 

Tempat Tidur (TT) dalam periode tertentu. 

Nilai BTO sangat membantu dalam 

meningkatkan tingkat penggunaan TT karena 

dalam dua periode bisa diperoleh angka BOR 

yang sama tetapi BTO berbeda (Susanti, 2013). 

Berdasarkan sumber data yang 

digunakan untuk menghitung nilai BTO di 

Ruang Mina periode tahun 2019 adalah laporan 
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kunjungan pasien rawat inap Rumah Sakit 

Harapan dan Doa Kota Bengkulu, dengan nilai 

ideal BTO mengacu pada standar Depatemen 

Kesehatan Republik Indonesia (2005) 40-50 

kali/tahun, diperoleh nilai BTO di Ruang Mina 

93,58 kali/tahun yang artinya nilai BTO pada 

ruang tersebut tidak sesuai standar Depatemen 

Kesehatan Republik Indonesia (2005). Hal ini 

disebabkan karena Ruang Mina merupakan 

ruang perawatan kelas I maka dari itu banyak 

pasien yang meminta untuk naik kelas 

perawatan untuk mendapatkan ruang 

perawatan yang lebih maksimal dari pada kelas 

III yang memiliki fasilitas yang lebih cukup 

baik di bandingkan dengan ruang perawatan 

kelas III.  

Tingginya biaya kesehatan semakin 

menyulitkan masyarakat untuk memperoleh 

layanan kesehatan. Salah satu metode yang 

dapat digunakan dalam meringankan beban 

pembiayaan kesehatan dengan menggunakan 

asuransi kesehatan, salah satunya adalah Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan, dengan adanya BPJS-Kesehatan 

maka semua pembiayaan akan lebih mudah, 

sejak diluncurkannya program BPJS-

Kesehatan oleh pemerintah pada bulan Januari 

2014 dengan sistem berjenjang maka setiap 

rumah sakit memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan rujukan pasien BPJS sehingga 

bisa meningkatkan angka kunjungan pasien. 

Akan tetapi hal tersebut tentunya harus 

didukung dengan jumlah TT dan tenaga medis 

khususnya perawat sesuai dengan tipe rumah 

sakit dan angka kunjungan pasien setiap 

periode, baik periode bulan maupun periode 

tahun (Askes, 2014). 

Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota 

Bengkulu adalah salah satu rumah sakit tipe C 

yang memiliki kesempatan tersebut. Dengan 

adanya BPJS-Kesehatan menyebabkan jumlah 

kunjungan pasien BPJS rawat inap meningkat. 

Peningkatan inilah yang dapat menyebabkan 

tingginya nilai BTO dikarenakan pemanfaatan 

tempat tidur secara terus-menerus yang berarti 

banyaknya jumlah pasien yang menggunakan 

tempat tidur dalam waktu yang singkat, sebab 

pasien BPJS rata-rata hanya bisa dirawat inap 

selama 3 hari. 

Hal ini didukung oleh dengan hasil 

penelitian Ekawati (2015), yang menyatakan 

bahwa semakin lama pasien dirawat tidak 

menambah paket biaya pasien BPJS walaupun 

sesuai INA CBG’s akan tetapi hal ini akan 

menimbulkan kerugian bagi rumah sakit. 

Selain itu kebijakan dari BPJS itu sendiri 

mengatakan bahwa jika kamar pasien BPJS 

yang sesuai haknya penuh, maka rumah sakit 

membuat kebijakan pasien bisa naik kelas 

sampai dengan 3 hari tanpa penambahan biaya. 

Hal ini menunjukkan frekuensi atau pergantian 

pasien yang sangat cepat sehingga pergantian 

tempat tidur melebihi ketentuan. Banyaknya 

jumlah pasien yang dilayani berpengaruh pada 

beban kerja petugas kesehatan di pelayanan 

rawat inap (Ekawati, 2015). 

Tingginya nilai BTO di Ruang Mina 

Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu 
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diikuti dengan tingginya nilai infeksi 

nosokomial, yaitu sebesar 12%. Hal ini sejalan 

Indradi (2010) yang menyatakan bahwa 

semakin banyak pasien yang dilayani semakin 

sibuk dan semakin berat beban kerja petugas 

kesehatan di unit tersebut. Akibatnya pasien 

bisa kurang mendapat perhatian yang 

dibutuhkan dan kemungkinan infeksi 

nosokomial juga meningkat. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui 

bahwa ketiga ruangan ini memiliki nilai BTO 

yang tidak ideal sedangkan nilai ideal BTO 

menurut Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia (2005) adalah 40-50 kali/tahun. 

Artinya 1 TT dalam satu tahun digunakan lebih 

dari 50 pasien, hal ini melebihi standar ideal 

menurut Departemen Kesehatan Republik 

Indoensia (2005) capaian BTO ini 

menunjukkan bahwa jumlah pasien yang 

dirawat melebihi kapasitas tempat tidur yang 

ada, sehinggga satu tempat tidur digunakan 

oleh pasien secara berkali-kali, tanpa adanya 

waktu jeda. 

Sejalan dengan penelitian Sarwoko 

(2015) tingginya penggunaan tempat tidur 

disebabkan karena terbatasnya tempat tidur 

yang tersedia sedangkan jumlah pasien yang 

banyak. Dari hasil perhitungan BTO dapat 

diketahui bahwa tempat tidur yang digunakan 

secara terus-menerus tanpa adanya waktu jeda 

dapat menyebabkan infeksi nosokomial yang 

didapatkan pasien selama masa perawatan dan 

Lestari (2014) dalam penelitian mengatakan 

bahwa mutu pelayanan akan terganggu apabila 

ditemukan infeksi yang disebabkan oleh 

lingkungan, dimana TT merupakan salah satu 

lingkungan yang sangat berhubungan erat 

dengan pasien karena pasien yang mengalami 

perawatan dalam waktu lama memiliki risiko 

lebih besar terkena infeksi nosocomial 

(Sarwoko, 2016). 

Adapun unsur manajemen yang sangat 

berpengaruh dengan tingginya nilai BTO ini 

adalah yang pertama unsur man; man 

merupakan pasien yang dirawat di Ruang Mina 

sebab banyaknya jumlah pasien yang dirawat 

akan berdampak pada penggunaan tempat 

tidur, yang kedua unsur materials; materials ini 

merupakan alat yang digunakan yaitu tempat 

tidur yang dipakai pasien selama masa 

perawatan artinya semakin lama pasien 

menggunakan tempat tidur maka semakin 

banyak bakteri atau infeksi nosokomial yang 

ditimbulkan kepada pasien lain yang akan 

menggunakan tempat tidur tersebut tanpa 

adanya waktu jeda. Methode atau metode 

merupakan SOP yang digunakan setiap ruang 

perawatan dalam melakukan pembersihan 

tempat tidur yang bertujuan untuk mencegah 

infeksi nosokomial yang mungkin terjadi. 

Dalam hal ini Rumah Sakit Harapan dan Doa 

Kota Bengkulu belum adanya SOP tentang 

pembersihan tempat tidur. Meskipun demikian 

perlunya perelokasian tempat tidur dan SOP 

tentang pembersihan tempat tidur pada setiap 

ruangan agar nilai frekuensi penggunaan 

tempat tidur (BTO) dapat mencapai standar. 
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5. Jumlah Infeksi Nosokomial di Ruang Mina 

Tahun 2019. 

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang 

didapat seseorang dalam waktu 3x24 jam sejak 

mereka masuk rumah sakit (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, 2003). 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus indikator infeksi 

nosokomial diketahui sebanyak 239 (12%) 

kasus infeksi nosocomial terjadi di Ruang 

Mina. Hal ini dikarenakan belum adanya SOP 

tentang pembersihan tempat tidur, yang 

merupakan salah satu faktor penyebab 

terjadinya infeksi nosocomial, sedangkan 

faktor lain yang dapat memicu terjadinya 

infeksi nosokomial adalah lama pasien di rawat 

di rumah sakit yang tentu saja akan semakin 

lama menggunakan tempat tidur.  

 Sejalan dengan penelitian Marbun 

(2018) yang mengatakan secara umum faktor-

faktor yang dapat menyebabkan infeksi 

nosokomial terdiri dari dua bagian yaitu faktor 

endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen 

meliputi umur, jenis kelamin, riwayat 

penyakit, daya tahan tubuh dan kondisi kondisi 

tertentu. Sedangkan faktor eksogen meliputi 

lama penderita dirawat, kelompok yang 

merawat, alat medis serta lingkungan. Faktor 

kurangnya pengetahuan perawat, sikap atau 

perilaku yang tidak baik, fasilitas perawatan, 

dan pengawasan perawat juga dapat menjadi 

salah satu media penularan infeksi nosokomial 

(Sudra, 2012). 

Untuk mengendalikan ataupun 

mengurangi terjadinya infeksi nosokomial 

dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan 

pengendalian infeksi nosokomial yang 

merupakan upaya penting dalam 

meningkatkan mutu pelayanan medis di rumah 

sakit. Program pengendalian infeksi ini dapat 

dikelompokan dalam tiga kelompok yaitu 

tindakan standar operasional prosedur, 

tindakan organisasi, dan tindakan struktural. 

Tindakan operasional mencakup kewaspadaan 

standar dan kewaspadaan berdasarkan 

penularan/transmisi. 

Kewaspadaan Standar pencegahan dan 

pengendalian infeksi nosokomial dalam standar 

operasional prosedur mencakup kegiatan meliputi; 

mencuci tangan, menggunakan alat pelindung 

diri/APD (sarung tangan, masker, pelindung 

wajah, kacamata dan apron pelindung), praktik 

keselamatan kerja, perawatan pasien serta 

penggunaan antiseptik, penanganan peralatan 

dalam perawatan pasien dan kebersihan 

lingkungan. Sedangkan kewaspadaan berdasarkan 

penularan/transmisi diterapkan pada pasien yang 

menunjukkan gejala, dicurigai terinfeksi atau 

mengalami kolonisasi dengan kuman yang sangat 

mudah menular. Kewaspadaan berdasarkan 

transmisi perlu dilakukan sebagai tambahan 

kewaspadaan standar. Kewaspadaan berdasarkan 

transmisi meliputi: penanganan pakaian kotor 

(selimut, sarung bantal dan spray) serta 

penanganan peralatan makan pasien. 
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PENUTUP 

Nilai BTO pada periode 2019 di Ruang 

Ruang Mina 93,58 kali dengan angka kejadian 

infeksi nosokomial sebesar 239 (12%) kasus. Hal 

ini menunjukkan bahwa jumlah pasien yang 

dirawat melebihi kapasitas tempat tidur yang ada 

sehingga satu tempat tidur terlalu banyak 

digunakan oleh pasien secara berkali-kali tanpa 

adanya waktu jeda. Sehingga diharapkan 

dilakukan penambahan tempat tidur di Ruang 

Mina untuk mencegah atau mengurangi terjadinya 

infeksi nosokomial, serta adanya SOP Pasien 

Masuk, SOP Waktu Tunggu Penggunaan TT, SOP 

Perawatan TT dan SOP Mutu Pelayanan Pasien. 
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GENERAL DESCRIPTION OF JKN INPATIENT SATISFACTION  

AT ISLAMIC HOSPITAL AISYIYAH MALANG  

 
ABSTRACT 

Background: Patient satisfaction is a key indicator of the standard of a health facility 

and the low quality of service satisfaction will have an impact on the number of visits that 

will affect the profitability and health facilities. Measurement of patient satisfaction is an 

important element in providing better, more efficient and more effective services. The 

level of patient satisfaction with services is an important factor that develops a service 

provider system that is responsive to patient complaints, minimizes costs and time and 

maximizes the impact of services on patients. 

Subjects and Method: The purpose of this study was to determine the general picture of 

patient satisfaction in terms of the servqual method using five indicators namely 

responsiveness, assurance, physical evidence, attention, and reliability as well as the 

level of quality of service at Aisyiyah Islamic Hospital Malang. Case study approach 

through questionnaire. Subjects were JKN hospitalized patients, a sample of 30 

respondents who were determined by the Purposive Sampling method. Data that has been 

analyzed are presented in tabular form and accompanied by an explanation. 

Results: Based on the research, it was found that JKN hospitalized patients at Aisyiyah 

Islamic Hospital Malang were quite satisfied with the services provided with an average 

satisfaction rating of 84.5%. With an assessment using five indicators, the average value 

of respondents 'answers shows the average value of respondents' answers to 

responsiveness indicators of 82.5%, guarantee indicators 85.667%, indicators of physical 

evidence by 84%, indicators of concern by 84.667%, and indicators of reliability by 

85.5%. 

Conclusion: From this study it can be concluded that although the satisfaction rate is 

still 84.46%, JKN hospitalized patients are quite satisfied with the services provided by 

hospital staff both by doctors, nurses, and also hospital staff. 

Keywords: Quality, Satisfaction, Hospital, JKN inpatients 

 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Kepuasan pasien merupakan indikator utama dari standar suatu fasilitas 

kesehatan dan mutu pelayanan kepuasan yang rendah akan berdampak terhadap jumlah 

kunjungan yang akan mempengaruhi profitabilitas dan fasilitas kesehatan tersebut. 

Pengukuran kepuasan pasien merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan 

yang lebih baik, efisien dan lebih efektif. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan 

merupakan faktor penting yang mengembangkan suatu sistem penyedia pelayanan yang 

tanggap terhadap keluhan pasien, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan 

dampak pelayanan terhadap pasien. 
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Subjek dan Metode: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

umum kepuasan pasien ditinjau dari metode servqual menggunakan lima indikator yaitu 

daya tanggap, jaminan, bukti fisik, perhatian, dan kehandalanserta tingkat kualitas 

pelayanan di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus melalui 

kuesioner. Subyek yaitu pasien rawat inap JKN, sampel 30 responden yang ditentukan 

dengan metode Purposive Sampling. Data yang sudah dianalisis disajikan dalam bentuk 

tabel dan disertai dengan penjelasan. 

Hasil: Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa pasien rawat inap JKN di Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang cukup puas dengan pelayanan yang telah diberikan dengan 

rata-rata nilai kepuasan 84,5%. Dengan penilaian menggunakan lima indikator, rata-rata 

nilai jawaban responden menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden untuk indikator 

daya tanggap sebesar 82,5%, indikator jaminan 85,667%, indikator bukti fisik sebesar 

84%, indikator perhatian sebesar 84,667%, dan indikator kehandalan sebesar 85,5%. 

Kesimpulan: Dari penelitian ini dapat ditarik keimpulan meskipun angka kepuasan 

masih 84,46% tetapi pasien rawat inap JKN merasa cukup puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh petugas rumah sakit baik oleh dokter, perawat, dan juga staf rumah sakit. 

Kata kunci: Kualiatas, Kepuasan, Rumah Sakit, Pasien rawat inap JKN 

 
PENDAHULUAN 

Ketatnya persaingan antar rumah sakit 

serta semakin selektifnya pasien dalam memilih 

mengharuskan rumah sakit sebagai penyedia 

layanan kesehatan selalu meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Untuk mengetahui kualitas 

pelayanan dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan pelayanan yang diberikan 

kepada pasien dengan pelayanan yang diharapkan 

oleh pasien. Terciptanya kepuasan pelanggan 

dapat memberikan manfaat diantaranya 

hubungan perusahaan dengan pelanggannya 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik 

bagi pembelian ulang, mendorong terciptanya 

loyalitas pelanggan, membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan, 

reputasi perusahaan menjadi semakin baik, serta 

laba yang diperoleh akan meningkat 

(Junistyaningrum,2016:3).  

Dimensi mutu dan kualitas layanan 

(service quality) belum disajikan secara baik oleh 

penyelenggara layanan kesehatan. Dalam suatu 

Studi yang memakai metode kualitatif malah 

menemukan betapa sukarnya menjumpai 

“secercah senyum pemberi layanan kesehatan 

(Widyamoko, A 2011). Menurut penelitian 

Fahrozy tahun 2017 mengungkapkan bahwa ada 

hubungan kausalitas antara tingginya tingkat 

kepuasan pasien pengguna BPJS dengan sistem 

pelayanan rumah sakit. Sehingga perlu adanya 

analisis kepuasan untuk pelayanan kesehatan 

yang berkelanjutan. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

oleh ST. Nurul Aliah Alwy yang dilakukan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Kota Makassar 

Tahun 2018 tentang Analisis Kepuasaan Pasien 

Rawat Inap di Rumah Sakit Pemerintah diperoleh 

perhitungan statistik mengenai kepuasan 

(Servqual) menunjukkan sebanyak 38,3% 

responden yang menyatakan puas terhadap 
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pelayanan yang di berikan oleh perawat yang ada 

di Rumah sakit Haji Makassar dan sebanyak 61,2 

% yang menyatakan tidak puas dengan perawat 

yang ada dan memberikan pelayanan langsung 

yang dirasakan oleh pasien. Hasil yang didapat 

sungguh mengejutkan bagi penyedia pelayanan 

kesehatan negeri. Tetapi hasil berbeda pada 

penelitian  Analisis Kepuasan Pasien Peserta 

BPJS Pada Instalasi Rawat Jalan Poliklinik 

Bedah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil 

Padang, dengan hasil 77,8%  responden pasien 

cukup puas dengan pelayanannya. Penelitian 

berikutnya analisis kepuasan di RSUD Kota 

Semarang yang dilakukan oleh Indriani, Larasati 

dan Lestari tahun 2015, penelitian ini membagi 

beberapa kriteria umum dalam pelayanan 

kesehatan. Tetapi belum melibatkan asuransi 

kesehatan dalam penelitiannya. 

Untuk fasilitas kesehatan swasta 

ditunjukkan oleh penelitian Rivaldi, 2019 

mengenai analisis tingkat kepuasan pelayanan 

pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makasar. Menunjukkan hasil 42,5% sangat puas 

terhadap pelayanan secara umum,  52,5% puas 

terhadap pelayanan secara umum, dan 5% 

merasakan cukup puas. Tetapi penelitian ini 

semua jenjang kelas perawatan tanpa diketahui 

apakah melakukan pembiayaan kesehatan pihak 

ketiga atau tidak. 

Sedangkan untuk penelitian berikutnya 

adalah penelitian Dewi Mustika dan Kurnia Sari 

tahun 2019, tentang kepuasan paien terhadap 

pelayanan Rawat Inap RSUD Jagakarsa tahun 

2017/2018. Penelitian ini lansung menyasar 

pasien rawat inap dan variabel hanya untuk rawat 

inap saja. Berdasarkan hal tersebut perlu analisis 

jika pelayanan menggunkan asuransi pihak ketiga 

contohnya JKN sebagai Jaring Kesehatan 

Nasional.  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuatitatif dengan pendekatan 

survei. Pada bagian analisis data akan dibahas 

secara deskriptif tentang  gambaran  kepuasan 

pasien rawat inap JKN di  RS Islam Aisyiyah 

Malang. Analisis didasarkan pada hasil kuesioner 

yang diberikan kepada pasien. Analisis hasil 

pengolahan kuesioner akan disajikan dalam 

bentuk tabel nilai. 

Runtutan penelitian dijelaskan seperti 

Gambar.1 sebagai berikut: 

 

Gambar.1 Kerangka Penelitian 

Indikator yang diukur dalam kualitas 

layanan ada lima kreiteria yaitu responsiveness, 

assurance, reliability, emphaty dan tangible. 

Sedangkan untuk Studi kasus adalah Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang.  
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HASIL PENELITIAN 

Responden bisa di kelompokkan menjadi 

beberapa gambaran umum sebagai berikut :  

 

Tabel 1 Gambaran Umum Responden  

Berdasarkan Jenis Kelamin. 

 

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan 

bahwa dari 30 responden sebagian besar berjenis 

kelamin perempuan  yaitu sebanyak 21 orang 

(70%) sedangkan sisanya berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 9 orang (30%). 

 

Tabel 2 Gambaran Umum Responden   Usia 

Usia Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

≤50 22 73 

>50 8 27 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden berusia dibawah 

50 tahun, yaitu sebanyak 22 orang (73%) dan 

sisanya adalah responden yaanyng berusia diatas 

50 tahun yaitu sebanyak 8 orang (27%). 

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden penelitian ini 

merupakan ibu rumah tangga yaitu sebanyak 11 

orang (36%). Sedangkan responden lainna 

berasal dari swasta sebanyak 8 orang (26%), lain-

lain sebanyak 3 orang (10%), wiraswasta 

sebanyak 2 orang (6%), PNS sebanyak 1 orang 

(3%) dan ABRI/POLRI sebanyak 1 orang (3%). 

 

Tabel 3 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan Jenis pekerjaan 

 

Berdasarkan tabel 4, menunujukkan 

bahwa responden yang mendominasi adalah 

responden yang memiliki pendidikan SMA 

sebanyak 11 orang (36%) dan akademik atau 

sarjana  sebanyak 10 orang (33%). Sedangkan 

responden lainnya memiliki pedidikan SMP dan 

SD sebanyak masing-masing 4 orang (13%) dan 

tidak bersekolah sebanyak 1 orang (3%). 

 

Tabel 4 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir. 

No 

 

Jenis Pendidikan Frekuensi 

(orang) 

Presentase 

(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tidak Sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

Akademik/Sarjana 

1 

4 

4 

11 

10 

3 

13 

13 

36 

33 

Jumlah 30 100 

 

Kualitas layanan (Service Quality) 

memiliki lima dimensi yang mewakili kualitas 

             Jenis Kelamin             Frekuensi 

            (orang) 

           Presentase 

         (%) 

             Laki-Laki 

               Perempuan 

           9 

          21 

        30 

        70 

         Jumlah            30         100 

   

N

o 

Jenis  

Pekerjaan 

Frekuensi 

(orang) 

Presentase 

(%) 

1 PNS 1 3 

2 Swasta 8 26 

3 ABRI/POLRI 1 3 

4 Wiraswasta 2 6 

5 IRT 11 36 

6 Sopir 2 6 

7 Petani - - 

8 Lain - lain 3 10 

JUMLAH 30 100 
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layanan yang terdiri dari tangible, empathy, 

reliability, responsiveness dan assurance 

(Parasuraman,dkk: 1988). Sedangkan hasil  

penelitian (Alaan, 2016)  Service quality 

berpengaruh terhadap customer satisfaction di 

Hotel Serela Bandung. Dari dua penelitian diatas 

maka service quality yang diteliti berdasarkan 

lima indikator dalam layanan kesehatan. 

Untuk hasil kuesioner yang diisi oleh pasien 

mencakup lima bagian dari kualitas layanan, 

sebagai berikut:  

1. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Tabel 5 Hasil Kuesioner Daya Tanggap 

Indikator Puas Tidak 

Puas 

Persentase 

Responsiveness 30 0 100% 

Total 30 0 100% 

Responsiveness merupakan bagian 

penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena 

sangat berhubungan dengan derajat kesejahteraan 

pasien dan untuk mengevaluasi sistem pelayanan 

kesehatan dengan memperbaiki dan memelihara 

kesehatan masyarakat. 

 

2. Jaminan (Assurance) 

Tabel 6 Hasil Kuesioner Jaminan 

Indikator Puas Tidak 

Puas 

Persentase 

Assurance 30 0 100% 

Total 30 0 100% 

Assurance merupakan pengetahuan 

terhadap produk secara tepat, kesopan santunan 

karyawan dalam memberi pelayanan, ketrampilan 

dalam memberikan informasi, kemampuan dalam 

memberikan keamanan dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan dan keyakinan pasien 

terhadap rumah sakit.  

3. Bukti Fisik (Tangibles) 

Tabel 7 Hasil Kuesioner Bukti Fisik 

Indikator Puas Tidak 

Puas 

Persentase 

Tangibles 30 0 100% 

Total 30 0 100% 

Aspek penampilan fisik adalah suatu bukti 

langsung yang meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan dan kebersihan alat untuk tindakan 

keperawatan, penampilan fisik perawat yang 

selalu menggunakan seragam dengan rapi, bersih 

dan lengkap. 

4. Perhatian (Emphaty) 

Tabel 8 Hasil Kuesioner Perhatian 

Indikator Puas Tidak 

Puas 

Persentase 

Emphaty 30 0 100% 

Total 30 0 100% 

Aspek emphaty adalah kemudahan dalam 

melakukan hubungan komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi dan memahami kebutuhan 

pasien sebagai pelanggan dan bertindak demi 

kepentingan pasien. Perawat diharapkan bisa 

memahami kesulitan-kesulitan pribadi masing-

masing pasien dan membantu mereka keluar dari 

kesulitannya. Pasien akan merasa diperhatikan 

oleh perawat jika apa yang dibutuhkan dan 

dikeluhkannya ditanggapi secara baik oleh pihak 

perawat, dan sikap yang tulus dan berifat 

individual atau pribadi yang diberikan perawat 

kepada pasien seperti kemudahan untuk 

menghubungi perawat, kemampuan perawat 

untuk berkomunikasi dengan pasien dan keluarga 

pasien. 
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5. Kehandalan (Reliability) 

Tabel 9 Hasil Kuesioner Kehandalan 

Indikator Puas Tidak 

Puas 

Persentase 

Tangibles 30 0 100% 

Total 30 0 100% 

 

Pada dasarnya Seorang perawat dituntut dengan 

hasil kinerja yang harus sesuai dengan harapan 

pasien yang berarti ketepatan waktu, pelayanan 

yang sama untuk semua pasien tanpa kesalahan, 

sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang 

tinggi sehingga natinya akan melahirkan rasa 

kepuasan dalam diri pasien itu sendiri. Semakin 

baik persepsi pasien terhadap kehandalan 

(reliability) maka kepuasan pasien akan semakin 

tinggi. Dan jika persepsi pasien terhadap 

kehandalan (reliability) buruk, maka kepuasan 

pasien akan semakin rendah. 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian maka pembahasan dari lima 

bagian dari kualitas layanan dari Rumah Sakit 

Islam Aisyiyah Malang adalah sebagai berikut: 

1. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

digambarkan pada Tabel 5. diatas 

menunjukkan bahwa seluruh responden 

merasa puas dengan pelayanan di Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang berdasarkan 

indikator daya tanggap (responsiveness). Hal 

ini berarti responden merasa puas dengan 

daya tanggap petugas dalam menghadapi 

keluhan pasien, petugas tanggap dan cepat 

bilah dibutuhkan sehingga tidak membuat 

responden menunggu lama untuk 

mendapatkan pelayanan, dan juga petugas 

tanggap terhadap kebutuhan pasien. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fathiah Azzahra tahun 2015 

mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

minat masyarakat dalam penggunaan layanan 

Kesehatan di Rumah Sakit Nasional 

Diponegoro menyebutkan bahwa 55% dari 

jumlah sample penelitian mengaku tidak 

tertarik dalam menggunakan pelayanan 

kesehatan di Rumah sakit Diponegoro dan 

hal ini dipengaruhi oleh persepsi masyarakat 

mengenai akses ke RSND, persepsi 

masyarakat mengenai pemasaran RSND, dan 

persepsi masyarakat mengenai pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh provider di 

RSND. 

2. Jaminan (Assurance) 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

digambarkan pada Tabel 6  di atas seluruh 

responden merasa puas dengan pelayanan di 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang 

berdasarkan indikator jaminan (assurance) 

yang berarti responden merasa jaminan yang 

diberikan rumah sakit cukup baik dari 

keramahan perawat, kesopanan perawat, 

kepedulian perawat terhadap pasien baik 

sehingga rasa kepuasan itu dialami oleh 

pasien sehingga banyak pasien yang senang 

untuk menggunakan jasa di RS Islam 

Aisyiyah Malang karena apa yang mereka 

dapatkan dari perawat, dokter maupun staff 
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rumah sakit sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Alwy tahun 2018  di RS Haji 

Makassar, bahwasannya 74,4% dari 250 

responden menyatakan bahwa jaminan yang 

diberikan perawat kepada pasien tidak baik 

sehingga banyak pasien mengeluh untuk 

menggunakan jasa di RS Haji Makassar 

karena apa yang mereka dapat tidak sesuai 

dengan apa yang mereka inginkan. 

3. Bukti fisik (Tangible) 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

digambarkan pada Tabel 7. di atas seluruh 

responden merasa puas dengan pelayanan di 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang 

berdasarkan bukti fisik (tangibles). hal ini 

berarti responden merasa bahwa penampilan 

fisik dirumah sakit ini baik dari segi 

kebersihan rungan, tempat tidur yang di 

siapakan, kebersihan kamar mandi, fasilitas 

seperti kipas angin masih tampak baik dan 

berfungsi serta ketersediaan tempat smpah 

yang memadai. 

       Semakin baik persepsi pasien terhadap 

bukti fisik (tangible) maka kepuasan pasien 

akan semakin tinggi. Dan jika persepsi pasien 

terhadap bukti fisik (tangible) buruk, maka 

kepuasan pasien semakin rendah. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Arlina 

Nurbaity Lubis dan Martin (2009) 

menyebutkan bahwa variabel bukti fisik 

berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pasien. Kenyamanan berkaitan dengan 

pelayanan kesehatan yang tidak berhubungan 

langsung dengan efektifitas klinis,tetapi dapat 

mempengaruhi kepuasan pasien dan 

bersedianya untuk kembali ke fasilitas 

kesehatan untuk memperoleh pelayanan 

berikutnya. 

4. Perhatian (Empaty) 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

digambarkan pada Tabel 8 di atas seluruh 

responden merasa puas dengan pelayanan di 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang 

berdasarkan indikator perhatian (emphaty). 

Hal ini menunjukkan bahwa empathy atau 

rasa perhatian dan sikap perhatian yang 

ditunjukkan oleh petugas sangat 

mempengaruhi kepuasan pasien untuk bisa 

merasakan apa yang di harapkan untuk 

sembuh dan kembali. Dari penelitian 

Wijaksono (2013) menyatakakan bahwa 

sentuhan psikologis yang bisa disampaikan 

perawat, dan tim medis lainnya kepada 

pasien akan mengurangi stress yang 

dialaminya pada masa sakit, dan ternyata 

kelelahan psikis berkontribusi terhadap 

penyakit yang diderita pasien semakin parah. 

Motivasi dari tim medis bisa menurunkan 

kecemasan dengan memberikan dukungan-

dukungan emosional berupa kesabaran, 

perhatian, motivasi supaya pasien akan 

sembuh lebih cepat. 

5. Kehandalan (Reliability) 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

digambarkan pada Tabel 9 di atas seluruh 

responden merasa puas dengan pelayanan di 
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Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang 

berdasarkan indikator kehandalan (reliability) 

hal ini menunjukkan bahwa pasien merasa 

cukup puas terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh petugas di RSI Aisyiyah 

malang baik oleh dokter, perawat maupun 

staff rumah sakit yang ada dan memberikan 

pelayanan langsung yang dirasakan oleh 

pasien.  

Sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Atmawati dan Wahyudin (2007) 

dan Hardiyati (2010) menyebutkan bahwa 

variabel kehandalan (reliability) berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pasien. Hal 

tersebut mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Dahlan (2012) bahwa Jika 

jasa layanan yang diterima melampaui 

harapan pelanggan, maka kualitas jasa 

dipresepsikan sebagai kualitas yang ideal. 

Sebaliknya jika jasa layanan yang diterima 

lebih rendah dari yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan 

demikian baik tidaknya kualitas jasa 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa 

dalam memenuhi harapan pelanggannya 

secara konsisten. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien 

rawat inap JKN di Rumah Sakit Islam Aisyiyah 

Malang cukup puas dengan pelayanan yang telah 

diberikan. Dengan penilaian menggunakan lima 

indikator, rata-rata nilai jawaban responden 

menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden 

untuk indikator daya tanggap sebesar 82,5% , 

indikator jaminan 85,667%, indikator bukti fisik 

sebesar 84%, indikator perhatian sebesar 

84,667%, dan indikator kehandalan sebesar 

85,5%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

responden merasa cukup puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh petugas Rumah Sakit Islam 

Aisyiyah Malang. Dalam hal ini maka peneliti 

memberikan saran bahwa dari lima indikator 

penilaian kepuasan yaitu daya tanggap, jaminan, 

bukti fisik, perhatian, dan kehandalan masih 

dapat ditingkatkan lagi agar nilai kepuasan bisa 

mencapai 100%. 
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VARIATION CONCENTRATION EFFECT  OF HPMC TO PHYSICAL PROPERTIES 

PAPAYA LEAVES (Carica papaya L.) HANDSANITIZER GEL  

 
ABSTRACT 

Background: The  aims of this research was to understand the effect of variations 

concentrations HPMC as gelling agent to the physical characteristic hand sanitizer gel of 

papaya leaves (Carica papaya L.).  

Subjects and Method: Gel was formulated with variation concentration of the HPMC 2% 

(F1), 2.5% (F2) , and 3% (F3). The active ingredient was papaya leaves extract. The 

ingredient use were HPMC as gelling agent, propilenglikol as humectant, methylparaben 

as preservative, oleum rosae as corigen odoris and aquadest as a solvent. 

Results: organoleptic test showed difference in consistency of gel but there were no 

difference in smell and color. Homogeneity test showed homogeneous result in all 

formulas. Viscosity test, pH, and spreadability were in accordance with the requrements. 

The  statistic result for One Way Anova showed the significancy value for viscosity was 

0.000, pH was 0.003 while spreadabilty was 0.634. Conclusion: variations 

concentrations HPMC as gelling agent affect consistency of gel, pH and gel viscosity but 

didn’t affect smell, color, homogeneity  and the spreadability of gel. 

Keywords: Papaya leaves, HPMC, Gel, physical properties 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Salah satu bentuk penyebaran mikroorganisme pada manusia adalah 

melalui tangan. Hand sanitizer merupakan antiseptik pembersih tangan yang telah umum 

digunakan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh variasi konsentrasi HPMC terhadap sifat fisik gel hand sanitizer ekstrak daun 

pepaya.  

Subjek dan Metode: Gel dibuat dalam 3 formula dengan variasi konsentrasi HPMC 

sebesar 2% (F1), 2.5% (F2) dan 3% (F3). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah HPMC sebagai gelling agent, propilenglikol sebagai pembasah, metilparaben 

sebagai pengawet, oleum rosae sebagai corigen odoris dan aquades sebagai pelarut. 

Pengujian yang dilakukan meliputi organoleptis, homogenitas, viskositas, pH dan daya 

sebar gel. 

Hasil: Hasil pengujian organoleptis menunjukkan bahwa variasi konsentrasi HPMC 

memberikan  perbedaan pada bentuk gel namun tidak memberikan perbedaan pada bau 

dan warna gel. Hasil pengujian homogenitas menunjukkan bahwa seluruh sediaan 

homogen. Hasil pengujian untuk viskositas, pH dan daya sebar seluruh formula 

memenuhi persyaratan. Hasil pengujian statistik menggunakan One Way Anova 

menunjukkan nilai signifikansi untuk viskositas adalah 0.000, pH adalah 0.003 dan daya 

sebar gel adalah  0.634 
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Keseimpulan: variasi konsentrasi HPMC sebagai gelling agent mempengaruhi bentuk, 

pH dan viskositas gel namun tidak mempengaruhi bau, warna , homogenitas dan daya 

sebar gel 

Kata kunci: pepaya, HPMC, gel, sifat fisik 

 
PENDAHULUAN 

Pemanfaatan tumbuhan pepaya telah 

banyak digunakan oleh masyarakat indonesia 

sebagai obat tradisional karena mempunyai 

banyak manfaat. Dari beberapa kandungan yang 

ada pada daun pepaya tersebut  mengandung 

enzim papain dan kandungan senyawa antibakteri 

dalam daun pepaya diantaranya tanin, alkaloid, 

flavonoid, terpenoid, polifenol, dan saponin 

(Duke, 2009 dalam Tuntun, 2016). Penelitian 

yang dilakukan oleh Tuntun (2016) menunjukkan 

bahwa ekstrak etanol daun pepaya pada 

konsentrasi 30% memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli. Pada konsentrasi tersebut ekstrak etanol 

daun pepaya mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri pada zona hambat yaitu 7,9 mm dan 7 

mm dengan kategori sedang. 

Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri coccus gram positif yang ditemukan 

sebagai hewan mikroba pada kulit dan selaput 

lendir manusia. Staphylococcus aureus dapat 

menyebabkan penyakit infeksi nosokomial, 

keracunan makanan, dan sindroma syok toksik, 

impetigo, dan keracunan makanan dengan gejala 

seperti mual, muntah, dan diare (Wikananda, 

2019). 

Salah satu bentuk penyebaran 

mikroorganisme pada manusia adalah melalui 

tangan. Tangan merupakan alat transmisi utama 

dari mikroorganisme pada saluran pernafasan dan 

pencernaan. Cara memutus penyebaran kuman 

masih menjadi tantangan bagi masyarakat. Salah 

satu cara yang sederhana untuk memutuskan 

penyebaran kuman adalah dengan mencuci 

tangan. Cuci tangan merupakan pertahanan awal 

untuk mencegah penyebaran kuman, namun 

terkadang keberadaan sabun dan air tidak sesuai 

dengan yang diinginkan (Desiyanto dan Djannah, 

2013). 

Hand sanitizer merupakan antiseptik 

pembersih tangan yang telah umum digunakan 

oleh masyarakat sebagai jalan keluar dari 

permasalahan tersebut. Penggunaan antiseptik 

tangan dapat mengendalikan membunuh kuman 

yang ada di tangan (Desiyanto dan Djannah, 

2013). Hand sanitizer dalam bentuk gel sangat 

praktis digunakan, cara pemakaiannya adalah 

dengan diteteskan pada telapak tangan kemudian 

diratakan pada permukaan tangan tanpa dibilas 

dengan air (Sari dkk., 2006). 

Gel mempunyai potensi yang lebih baik 

sebagai sarana untuk mengelola obat topikal 

dibandingkan dengan sediaan salep, karena 

formulasi gel lebih mudah, stabil, dan 

mempunyai nilai estetika yang bagus.  Sediaan 

gel yang baik dapat diperoleh dengan cara 

memformulasikan beberapa jenis bahan 

pembentuk gel, namun yang paling penting untuk 

diperlihatkan adalah pemilihan gelling agent. 
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Salah satu bahan gelling agent adalah hidroksi 

propil metil selulosa (HPMC) (Madan dan Singh, 

2010). 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun pepaya 

dengan memvariasikan konsentrasi gelling agent 

(HPMC) dan melihat pengaruhnya terhadap sifat 

fisik gel. Pengujian yang dilakukan meliputi uji 

organoleptis, homogenitas, viskositas, pH dan 

daya sebar gel.   

METODE PENELITIAN 

Pembuatan ekstrak 

Pembuatan ekstrak daun pepaya dilakukan 

dengan cara remaserasi. Serbuk simplisia daun 

pepaya di masukkan ke dalam toples kaca. 

Serbuk dimaserasi dengan penambahan alkohol 

96%, selanjutnya didiamkan selama 3x24 jam 

dalam wadah tertutup rapat pada suhu ruang. 

Pelarut diganti setiap hari. Hasil ekstraksi 

disaring menggunakan corong kaca yang dilapisi 

kertas saring dan filtratnya ditampung didalam 

erlenmeyer. Filtrat yang diperoleh kemudian 

dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada 

suhu 60℃ (Syafriana, 2016). 

Uji alkaloid 

Ekstrak daun pepaya diuapkan di atas cawan 

porselin. Residu yang dihasilkan kemudian 

dilarutkan dengan 5 mL HCl 2N. Larutan yang 

diperoleh ditambahkan dengan  3 tetes pereaksi 

Wagner. Terbentuknya endapan berwarna merah 

kecoklatan menunjukkan adanya alkaloid 

(Farnsworth, 1966). 

 

 

Uji tanin 

Ekstrak daun pepaya ditambahkan FeCl3 dan 

etanol 96%. Terbentuknya warna biru tua atau 

hitam kehijauan menunjukan adanya senyawa 

tanin. 

Formulasi gel 

Gel dibuat dengan mengembangkan HPMC ke 

dalam aquades hingga mengembang. Kemudian 

metil paraben dilarutkan dalam propilenglikol 

lalu ditambahkan pada ekstrak daun pepaya. 

Campuran ini lalu ditambah dengan HPMC, 

oleum rosae dan digenapkan dengan aquades  

Formula gel dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pengujian organoleptis 

Gel diamati secara visual dari setiap formula 

meliputi bentuk, warna dan bau gel. 

Pengujian homogenitas 

Sebanyak 0,1 gram sampel gel dioleskan pada 

kaca preparat lalu diamati adanya warna yang 

merata atau tidak merata. Pengujian dilakukan 

sebanyak 3 kali. 

Pengujian viskositas 

Pengujian viskositas dilakukan dengan 

menggunakan viscometer Brookfield (RION VT-

04F). Sampel dimasukkan dalam alat pengukur 

hingga terendam dan alat dijalankan. Viskositas 

gel akan terbaca. Pengujian dilakukan sebanyak 3 

kali. 

Pengujian pH  

Pengujian pH dilakukan dengan memasukkan 10 

ml gel ke dalam beaker glass dan diamati pHnya 

menggunakan pH meter. Pengujian dilakukan 

sebanyak 3 kali. 
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Pengujian daya sebar gel 

Daya sebar gel diukur dengan meletakkan 0,5 

gram gel pada lempengan kaca berukuran 15 cm 

x 15 cm dengan alas kertas grafik. Kemudian 

ditutup dengan kaca berukuran sama dan diberi 

beban 150 gram selama 1 menit. Pengujian 

dilakukan sebanyak 3 kali. 

Tabel 1. Formula Gel 
Bahan F1 (g) F2 (g) F3 (g) 

Ekstrak daun 

pepaya 
30 30 30 

HPMC 2 2,5 3 

Propilenglikol 15 15 15 

Metil paraben 0,2 0,2 0,2 

Oleum rosae 0,1 0,1 0,1 

Aquades 52,7 52,2 51,7 

 

HASIL PENELITIAN 

Pengujian skrining fitokimia bertujuan 

untuk mengetahui kandungan fitokimia ekstrak. 

Hasil pengujian skrining fitokimia (alkaloid dan 

tanin) dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : 

Tabel 2. Hasil uji skrining fitokimia 

Uji Reference Hasil Kesimpulan 

Alkaloid Merah 

kecoklatan 

Merah 

kecoklatan 

Positif  

Tanin Hitam 

kehijauan 

Hitam 

kehijauan 

positif 

  

Pengujian organoleptis bertujuan unuk 

mengetahui sifat organoleptis gel meliputi 

bentuk, bau, dan warna gel. Hasil pengujian 

organoleptis dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Hasil uji organoleptis 

Kriteria F1 F2 F3 

Bentuk Sedikit 

kental 

Kental Sangat 

kental 

Bau  Bau 

pepaya 

menyengat 

Bau 

pepaya 

menyengat 

Bau 

pepaya 

menyengat 

Warna  Hijau tua Hijau tua Hijau tua 

 Pengujian homogenitas gel bertujuan 

untuk mengetahui ketercampuran seluruh bahan 

penyusun gel. Hasil pengujian homogenitas gel 

dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini : 

Tabel 4. Hasil Homogenitas 

Formula  Hasil  Kesimpulan 

F1 Homogen Memenuhi syarat  

F2 Homogen Memenuhi syarat  

F3 Homogen Memenuhi syarat  

 

Pengujian viskositas bertujuan untuk 

mengetahui kekentalan gel. Hasil pengujian 

viskositas gel dapat dilihat pada tabel 5 berikut 

ini : 

Tabel 5. Hasil uji viskositas 

Formula  Viskositas (dPa.S) 

F1 150 ± 0 

F2 250 ± 0 

F3 300 ± 0 

  

Pengujian pH bertujuan untuk 

mengetahui pH gel. Hasil uji pH gel dapat dilihat 

pada tabel 6 berikut ini : 

Tabel 6. Hasil uji pH 

Formula  pH 

F1 5,8 ± 0,1 

F2 5,7 ± 0,05 

F3 5,4 ± 0,05 

  

Pengujian daya sebar gel bertujuan untuk 

mengetahu kemampuan penyebaran gel. Hasil uji 

daya sebar gel dapat dilihat pada tabel 7 berikut 

ini : 

Tabel 7. Hasil uji daya sebar 

Formula  Daya sebar (cm) 

F1 5,9 ± 0,1 

F2 5,3 ± 0,1 

F3 5,1 ± 0,1 
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Pengujian statistik bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan dari setiap formula gel. 

Hasil pengujian statistik dapat dilihat pada tabel 8 

berikut ini : 

Tabel 8. Hasil uji statisitik 

Pengujian  Signifikansi Kesimpulan 

Viskositas 0,000 Ada perbedaan 

pH 0,003 Ada perbedaan 

Daya sebar 0,634 Tidak ada perbedaan 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji skrining fitokimia 

didapatkan bahwa daun pepaya mengandung  

alkaloid dan tanin. Hal ini dibuktikan ketika 

mereaksikan ekstrak dengan masing-masing 

reagen spesifik untuk alkaloid dan tanin 

terbentuk suatu warna spesifik dimana warna 

merah kecoklatan menunjukkan ekstrak 

mengandung alkaloid dan warna hijau kehitaman 

menunjukkan ekstrak mengandung tanin. 

 Uji sifat fisik organoleptis bertujuan untuk 

mengetahui tampilan sediaan gel karena 

berkaitan dengan kenyamanan pemakaian 

sebagai sediaan topikal (Afianti dkk., 2015). 

Hasil pengamatan uji organoleptis bau dan warna 

pada formula 1, formula 2, dan formula 3 adalah 

berbau daun pepaya menyengat dan berwarna 

hijau tua. Sedangkan pengamatan visual uji 

organoleptis bentuk pada formula 1 adalah 

sedikit kental, formula 2 kental, dan formula 3 

sangat kental. Dari hasil uji organoleptis dapat 

dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi HPMC 

maka dapat mempengaruhi bentuk dari sediaan 

gel hand sanitazer , yaitu dapat meningkatkan 

kekentalan suatu gel akan tetapi warna dan bau 

tidak mempengaruhi. Menurut Sayuti (2015), 

semakin tinggi konsentrasi HPMC maka semakin 

kental bentuk sediaan suatu gel. Hal ini 

disebabkan karena HPMC dapat mengabsorbsi 

pelarut sehingga cairan tersebut tertahan dan 

dapat meningkatkan tahanan cairan dengan 

membentuk masa cairan yang kompak. Semakin 

banyak HPMC yang terlarut maka semakin 

banyak cairan yang tertahan diikat oleh 

komponen agen pembentuk gel, sehingga bentuk 

akan semakin kental.  

Pengujian homogenitas bertujuan  untuk 

mengetahui apakah komponen dalam formula 

tersebut benar-benar tercampur merata atau tidak 

(Afianti dkk., 2015). Berdasarkan uji sifat fisik 

homogenitas ketiga formula gel hand sanitizer 

ekstrak daun pepaya  dinyatakan homogen karena 

tidak terlihat adanya butiran kasar dan terdapat 

warna yang tersebar merata.  

Viskositas merupakan suatu pernyataan 

tahanan dari suatu cairan untuk mengalir (Martin 

dkk., 2008). Viskositas yang sesuai berkisar 

antara 150 dPa.S sampai 350 dPa.S (Kurniawan, 

2013). Dari hasil pengujian viskositas dapat 

diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi 

HPMC maka tingkat kekentalan gel akan 

semakin tinggi. Semakin banyak HPMC yang 

terlarut maka semakin banyak juga cairan yang 

tertahan dan diikat oleh komponen agen 

pembentuk gel sehingga sediaan akan semakin 

kental (Martin dkk., 2008). Berdasarkan data 

hasil statistik sifat fisik viskositas menunjukkan 

bahwa nilain signifikansinya adalah 0,000 
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(pvalue<0,05) diartikan ada perbedaan bermakna 

antara ketiga formula tersebut. 

Uji sifat fisik pH bertujuan untuk 

mengetahui  apakah pH suatu sediaan gel sesuai 

dengan pH kulit. Pada pengujian pH dilakukan 3 

kali replikasi dan didapatkan rata-rata pH untuk 

formula 1, formula 2, dan formula 3 berturut-

turut adalah 5,8, 5,7, dan 5,4. Hasil penelitian 

sifat fisik pH telah memenuhi persyaratan 

rentang pH normal kulit manusia yaitu berada 

pada rentang 4,5-6,5 (Tranggono dkk., 2007). 

Berdasarkan data hasil statistik sifat fisik pH 

menunjukkan bahwa nilain signifikansinya 

adalah 0,003 (pvalue<0,05) diartikan ada 

perbedaan bermakna antara ketiga formula 

tersebut. 

Daya sebar adalah kemampuan sediaan 

topikal untuk menyebar pada permukaan kulit 

(Vats dkk., 2012). Daya sebar 5– 7 cm 

menunjukkan konsistensi semisolid yang sangat 

nyaman dalam penggunaan (Garg dkk., 2002). 

Pengujian daya sebar dilakukan dengan 

menggunakan bantuan beban 150 g sebagai 

gambaran tekanan yang diberikan ketika sediaan 

gel digunakan pada kulit. Dari hasil penelitian 

dapat dilihat bahwa semakin rendah konsentrasi 

HPMC maka daya sebar suatu gel akan 

meningkat. Sedangkan semakin tinggi 

konsentrasi HPMC maka daya sebar gel akan 

semakin menurun. Sediaan yang memiliki 

viskositas rendah dapat menghasilkan diameter 

penyebaran yang lebih luas karena lebih mudah 

mengalir (Aponno dkk., 2014). Suatu sediaan 

yang baik dan lebih disukai bila dapat menyebar 

dengan mudah di kulit dan nyaman digunakan 

(Fulviana, 2013). Berdasarkan data hasil statistik 

sifat fisik daya sebar menunjukkan bahwa nilain 

signifikansinya adalah 0,634 (pvalue>0,05) 

diartikan ada tidak perbedaan bermakna antara 

ketiga formula tersebut. 

PENUTUP 

Dari seluruh data hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa variasi konsentrasi HPMC 

berpengaruh terhadap sifat fisik organoleptis 

bentuk, pH dan viskositas gel hand sanitazer 

ekstrak daun pepaya. Namun variasi konsentrasi 

HPMC tidak berpengaruh terhadap organoleptis 

warna dan bau, homogenitas dan daya sebar.  
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ACCURACY OF EXTERNAL CAUSE CODE FOR ACCIDENT CASES  

 
ABSTRACT 

Background: The medical recorder of work as a coder has a responsibility of the 

accuracy of the diagnosis code that has been determined by the doctor. The coder often 

ignores the use of the fifth character associated with the scene and the patient's activities 

in the external cause diagnostic code. The purpose of this study was to find a relationship 

between the completeness of the anamnesis and the accuracy of the ICD 10 code for 

external causes of accidents. 

Subjects and Method: This study uses secondary data totaling 44 samples from medical 

records of accident at Panti Nirmala Hospital Malang with a cross sectional approach 

using Rank Spearman analysis. 

Results: The results showed that the completeness of the anamnesis was 22.73% and the 

accuracy of the external cause code was 13.64%. From the results of the bivariate 

analysis, it was explained that there was a relationship between the completeness of 

anamnesis and the accuracy of the ICD 10 code for external causes of accidents (p < 

0.05). 

Conclusion: If the anamnesis is complete, the external cause code generated will also be 

more accurate. Inaccurate external cause codes will impact the health assurance systems, 

health education and research, health statistics, hospital quality, hospital reporting and 

hospital accreditation. 

Keywords: anamnesis, coder, external cause 

 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Seorang perekam medis dalam hal pekerjaanya sebagai coder 

mempunyai tanggung jawab dalam hal keakuratan kode dari diagnosis yang sudah 

ditetapkan oleh dokter yang menangani pasien. Seorang coder sering mengabaikan 

penggunaan karakter ke-lima yang berkaitan dengan tempat kejadian dan aktivitas yang 

dilakukan pasien dalam kode diagnosa sebab eksternal. Tujuan penelitian ini menemukan 

adanya hubungan kelengkapan anamnesa formulir gawat darurat dengan ketepatan kode 

ICD 10 sebab eksternal kasus kecelakaan. 

Subjek dan Metode: Penelitian ini menggunakan data sekunder berjumlah 44 sampel 

dari rekam medis pasien kasus kecelakaan di RS Panti Nirmala Malang dengan 

pendekatan cross sectional menggunakan analisa Rank Spearman. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan kelengkapan anamnesa sebesar 22,73% dan 

keakuratan kode sebab eksternal sebesar 13,64%. Dari hasil analisa bivariat menjelaskan 
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bahwa ada hubungan antara kelengkapan anamnesa dengan keakuratan kode ICD 10 

sebab eksternal kasus kecelakaan (p < 0,05). 

Kesimpulan: Jika anamnesa dalam suatu formulir gawat darurat tersebut lengkap maka 

kode sebab eksternal yang dihasilkan juga akan semakin akurat. Kode sebab eksternal 

yang tidak akurat akan berdampak pada beberapa hal diantaranya sistem penjaminan 

kesehatan, pendidikan dan penelitian kesehatan, statistik kesehatan, mutu rumah sakit, 

pelaporan rumah sakit dan akreditasi rumah sakit. 

Kata kunci: Anamnesa, Coder, Sebab Eksternal 

 
PENDAHULUAN 

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menjalankan 

pelayanan medis rujukan yang memiliki fungsi 

utama dalam hal pelayanan kesehatan perorangan 

meliputi pelayanan medis dan penunjang medis. 

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan terutama 

rumah sakit dituntut untuk selalu memberikan 

mutu pelayanan yang baik dan berkualitas. Mutu 

pelayanan rumah sakit ditentukan dari 

peningkatan mutu klinis dan pelayanan yang 

berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Hal 

tersebut dapat diketahui dari kelengkapan 

pengisian rekam medis. 

Rekam Medis adalah berkas yang 

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas 

pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien. Manfaat rekam medis dapat digunakan 

sebagai bukti tentang pengobatan pasien, bukti 

dalam proses penegakan hukum, keperluan 

pendidikan dan penelitian, dasar pembiayaan 

pelayanan kesehatan dan data statistik kesehatan. 

(Depkes RI, 2008). Manfaat dari rekam medis 

dapat dirasakan jika mutu rekam medis dapat 

terjaga yang meliputi lengkap, akurat dan 

terintegrasi. Salah satu indikator kelengkapan 

rekam medis dalam analisa kuantitatif rekam 

medis yaitu adalah kelengkapan anamnesa pasien 

(Hatta, 2013). 

Menurut (Redhono, 2012) anamnesa 

merupakan suatu kegiatan wawancara antara 

pasien/keluarga pasien dengan dokter atau tenaga 

kesehatan lainnya yang berwenang untuk 

memperoleh keterangan-keterangan tentang 

keluhan dan riwayat penyakit yang diderita 

pasien. Tujuan dalam kegiatan anamnesa adalah 

untuk memperoleh informasi tentang 

permasalahan yang dialami oleh pasien. Jika 

anamnesa dilakukan dengan detail maka akan 

didapatkan informasi yang benar-benar 

dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan tersebut. 

Oleh karena itu, tenaga medis atau dokter yang 

menangani pasien harus menuliskan anamnesa 

secara lengkap agar diperoleh informasi yang 

tepat dalam penegakan suatu diagnosa. 

Menurut (KEMENKES, 2020) tentang 

Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi 

Kesehatan disebutkan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang perekam medis 

adalah keterampilan klasifikasi klinis, kodefikasi 

penyakit dan masalah kesehatan lainnya serta 

prosedur klinis. Oleh karena itu, seorang perekam 

medis dalam hal pekerjaanya sebagai coder 

mempunyai tanggung jawab dalam hal 
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keakuratan kode dari diagnosis yang sudah 

ditetapkan oleh dokter yang menangani pasien. 

Mutu data statistik penyakit sangat ditentukan 

oleh keakuratan kode diagnosa yang dibuat oleh 

seorang perekam medis. 

Menurut hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Manggandhi, 2010), diketahui 

ketidakakuratan kode diagnosa utama pasien 

rawat inap kasus kecelakaan sebesar 39% karena 

disebabkan coder belum menentukan kode sebab 

eksternal dari tempat kejadian dan aktivitas yang 

dilakukan serta mengabaikan penggunaan 

karakter ke-lima dalam kode sebab eksternal 

tersebut. Sedangkan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Sasmita, 2011), dikatakan bahwa 

ada hubungan antara kelengkapan anamnesa 

dengan keakuratan kode diagnosa utama kasus 

kecelakaan. 

Dari data-data diatas, peneliti bermaksud 

untuk meneliti adanya hubungan kelengkapan 

anamnesa formulir gawat darurat dengan 

ketepatan kode ICD 10 sebab eksternal kasus 

kecelakaan di RS Panti Nirmala sebagai rumah 

sakit rekanan dari STIKes Panti Waluya Malang. 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain cross 

sectional, dengan pengambilan data sekunder 

dari rekam medis pasien kasus kecelakaan RS 

Panti Nirmala Malang. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah keakuratan kode diagnosa 

sebab eksternal dengan variable independen yaitu 

kelengkapan anamnesa formulir gawat darurat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah rekam medis 

gawat darurat kasus kecelakaan di RS Panti 

Nirmala Malang dengan sampel 44 berkas rekam 

medis. Analisa dalam penelitian ini 

menggunakan analisis korelasi Rank Spearman. 

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kelengkapan 

Anamnesa 

Kelengkapan Anamnesa N % 

Lengkap 10 22,73 

Cukup Lengkap 23 52,27 

Tidak Lengkap 11 25 

 44 100 

Dari tabel 1 diperoleh data mengenai 

persentase kelengkapan penulisan anamnesa yang 

dikategorikan menjadi 3 diantaranya yaitu 

kategori lengkap sejumlah 10 berkas rekam 

medis. Kategori cukup lengkap sejumlah 23 

berkas rekam medis dan kategori tidak lengkap 

sejumlah 11 berkas rekam medis. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Keakuratan 

Kode Diagnosa Sebab Eksternal 

Keakuratan Kode N % 

Akurat 6 13,64 

Cukup Akurat 31 70,46 

Tidak Akurat 7 15,9 

 44 100 

 

Dari tabel 2 diperoleh data mengenai 

persentase keakuratan kode diagnosa sebab 

eksternal yang dikategorikan menjadi 3 

diantaranya yaitu kategori akurat sejumlah 6 

berkas rekam medis. Kategori cukup akurat 

sejumlah 31 berkas rekam medis dan kategori 

tidak akurat sejumlah 77 berkas rekam medis. 
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Tabel 3. Analisa Data Hubungan Kelengkapan 

Anamnesa dengan Keakuratan Kode ICD 10 

Sebab Eksternal Kasus Kecelakaan 

 
  Kelengkapan 

Anamnesa 

Keakuratan 

Kode 

Kelengkapan 

Anamnesa 

Correlation 

Coefficient 

Sig (p) 

1,000 

. 

0,610** 

0,000 

Keakuratan 

Kode 

Correlation 

Coefficient 

Sig (p) 

0,610** 

0,000 

1,000 

. 

 

Dari hasil uji analisa korelasi Rank 

Spearman pada tabel 3 dapat diketahui 

bahwa nilai sig (p) adalah sebesar 0,000 

sehingga nilai sig (p) < 0,05. Dari hasil 

tersebut menjelaskan bahwa ada hubungan 

antara kelengkapan anamnesa dengan 

keakuratan kode ICD 10 sebab eksternal 

kasus kecelakaan pada RS Panti Nirmala 

Malang tahun 2020. Jika anamnesa dalam suatu 

formulir gawat darurat tersebut lengkap maka 

kode sebab eksternal yang dihasilkan juga akan 

semakin akurat. 

 

 PEMBAHASAN 

Kelengkapan anamnesa formulir gawat 

darurat pada penelitian ini terdapat sebanyak 10 

berkas rekam medis dengan kategori lengkap, 23 

berkas rekam medis dengan kategori cukup 

lengkap dan sebanyak 11 berkas rekam medis 

dengan kategori tidak lengkap. Kelengkapan 

penulisan anamnesa pada setiap formulir rekam 

medis gawat darurat memiliki peranan yang 

penting dalam menentukan kode sebab eksternal 

yang akurat melalui diagnosa yang ditetapkan 

oleh dokter. Sesuai dengan yang disampaikan 

oleh (Rohman H, Hariyono W, 2011) bahwa 

kode yang akurat didapatkan salah satunya 

dengan memperhatikan informasi pendukung 

yang mempengaruhi penulisan diagnosa oleh 

dokter. Selain itu, menurut (Hatta, 2013) bahwa 

kelengkapan pengisian berkas rekam medis oleh 

tenaga kesehatan akan memudahkan tenaga 

kesehatan yang lainnya dalam menentukan atau 

memberikan tindakan atau terapi selanjutnya 

kepada pasien. Berkas rekam medis yang 

informasinya lengkap akan berguna bagi pihak 

manajemen dalam menentukan langkah-langkah 

strategis untuk pengembangan pelayanan 

kesehatan. 

Ketidaklengkapan dalam penulisan 

anamnesa suatu formulir rekam medis dapat 

mempengaruhi penulisan diagnosa yang 

berdampak pada komunikasi antara dokter dan 

perawat, hubungan terkait masalah hukum, 

pendidikan dan penelitian, asuransi kesehatan 

serta statistik kesehatan (Redhono, 2012). 

Contohnya dalam sebuah kasus kecelakaan, jika 

dokter atau tenaga kesehatan tidak menuliskan 

secara lengkap anamnesa pasien seperti jenis 

cedera yang dialami dan penyebab luar terjadinya 

kecelakaan (external causes) maka dihasilkan 

diagnosa yang tidak lengkap, bila dokter tidak 

menuliskan diagnosa dengan lengkap akan 

berakibat pada terputusnya komunikasi dengan 

dokter lain atau perawat sehingga informasi 

medis yang terkandung menjadi tidak akurat dan 

tidak dapat digunakan dalam proses penegakan 

hukum. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, keakuratan kode diagnosa sebab 

eksternal berkas rekam medis terdapat 6 berkas 

rekam medis dengan kategori akurat, 31 berkas 

rekam medis dengan kategori cukup lengkap dan 

7 berkas rekam medis dengan kategori tidak 

lengkap. Keakuratan dalam pemberian kode 

diagnosa merupakan hal yang harus diperhatikan 

oleh tenaga perekam medis, ketepatan data 

diagnosis sangat penting dalam pengelolaan 

manajemen data klinis, penagihan kembali biaya 

(reimbursement), beserta hal-hal lain yang 

berkaitan dalam asuhan dan pelayanan kesehatan 

(Kasim, 2011). Adapun cara dalam memperoleh 

kode diagnosa yang akurat adalah dengan 

memperhatikan informasi yang mendukung atau 

penyebab lain yang mempengaruhi kode 

diagnosa utama ataupun kode sebab eksternal 

(Sugiarsi S, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan 

kode diagnosis sebab eksternal kasus kecelakaan, 

yaitu: 

1. Ketidaksesuaian pemberian kode pada 

diagnosa sebab eksternal. 

Pada kasus ini, dokter sudah memberikan 

diagnosa dengan benar, namun dalam hal ini 

coder melakukan kesalahan dalam 

memberikan kode diagnosa sehingga 

menghasilkan kode yang tidak akurat. Selain 

itu, karena informasi yang terdapat pada 

anamnesa formulir gawat darurat tidak 

lengkap dan tidak jelas sehingga coder salah 

memberikan kode diagnosa. 

2. Kesalahan dan ketidaklengkapan dalam 

memberikan kode tambahan untuk keterangan 

aktivitas dan tempat kejadian. 

Pada kasus ini disebabkan oleh ketidaktelitian 

dan ketidaktahuan beberapa coder dalam 

menentukan penggunaan karakter keempat 

dan kelima pada kode sebab eksternal. 

Selanjutnya, beberapa kasus kecelakaan 

terdapat tambahan kode berupa keterangan 

terjadinya kecelakaan tersebut. Dokter atau 

perawat terkadang juga menuliskan diagnosa 

atau anamnesa yang utama saja, namun faktor 

penyebab eksternal nya tidak dicantumkan 

secara rinci. 

Pada ICD 10 bab XX, di awal bab berisi 

keterangan tambahan yang diapaki untuk 

melengkapi karakter keempat dan kelima. 

Keterangan ini melengkapi diagnosa utama 

kasus cedera atau kecelakaan yang terjadi 

akibat dari kecelakaan transportasi ataupun 

lainnya, seperti berikut (World Health 

Organization, 2016): 

a. Jenis Transportasi 

Terdapat Table of Land Transport 

Accidents yang merupakan tabel jenis 

kecelakaan transportasi berdasarkan tipe 

kendaraanya. 

b. Posisi Korban 

Pada masing-masing blok kategori kode 

ICD 10 V01-V99 pada bagian awal 

terdapat karakter keempat yang harus 

ditentukan agar diketahui posisi korban 

sebagai penumpang atau pengendara. 
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c. Lokasi Kejadian 

Pada bagian awal bab XX ICD 10 terdapat 

kode lokasi kejadian yang bisa 

ditambahkan pada digit keempat untuk 

kode W00-Y34 untuk menunjukkan 

dimana sebab eksternal tersebut terjadi. 

d. Aktivitas Korban 

Pada bagian awal bab XX ICD 10 terdapat 

kode aktivitas korban yang bisa 

ditambahkan pada digit kelima untuk kode 

V01-Y34 untuk menunjukkan aktivitas 

korban saat kejadian cidera atau 

kecelakaan terjadi. 

3. Tidak mencantumkan kode sebab eksternal 

pada diagnosa sebab eksternal yang ada. 

Pada kasus ini, disebabkan oleh kurang 

telitinya coder atau lalai dalam memberikan 

kode diagnosa sebab eksternal meskipun 

dokter sudah menuliskan diagnosa dan 

anamnesa dengan jelas dan lengkap. Selain itu 

juga dapat disebabkan oleh ketidaktelitian 

coder dalam menganalisa lembaran-lembaran 

berkas rekam medis karena hanya berfokus 

pada formulir gawat darurat saja, karena 

terkadang perawat atau dokter dapat juga 

menuliskan keterangan sebab eksternal 

tersebut pada formulir-formulir lain pada 

berkas rekam medis kasus kecelakaan yang 

juga dapat menjadi sumber atau dasar bagi 

coder dalam memberikan kode diagnosa 

sebab eksternal. Adapun sebab lain dari 

diagnosa yang tidak diberi kode yaitu coder 

tidak bisa atau kurang mengerti untuk 

membaca tulisan diagnosa ataupun anamnesa 

dari perawat tersebut, sehingga informasi 

yang didapat juga kurang atau tidak lengkap. 

Tenaga perekam medis dan informasi 

kesehatan sebagai tenaga medis yang 

bertanggungjawab memberikan dan menjamin 

keakuratan kode diagnosa, sudah seharusnya 

dapat mengkomunikasikan segala sesuatu 

informasi yang dirasa kurang jelas atau tidak 

lengkap sebelum menetapkan kode diagnosa 

kepada dokter yang membuat daignosa tersebut 

(Rustiyanto, 2012). 

Berdasarkan hasil uji statistik hubungan 

antara kelengkapan anamnesa formulir gawat 

darurat dengan keakuratan kode diagnosa sebab 

eksternal dengan menggunakan uji statistik Rank 

Spearman diperoleh nilai sig (p) sebesar 0,000 

(<0,05). Hal ini menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara kelengkapan anamnesa 

formulir gawat darurat dengan keakuratan kode 

diagnosa sebab eksternal. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Wariyanti, 2014) dan (Maryati, Warsi, 

2018) bahwa kelengkapan informasi medis 

mempunyai hubungan dengan keakuratan kode 

diagnosa. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui 

bahwa kelengkapan anamnesa formulir gawat 

darurat dan keakuratan kode diagnosa sebab 

eksternal sangatlah penting dan berhubungan. 

Jika anamnesa dalam suatu formulir gawat 

darurat tersebut lengkap maka kode sebab 

eksternal yang dihasilkan juga akan semakin 

akurat. Kode sebab eksternal yang tidak akurat 

akan berdampak pada beberapa hal diantaranya 
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sistem penjaminan kesehatan, pendidikan dan 

penelitian kesehatan, statistik kesehatan, mutu 

rumah sakit, pelaporan rumah sakit dan akreditasi 

rumah sakit. Kode diagnosa sebab eksternal yang 

tidak akurat akan berpengaruh terhadap 

penjaminan kesehatan pasien jika hal tersebut 

menyangkut kondisi korban cedera/kecelakaan. 

Jika suatu sebab eksternal tejadinya kecelakaan 

ini tidak akurat juga akan menimbulkan 

kesalahan data dalam suatu penelitian terkait 

kasus kecelakaan. Dalam statistik rumah sakit 

jika data sebab eksternal ini tidak akurat juga 

akan mempengaruhi suatu pengambilan 

keputusan terkait rencana-rencana strategis yang 

akan dilaksanakan dan berpengaruh terhadap 

mutu rumah sakit. Pada penyelenggaraan 

akreditasi rumah sakit, juga akan mengurangi 

nilai akreditasi karena data yang ditampilkan 

terkait laporan rumah sakit juga tidak tepat dan 

tidak relevan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

(Anggraini., 2013) bahwa tujuan koding salah 

satunya adalah menyediakan informasi diagnosis 

dan tindakan bagi riset, edukasi dan kajian 

asessment kualitas keluaran atau outcome (legal 

dan otentik).  

 

PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kelengkapan 

anamnesa formulir gawat darurat dengan 

keakuratan kode ICD 10 sebab eksternal kasus 

kecelakaan di RS Panti Nirmala Malang. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali 

lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi keakuratan dalam 

menentukan kode diagnosa oleh para coder. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anggraini.,  dr. M. (2013). Audit coding 

diagnosis (Vol. 18). Universitas Esa 

Unggul. 

 

Depkes RI. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor: 

269/MEN.KES/PER/III/2008 Tentang 

Rekam Medis. 

 

Hatta, G. (2013). Pedoman Manajemen Informasi 

Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. 

Penerbit Universitas Indonesia. 

 

Kasim, F. (2011). Sistem klasifikasi Utama 

Morbiditas dan Mortalitas. Dalam Hatta, 

G, Editor. Pedoman Manajemen Informasi 

Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. 

UI Press. 

 

KEMENKES. (2020). Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

HK.01.07/MENKES/312/2020, Tentang 

Standar Profesi Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan. 

 

Manggandhi, Y. (2010). Analisis Akurasi Kode 

Diagnosis Utama External Causes 

Berdasarkan ICD 10 Pada Pasienn Rawat 

Inap Di Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R. 

Soeharso Triwulan I Tahun 2010. Akademi 

Perekam Medik Dan Informasi Kesehatan 

Mitra Husada Karanganyar. 

 

Maryati, Warsi,  dkk. (2018). Hubungan 

Kelengkapan Informasi Medis dan 

Keakuratan Kode Diagnosis Diabetes 

Mellitus. Jurnal Rekam Medis Dan 

Informasi Kesehatan, 1(No. 2). 

 

Redhono,  dkk. (2012). History Taking – 

Anamnesis. Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

 

Rohman H, Hariyono W, R. (2011). Kebijakan 



Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia,  

Vol. 7, No. 1, 2021: 48-55 

 

e-ISSN: 2615-5516  55 

Pengisian Diagnosa Utama dan Keakuratan 

Kode Diagnosa Pada Rekam Medis di RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal 

Kesmas Universitas Ahmad Dahlan. 

 

Rustiyanto, E. (2012). Etika Profesi Perekam 

Medis & Informasi Kesehatan. Graha Ilmu. 

 

Sasmita, B. (2011). Hubungan Kelengkapan 

Anamnesa Dengan Keakuratan Kode 

Diagnosis Kasus Kecelakaan Berdasarkan 

ICD 10 Di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

Sugiarsi S, N. (2013). Pengaruh Beban Kerja 

Coder dan Ketepatan Terminologi Medis 

Terhadap Keakuratan Kode Diagnosis 

Utama Penyaki. Jurnal Manajemen 

Informasi Kesehatan Indonesia, 2(No.1), 

ISSN:2337-585X. 

 

Wariyanti, A. . (2014). Hubungan Antara 

Kelengkapan Informasi Medis Dengan 

Keakuratan Kode Diagnosa Pada Dokumen 

Rekam Medis Rawat Inap di RSUD 

Kabupaten Karanganyar. Artikel Publikasi 

Ilmiah Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

World Health Organization. (2016). ICD-10, 

Volume 1: Tabular List.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-   



Perilaku Masyarakat Jabodetabek… (Hendrik H et. al) 

56  e-ISSN: 2615-5516  

PERILAKU MASYARAKAT JABODETABEK DALAM PENYEBARAN 

INFORMASI TENTANG KASUS COVID-19 

 

Herman Hendrik1), Christy Lavenia2), Defi Sulistyoningsih2), Fina Melinda Purba2) 
 

 
1)Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

2)Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya Universitas Indonesia 

E-mail: herman.hendrik2003@gmail.com 

 

 

THE BEHAVIOR OF JABODETABEK RESIDENTS  

IN SPREADING INFORMATION ON COVID-19 CASES 

 
ABSTRACT 

Background: COVID-19 has been an issue not only in term of medical affairs but also in 

term of social affairs. Among the social impacts of the pandemic are stigmatization and 

discrimination towards the people associated with COVID-19; which is to some extent 

related to the spread of hoaxes and misinformation. The impact is felt more in the micro 

level, the neighborhood, in which people should face COVID-19 case directly. 

Accordingly, this article aims at describing the behavior of Jabodetabek residents in 

spreading information on COVID-19 cases in their neighborhood. 

Subjects and Method: This article is based on an online survey conducted by Kelompok 

Studi Mahasiswa Eka Prasetya Universitas Indonesia (KSM EP UI) from late May until 

late June, 2020. The survey targetted the residents of Jabodetabek, applied accidental 

sampling, and collected 254 responds. The online questionnaire investigated the behavior 

of the respondents in spreading news on COVID-19. The data are then processed with 

descriptive statistic, as the data distribution is not normal. 

Results: The survey result shows that in real situation the respondents tend to be passive 

in spreading information; while in hypothetical situation they tend to be active. The 

respondents prefer private channel such as family; and they avoid the social media. 

Furthermore, the more “formal” channel, which is RT/RW, is not a choice in real 

situation. 

Conclusion: This study conclude that the behavior of the respondents in spreading news 

on COVID-19 in their neighborhood varies depending whether they are in real or 

hypothetical situation. 

Keywords: COVID-19, information, Jabodetabek, pandemic, corona 

 

 

ABSTRAK 

LatarBelakang: Salah satu dampak sosial dari pandemi COVID-19 yaitu adanya 

stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang yang tertular atau diduga tertular penyakit 

tersebut; yang terkait dengan persebaran hoaks dan informasi yang salah atau tidak 

lengkap. Contoh kasusnya yaitu diskriminasi yang dialami oleh tenaga kesehatan oleh 

pemilik rumah kontrakannya. Dampak dari masalah itu lebih terasa dalam level mikro, 

yaitu di lingkungan permukiman, di mana warga harus menyikapi adanya kasus COVID-

19 yang ada di hadapan mereka. Sehubungan dengan itu, tulisan ini bertujuan untuk 
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memaparkan perilaku masyarakat Jabodetabek dalam penyebaran informasi mengenai 

kasus COVID-19 di lingkungan tempat tinggal mereka. 

Subjek dan Metode: Tulisan ini dibuat berdasarkan suatu penelitian survei yang 

dilakukan secara online oleh Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya Universitas 

Indonesia (KSM EP UI) dari akhir Mei hingga akhir Juni 2020. Survei tersebut menyasar 

warga Jabodetabek, menerapkan teknik accidental sampling, dan berhasil mengumpulkan 

254 respon. Kuesioner online yang digunakan menggali data tentang pola dan 

kecenderungan perilaku berinformasi masyarakat dalam penyebaran informasi tentang 

COVID-19. Data yang terkumpul kemudian diolah secara statistik deskriptif, mengingat 

data tidak terdistribusi secara normal. 

Hasil: Hasil survei menunjukkan bahwa dalam kondisi riil atau nyata responden 

cenderung pasif dalam penyebaran informasi; tetapi dalam kondisi hipotetis atau 

pengandaian, mereka cenderung aktif. Saluran penyebaran informasi yang dipilih 

responden yang utama yaitu saluran yang lebih pribadi, dalam hal ini keluarga; dan 

mereka menghindari penyebaran informasi melalui medsos. Adapun saluran yang dapat 

dianggap “formal”, yaitu ketua/pengurus RT/RW, cenderung tidak menjadi pilihan dalam 

kondisi riil. 

Keseimpulan: Kajian ini menyimpulkan bahwa perilaku responden dalam penyebaran 

informasi tentang kasus COVID-19 di lingkungan tempat tinggal mereka bervariasi 

tergantung pada situasi riil atau hipotetis. 

Kata kunci: COVID-19, informasi, Jabodetabek, pandemi, corona 

 
PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah serta tujuan pene-

litian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, dan terkadang 

dicantumkan harapan akan hasil dan manfaat 

penelitian. Panjang pendahuluan  sekitar 2-3 

halaman. Diketik dalam 1,5 spasi, font Times 

New Roman 11pt.  

COVID-19 di Indonesia terdeteksi sejak 

awal Maret 2020 yang ditandai dengan 

diumumkannya kasus pertama dan kedua yang 

teridentifikasi sebagai  dua orang wanita berusia 

31 tahun dan 64 tahun yang berdomisili di Kota 

Depok, Jawa Barat (Kompas.com, 2020). 

Meskipun kasus pertama dan kedua kemudian 

dinyatakan sembuh, sejak saat itu jumlah kasus 

COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Pada 

awalnya, kasus COVID-19 hanya teridentifikasi 

di wilayah Jabodetabek, tetapi kemudian 

merambah ke seluruh provinsi yang ada di 

Indonesia. Sehubungan dengan itu, pemerintah 

mengambil beberapa langkah penanganan wabah 

tersebut (Mansoor, 2020; Saputra & Salma, 2020; 

Syafrida & Hartati, 2020).  

Terlepas dari upaya sosialisasi mengenai 

COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, 

masih terdapat kesalahpahaman atau resistensi di 

kalangan masyarakat tentang hal tersebut 

(Susanti & Zainiyah, 2020). Hal itu tampak pada 

adanya kasus penolakan jenazah pengidap atau 

terduga pengidap COVID-19 serta pengusiran 

tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas 

kesehatan yang menangani pasien COVID-19 

oleh masyarakat yang merasa khawatir tertular 

COVID-19 (Merdeka.com, 2020; 

Sindonews.com, 2020). Selain itu, terjadi pula 

pengucilan terhadap orang yang diduga tertular 
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atau menularkan COVID-19 (King & Ardhani, 

2020). Kasus pengucilan itu terjadi di beberapa 

daerah; misalnya yang terjadi terhadap seorang 

wanita pemandi jenazah di Sukabumi, empat 

orang pengurus asosiasi profesi di Cianjur, dan 

seorang warga di Salatiga (Detikcom, 2020a, 

2020b; KRJogja.com, 2020). 

Pengucilan terhadap para pengidap 

penyakit menular terkait dengan adanya 

stigmatisasi dan diskriminasi terhadap mereka. 

Sebagai contoh, beberapa literatur telah 

mengungkapkan adanya stigmatisasi dan 

diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS 

(ODHA). Adanya stigmatisasi dan diskriminasi 

itu mengimplikasikan pentingnya sosialisasi lebih 

lanjut tentang HIV AIDS agar pemahaman 

masyarakat menjadi menyeluruh (Carsita, 2017; 

Shaluhiyah, Musthofa, & Widjanarko, 2015). 

Stigmatisasi juga terjadi terhadap seseorang atau 

kelompok orang yang memiliki gejala COVID-

19, menyandang penyakit yang memiliki gejala 

yang sama dengan penderita COVID-19, dan 

yang berhubungan dengan COVID-19 (Dai, 

2020). Lebih jauh lagi, stigma negatif dapat 

berlanjut kepada pengucilan dan penghindaran 

kontak terhadap pengidap atau terduga pengidap 

COVID-19 oleh masyarakat (Abdillah, 2020). 

Adanya stigmatisasi dan diskriminasi 

terhadap pengidap atau terduga pengidap 

COVID-19 menunjukkan bahwa ada masalah 

dalam aspek komunikasi penanganan dampak 

sosial wabah COVID-19. Mengenai hal tersebut, 

telah ada beberapa literatur yang membahasnya. 

Masalah pertama dalam aspek komunikasi 

tersebut yaitu soal transparansi kasus COVID-19 

(Al Farizi & Harmawan, 2020). Sementara 

masalah lainya yaitu banyaknya masyarakat yang 

justru menerima informasi yang salah atau hoaks 

(Alvian & Laudry, 2020). Pada periode Januari 

hingga Maret 2020, setidaknya telah beredar 50 

hoaks dengan topik yang bervariasi meliputi 

pengobatan dan pencegahan COVID-19, serta 

perilaku masyarakat dalam menghadapi COVID-

19 (Rahayu & Sensusiyati, 2020). Sehubungan 

dengan adanya masalah dalam aspek komunikasi, 

penyebaran informasi mengenai COVID-19 yang 

faktual serta terbuka menjadi hal yang sangat 

penting (Bhatia, 2020; Sampurno, 

Kusumandyoko, & Islam, 2020). 

Peran serta masyarakat dalam 

penanganan wabah COVID-19 sangatlah penting, 

yaitu dengan cara mengikuti protokol kesehatan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti 

mempraktikkan social distancing, menghindari 

kerumunan, dan menjaga kebersihan (Ebrahim, 

Ahmed, Gozzer, Schlagenhauf, & Memish, 

2020). Lebih jauh lagi, peran serta masyarakat 

tidak hanya dalam lingkup pribadi saja, tetapi 

juga dalam mengimplementasikan regulasi terkait 

COVID-19 dalam lingkup yang lebih luas, seperti 

level RT dan RW (Hadi, 2020; Media & 

Afriyani, 2020). Kerjasama dan upaya warga 

dalam menjaga lingkungan mereka dari celah-

celah masuknya COVID-19 akan berkontribusi 

positif terhadap pemutusan rantai penyebaran 

wabah tersebut (Arditama & Lestari, 2020). 

Uraian di atas telah menunjukkan dampak 

sosial dari wabah COVID-19 yang diduga terkait 
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dengan adanya peredaran informasi yang tidak 

benar  atau tidak menyeluruh. Telah pula 

diuraikan urgensi peran serta masyarakat dalam 

penanganan wabah COVID-19. Menarik untuk 

mengetahui sikap masyarakat menghadapi kasus 

COVID-19 yang ada di lingkungan tempat 

tinggal mereka, dalam konteks kurang 

transparannya pemerintah perihal kasus COVID-

19 serta maraknya hoaks mengenai wabah 

tersebut. Sehubungan dengan itu, tulisan ini 

bertujuan untuk menggambarkan perilaku 

masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

dan Bekasi (Jabodetabek) dalam pemberian 

informasi terkait kasus COVID-19 yang ada di 

lingkungan tempat tinggal mereka. Jabodetabek 

dipilih sebagai lokus karena pada masa awal 

perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia, 

wilayah tersebut merupakan episentrum 

penyebaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Tulisan ini didasarkan pada sebuah 

penelitian kuantitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode survei secara dalam 

jaringan (daring, online) dengan memanfaatkan 

aplikasi Google Form, selama kurang lebih satu 

bulan dari akhir Mei hingga akhir Juni 2020. 

Survei tersebut dilakukan oleh Kelompok Studi 

Mahasiswa Eka Prasetya Universitas Indonesia 

(KSM EP UI). Responden dalam survei tersebut 

yaitu warga yang tinggal di wilayah Jabodetabek 

yang berusia dewasa (17 tahun ke atas) atau telah 

menikah. Sampel penelitian ditentukan dengan 

metode accidental sampling, yaitu dengan cara 

menyebar link kuesioner daring ke sebanyak 

mungkin orang melalui berbagai media sosial 

seperti Whatsapp dan Instagram. Kuesioner 

penelitian ini berisi pertanyaan mengenai data 

diri responden, status kesehatan responden terkait 

COVID-19, pengalaman menjadi 

ODP/PDP/positif COVID-19, dan perilaku 

berinformasi terkait dengan COVID-19. Survei 

tersebut berhasil menjaring sebanyak 254 orang 

responden. Data yang terkumpul kemudian 

diolah secara statistik deskriptif dan tes 

nonparametrik dengan menggunakan program 

SPSS dan MS Excell. Tes nonparametrik dipilih 

karena data yang ada tidak terdistribusi secara 

normal. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi 

frekuensi terhadap 254 data yang terkumpul, 

ditemukan bahwa usia responden merentang dari 

17 hingga 62 tahun. Hasil perhitungan 

menemukan pula bahwa responden terbanyak 

berusia 17 hingga 25 tahun; sedangkan mereka 

yang berusia 45 tahun ke atas merupakan yang 

paling sedikit jumlahnya. Dari segi jenis kelamin, 

ditemukan bahwa responden perempuan lebih 

banyak dibandingkan dengan responden laki-laki; 

dengan proporsi masing-masing 66,93% dan 

33,07%. Berdasarkan pendidikan formal yang 

ditamatkan, ditemukan bahwa responden 

terbanyak menamatkan pendidikan 

SMA/sederajat, jumlah mereka yaitu 145 orang 

atau 57%; sementara lulusan D1 atau D2 

merupakan responden yang paling sedikit, 
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dengan jumlah hanya 1 orang atau 0,39%. 

Responden yang berpendidikan terakhir D3, D4, 

atau S1 juga termasuk cukup besar, yaitu 

sebanyak 80 orang atau 31,5%. Sementara itu, 

dari aspek pekerjaan, ditemukan bahwa 

kebanyakan responden merupakan pelajar 

dan/atau mahasiswa, dengan proporsi sebesar 

53,54%. Selain itu, proporsi besar lain  terdiri 

atas mereka yang bekerja sebagai karyawan 

swasta (12,60%), PNS (11,02%), dan ibu rumah 

tangga (8,66%). Ada 11 orang responden (1,18%) 

yang pekerjaannya tidak terkategori atau mereka 

yang mengaku sedang mencari pekerjaan. 

Adapun berdasarkan domisili atau tempat tinggal, 

responden yang paling banyak yaitu yang tinggal 

di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebesar 38,49%. 

Menyusul kemudian yaitu responden yang 

tinggal di wilayah Kota Depok, yaitu sebanyak 

21,43%. Sementara Kota dan Kabupaten 

Tangerang merupakan yang paling sedikit 

perwakilannya, yaitu masing-masing 1,59% dan 

1,98%. Temuan survei mengenai karakteristik 

responden itu disajikan dalam Tabel 1. 

Hasil perhitungan lebih lanjut 

menunjukkan bahwa dari 254 orang responden 

tersebut, sebagian besar menyatakan bahwa 

mereka sehat; dalam pengertian mereka tidak 

berstatus positif, pasien dalam pengawasan 

(PDP), maupun orang dalam pemantauan (ODP) 

terkait COVID-19. Hanya ada enam orang 

responden yang menyatakan bahwa mereka 

sedang melakukan isolasi mandiri. Hal tersebut 

karena mereka secara pribadi memiliki dugaan 

bahwa ada kemungkinan mereka tertular 

COVID-19 meskipun tidak pernah konsultasi 

kepada tenaga kesehatan. 

 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Karakteristik n=254 % 

Usia (tahun)   

17-25 161 63,39% 

26-35 47 18,50% 

36-45 33 12,99% 

46-62 13 5,12% 

Jenis Kelamin   

Perempuan 170 66,93% 

Laki-laki 84 33,07% 

Pendidikan Terakhir   

Tamat S2 atau S3 24 9,55% 

Tamat D3, D4, atau S1 80 31,50% 

Tamat D1 atau D2 1 0,39% 

Tamat SMA/sederajat 145 57,09% 

Tamat SMP/sederajat atau 

lebih rendah 
2 0,79% 

Tidak tamat SD/sederajat 2 0,79% 

Pekerjaan   

Dosen/guru/peneliti 17 6,69% 

PNS selain 

dosen/guru/peneliti 
28 11,02% 

Karyawan swasta 32 12,60% 

Wirausaha 6 2,36% 

LSM/lembaga internasional 2 0,79% 

Pelajar/mahasiswa 136 53,54% 

Ibu rumah tangga 22 8,66% 

Lainnya 11 4,33% 

Domisili   

Kota Tangerang 4 1,59% 

Kabupaten Tangerang 5 1,98% 

Kabupaten Bekasi 10 3,97% 

Kota Bogor 10 3,97% 

Kota Tangerang Selatan 20 7,94% 

Kota Bekasi 24 9,52% 

Kabupaten Bogor 30 11,90% 

Kota Depok 54 21,43% 

DKI Jakarta 97 38,49% 

Sumber: hasil olah data oleh penulis. 

 

Perilaku responden yang melakukan isolasi 

mandiri dalam penyebaran informasi mengenai 
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kondisi kesehatan mereka dituangkan dalam 

Gambar 1. Gambat tersebut menunjukkan bahwa 

semua responden yang melakukan isolasi mandiri 

itu menyatakan bahwa mereka memberi tahu 

keluarga mereka—yang tidak tinggal bersama 

mereka—tentang kondisi kesehatan mereka 

terkait COVID-19. Selain itu itu, sebagian besar 

dari mereka juga menyatakan bahwa mereka 

memberi tahu teman mereka—yang tinggal di 

luar lingkungan mereka—tentang kondisi 

kesehatan mereka terkait COVID-19. Sementara 

itu, hanya sedikit dari para responden yang 

melakukan isolasi mandiri itu yang melapor 

kepada ketua dan/atau pengurus RT/RW 

mengenai kondisi kesehatan mereka; demikian 

pula dengan responden yang membuat 

pengumuman di media sosial (medsos). 

 

 

Gambar 1. Perilaku Penyebaran Informasi Ketika Isolasi Mandiri 

 

Seperti telah dikemukakan di atas, hanya 

ada enam orang responden yang menyatakan 

sedang melakukan isolasi mandiri. Hal itu berarti 

bahwa 248 responden lainnya menyatakan bahwa 

mereka sehat. Terhadap 248 orang responden 

tersebut kemudian diajukan pertanyaan apakah di 

lingkungan tempat tinggal mereka ada yang 

tertular/diduga tertular COVID-19. Hasilnya 

yaitu 45 orang dari 248 responden, atau 18% 

responden, tadi menyatakan bahwa ada tetangga 

mereka yang tertular/diduga tertular COVID-19. 

Perilaku responden dalam penyebaran 

informasi mengenai kasus COVID-19 yang ada 

di lingkungan mereka ditampilkan dalam Gambar 

2. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa para 

responden cenderung pasif dalam penyebaran 

informasi tentang adanya kasus COVID-19 di 

lingkungan mereka; yang ditunjukkan dengan 

dominannya jawaban “tidak”. Keluarga 
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merupakan saluran penyebaran informasi yang 

paling banyak dipilih; itu pun hanya dipilih oleh 

sekitar separuh dari total responden. Selebihnya, 

proporsi saluran informasi yang dipilih responden 

tidak sampai 50%; bahkan ada yang tidak dipilih, 

yaitu media sosial. 

 

Gambar 2. Perilaku Penyebaran Informasi Ketika ada Kasus COVID-19 

 

Sebagian besar responden menyatakan 

bahwa kondisi mereka sehat dan tidak ada kasus 

COVID-19 di lingkungan tempat tinggal mereka. 

Jumlah responden yang demikian itu adalah 203 

orang. Terhadap mereka, diajukan pertanyaan 

hipotetis atau pengandaian mengenai perilaku 

penyebaran informasi jika ada kasus COVID-19 

di lingkungan tempat tinggal mereka. Hasilnya 

disajikan dalam Gambar 3. 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat 

diketahui bahwa—dalam kondisi yang 

hipotetis—para responden cenderung aktif dalam 

penyebaran informasi seandainya ada kasus 

COVID-19 di lingkungan tempat tinggal mereka. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan dominannya 

responden yang menjawab “ya”. Responden 

cenderung bertukar informasi dengan 

ketua/pengurus RT/RW serta keluarga—yang 

tidak tinggal bersama responden—dalam kondisi 

hipotetis seperti itu. Hanya opsi penyebaran 

informasi melalui medsos saja yang dipilih oleh 

sedikit responden. 
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Gambar 3. Perilaku Penyebaran Informasi Jika Ada Kasus COVID-19 

 

Semua responden yang menyatakan 

dalam kondisi sehat, yaitu sebanyak 248 orang, 

diberikan pertanyaan hipotetis atau pengandaian 

mengenai perilaku penyebaran informasi 

seandainya mereka tertular atau diduga tertular 

COVID-19. Hasilnya disajikan dalam Gambar 4. 

 

Gambar 4. Perilaku Penyebaran Informasi Jika Tertular COVID-19
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Gambar tersebut memperlihatkan bahwa, 

dalam kondisi hipotetis, para responden 

cenderung aktif dalam penyebaran informasi 

seandainya mereka tertular atau diduga tertular 

COVID-19. Hal tersebut tampak dari 

dominannya responden yang mengkonfirmasi 

jawaban “ya”. Jika dihadapkan pada kondisi 

pengandaian seperti itu, melapor kepada 

ketua/pengurus RT/RW dan memberi tahu 

keluarga—yang tidak tinggal bersama dengan 

responden—merupakan dua perilaku 

berinformasi yang paling banyak dipilih oleh 

responden. Adapun medsos merupakan saluran 

yang paling sedikit dipilih oleh responden dalam 

kondisi hipotetis tersebut. 

Data yang didapat dari survei sebetulnya 

tidak hanya diolah dengan statistik deskriptif, 

tetapi juga dengan tes statistik nonparametrik. 

Tes nonparametrik dipilih karena data yang ada 

tidak terdistribusi secara normal. Namun, hasil 

olah data menunjukkan tidak adanya hasil yang 

signifikan dalam hubungan antara perilaku 

penyebaran informasi dengan karakteristik 

responden. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

tidak memadainya sampel dan/atau data yang 

tidak terdistribusi secara normal. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menguraikan temuan 

survei perilaku masyarakat Jabodetabek dalam 

penyebaran informasi mengenai kasus COVID-

19 di lingkungan tempat tinggal mereka. Perilaku 

penyebaran informasi itu dibagi ke dalam empat 

kategori kondisi. Kondisi pertama yaitu 

responden sebagai orang yang tertular atau 

diduga tertular COVID-19. Kondisi kedua yaitu 

responden dalam keadaan sehat—tidak tertular 

atau diduga tertular COVID-19—tetapi ada kasus 

COVID-19 di lingkungan mereka. Kondisi ketiga 

yaitu responden dalam keadaan sehat dan 

diandaikan ada kasus COVID-19 di lingkungan 

tempat tinggalnya. Kondisi keempat yaitu 

responden dalam keadaan sehat dan diandaikan 

dirinya atau orang yang tinggal bersamanya 

tertular atau diduga tertular COVID-19. Kondisi 

pertama dan kedua merupakan kondisi riil atau 

kondisi yang nyata dialami oleh responden; 

sementara kondisi ketiga dan keempat merupakan 

kondisi hipotetis atau pengandaian, tidak dialami 

oleh responden. 

Perilaku berinformasi responden itu 

dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi aktif dan 

pasif. Perilaku berinformasi yang aktif ditandai 

dengan dominannya respon “ya” terhadap 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner; 

sementara perilaku berinformasi yang pasif 

ditandai dengan dominannya respon “tidak”. 

Kategori perilaku berinformasi yang aktif 

diasosiasikan dengan keterbukaan dan kategori 

pasif diasosiasikan dengan ketertutupan. Hal 

tersebut karena dengan menyebarkan informasi 

secara aktif responden cenderung lebih terbuka 

tentang kasus COVID-19 yang ada di lingkungan 

tempat tinggalnya, dan sebaliknya. 

Berdasarkan uraian pada bagian hasil, 

dapat dilihat bahwa ada empat temuan utama. 

Pertama, responden cenderung pasif dalam 

penyebaran informasi mengenai kasus COVID-
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19 ketika itu merupakan kondisi riil atau nyata; 

tetapi ketika itu merupakan kondisi hipotetis atau 

pengandaian, mereka cenderung aktif. Kedua, 

keluarga tampaknya merupakan saluran 

penyebaran informasi mengenai kasus COVID-

19 yang paling nyaman bagi responden baik 

dalam kondisi riil maupun hipotetis. Ketiga, 

medsos tampaknya merupakan saluran 

penyebaran informasi mengenai COVID-19 yang 

paling tidak nyaman bagi responden baik dalam 

kondisi riil maupun hipotetis. Keempat, dalam 

kondiisi riil, melapor kepada ketua/pengurus 

RT/RW bukan merupakan pilihan yang nyaman 

bagi responden dalam penyebaran informasi 

mengenai COVID-19; sebaliknya, dalam kondisi 

hipotetis hal itu merupakan pilihan nyaman. 

Responden cenderung pasif atau tertutup 

dalam penyebaran informasi mengenai COVID-

19 di lingkungan tempat tinggal mereka, dalam 

kondisi riil. Jikapun responden menyebarkan 

informasi mengenai hal tersebut, saluran yang 

dipilih cenderung saluran yang lebih pribadi atau 

intim, yaitu keluarga. Ada rasa keengganan untuk 

lebih terbuka dalam penyebaran informasi seperti 

itu. Hal tersebut tampaknya karena ada 

kekhawatiran-kekhawatiran terkait stigma negatif 

yang biasa dilekatkan pada penderita penyakit 

menular, sebagaimana dikemukakan juga oleh 

Abdillah (2020). Hal tersebut dapat dianggap 

positif mengingat informasi mengenai COVID-

19 yang beredar di masyarakat seharusnya yaitu 

informasi yang faktual, seperti diungkapkan oleh 

Bhatia (2020). Informasi yang faktual 

diasumsikan berasal dari pihak-pihak yang 

berwenang, bukan berasal dari sembarangan 

anggota masyarakat, yang berpotensi menjadi 

hoaks; yang mana banyak beredar di masa 

pandemi COVID-19 ini, sebagaimana ditemukan 

oleh Rahayu dan Sensusiyati (2020).  

 

PENUTUP 

Tulisan ini telah menguraikan bahwa 

perilaku masyarakat Jabodetabek dalam 

penyebaran informasi mengenai kasus COVID-

19 di lingkungan tempat tinggal mereka dapat 

dikelompokkan menjadi kategori aktif dan pasif. 

Survei menunjukkan bahwa dalam kondisi riil 

responden cenderung pasif; tetapi dalam kondisi 

hipotetis, mereka cenderung aktif. Saluran 

penyebaran informasi yang dipilih responden 

yang utama yaitu saluran yang lebih pribadi, 

dalam hal ini keluarga; dan mereka menghindari 

penyebaran informasi melalui medsos baik dalam 

kondisi riil maupun hipotetis. Adapun saluran 

yang dapat dianggap “formal”, yaitu 

ketua/pengurus RT/RW, cenderung tidak menjadi 

pilihan dalam kondisi riil. Sehubungan dengan 

hal tersebut, dalam ranah praktis, tulisan ini 

menyarankan agar ada penguatan peran RT/RW 

dalam penyebaran informasi mengenai kasus 

COVID-19 dalam lingkup lokal. Hal itu penting 

untuk mengantisipasi beredarnya hoaks dan 

informasi yang tidak komprehensif yang dapat 

menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi 

terhadap warga yang tertular atau diduga tertular 

COVID-19. Lebih jauh lagi, dalam ranah 

akumulasi pengetahuan tentang aspek sosial dari 

pandemi COVID-19, diperlukan penelitian 
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lanjutan dengan lokus yang lebih luas dan sampel 

yang lebih besar serta mencari korelasi antara 

pola perilaku penyebaran informasi dengan 

karakteristik masyarakat. 
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IMPLEMENTATION MOBILE FAMILY PLANNING 

IN BORDER AREAS AND ARCHIPELAGO IN 34 PROVINCE IN 2019 

 
ABSTRACT 

Background: The implementation of family planning services in border and island areas 

is not only about the low contribution of the two regions to national level achievements. 

However, as one of the government’s efforts to provide equal access to health services, 

family planning services are one of the reproductive rights of each individual.  

Result: There are 33 (97,1%) provinces have provided mobile family planning services in 

border areas, 20 (60,6%) provinces have also implemented its services in the 

archipelago. 31 (91,2%) provinces use health facilities as a means of providing mobile 

family planning services, 33 (97,1%) provinces use MUYAN KB. 23 (67,6%) provinces 

have involved partners from FKRTL, 34 (100%) involved TNI and 28 (82,4%) involved 

partners from FKTP.  

Discussion: The implementation of mobile planning services actually needs to pay 

attention to various factors, including environmental factors and norms in the local area, 

the support of government policies, and the availability of public information about the 

benefits of family planning to the availability of access to mobile family planning 

services, both geographically and economically.  

Conclusion: Fulfillment of factors that affect the accessibility of mobile family planning 

services in border areas and islands requires collaboration from various parties, 

including local governments through APBD support to collaboration with the private 

sector through funding that involves empowering local communities. 

Key words: mobile family planning, border areas and islands, accessibility 

 

 ABSTRAK  

Latar Belakang: Penyelenggaraan pelayanan KB di wilayah perbatasan dan kepulauan 

bukan hanya mengenai rendahnya kontribusi kedua wilayah tersebut terhadap 

pencapaian tingkat nasional. Namun sebagai salah satu upaya pemerintah dalam 

menyediakan pemerataan akses pelayanan kesehatan dimana pelayanan KB merupakan 

salah satu hak reproduksi tiap individu.  

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif dengan metode potong 

lintang atau cross sectional. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data 

agregat pencapaian di tingkat provinsi. Sampel penelitian yaitu seluruh populasi studi 

berjumlah 34 provinsi  dan analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat 

menggunakan SPSS 20.  

Hasil: Hasil analisis univariat didapatkan sebanyak 33 (97,1%) provinsi telah 

menyelenggarakan pelayanan KB Bergerak di wilayah perbatasan 20 (60,6%) provinsi 

telah melaksanakan pula di wilayah kepulauan. Sebanyak 31 (91.2%) provinsi 
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memanfaatkan faskes statis sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak 

dan 33 (97,1%) provinsi menggunakan sarana MUYAN KB. Selanjutnya, 23 (67,6%) 

provinsi telah melibatkan mitra kerja dari FKRTL, 34 (100%) melibatkan mitra kerja TNI 

dan 28 (82,4%) melibatkan mitra kerja dari FKTP.  

Pembahasan: Penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak nyatanya perlu memperhatikan 

berbagai faktor, diantaranya faktor lingkungan dan norma di wilayah setempat, adanya 

dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan informasi publik mengenai manfaat KB 

hingga ketersediaan akses menjangkau pelayanan KB Bergerak, baik akses secara 

geografis maupun ekonomi.  

Kesimpulan: Pemenuhan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas 

pelayanan KB Bergerak di wilayah perbatasan dan kepulauan membutuhkan kolaborasi 

berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah melalui dukungan APBD hingga 

kolaborasi dengan pihak swasta melalui pendanaan yang melibatkan pemberdayaan 

masyarakat setempat.  

Kata kunci: pelayanan KB bergerak, wilayah perbatasan dan kepulauan, aksesbilitas 
 

PENDAHULUAN 

 Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan pasal 5 menyatakan 

bahwa tiap warganegara Indonesia berhak 

memperoleh akses dan pelayanan kesehatan yang 

aman, bermutu dan terjangkau. Hal ini 

merupakan tanggung jawab pemerintah untuk 

mengatur, menyelenggarakan, membina dan 

mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan 

yang merata dan terjangkau oleh masyarakat 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009). 

Tanggung jawab tersebut tidak terkecuali bagi 

upaya pemenuhan pelayanan kesehatan di 

wilayah perbatasan dan wilayah kepulauan, salah 

satunya yaitu pelayanan kesehatan dasar keluarga 

berencana dan kesehatan reproduksi.  

 Wilayah perbatasan yang dimaksud 

merupakan wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, 

kabupaten/kota) dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan 

langsung dengan wilayah kedaulatan negara 

tetangga, baik perbatasan darat dan laut. Selain 

itu, meliputi pula wilayah administrasi yang 

saling berbatasan dengan wilayah administrasi 

lainnya dan berada di dalam kerangka wilayah 

NKRI (Budianta, 2010). Sedangkan Wilayah 

kepulauan adalah suatu gugus pulau, termasuk 

bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau 

tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang 

hubungannya satu sama lain demikian erat 

(BKKBN, 2014).  

 Laporan statistik rutin BKKBN Pusat 

Tahun 2018 menyatakan bahwa pencapaian 

peserta KB baru (PB) kontrasepsi mix methode di 

wilayah perbatasan sebesar 1,57% atau sekitar 

93.511, sedangkan pencapaian PB di wilayah 

kepulauan sebesar 3,14% atau sekitar 186.475 

terhadap pencapaian PB Nasional 5.937.351. 

Penggarapan program KB di wilayah khusus 

seperti wilayah perbatasan dan kepulauan bukan 

hanya mengenai pengendalian jumlah penduduk. 

Namun sebagai salah satu upaya pemerintah 

dalam pemenuhan akses para Pasangan Usia 

Subur (PUS) di wilayah tersebut dan hal ini 

sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia 
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terhadap hasil International Conference for 

Population & Development (ICPD) 1994, dimana 

ketersediaan informasi dan pelayanan kontrasepsi 

merupakan salah satu hak reproduksi tiap 

individu (WHO, 2014). 

 Upaya pemerataan akses di wilayah 

perbatasan dan kepulauan menjadi tantangan 

tersendiri bagi para pengelola program, baik di 

tingkat pemerintah pusat maupun daerah.  Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya keterbatasan akses masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan dasar akibat 

kondisi geografis maupun kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat hingga ketersediaan fasilitas 

kesehatan (faskes) maupun tenaga kesehatan 

yang berkompeten untuk melakukan pelayanan 

KB yang aman dan berkualitas (Megatsari et al., 

2019).  

 Sekaitan hal  tersebut, upaya yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah pusat yaitu 

melalui inovasi pelayanan KB Bergerak yang 

telah memiliki dasar hukum pelaksanaannya 

melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

KB Bergerak, serta telah memiliki panduan 

mekanisme pelaksanaan sebagai tindak lanjut 

dari pemberlakuan peraturan tersebut di seluruh 

wilayah Indonesia (BKKBN, 2019).  

  Dijelaskan di dalam peraturan tersebut 

bahwa pelaksanaan pelayanan KB Bergerak 

dapat dilakukan di faskes terdekat dan/atau 

menggunakan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) 

KB. Pelayanan KB Bergerak yang dilaksanakan 

di faskes merupakan pelayanan KB bagi para 

calon akseptor yang digerakkan oleh petugas 

lapangan dan selanjutnya dibawa dengan mobil 

antar-jemput akseptor ke faskes terdekat yang 

memiliki sarana dan tenaga medis untuk 

menyelenggarakan pelayanan KB. Sedangkan 

pelayanan KB Bergerak di MUYAN KB 

merupakan tindakan pemberian layanan 

kontrasepsi yang dilakukan di dalam bus yang 

didesain agar dapat melakukan tindakan 

Vasektomi, pemasangan dan pencabutan impan 

serta IUD (BKKBN, 2019).  

 Munculnya inovasi pelayanan KB 

Bergerak tersebut diharapkan dapat mencapai 

sasaran strategis  BKKBN dalam mendukung 

pencapaian RPJMN 2020-2024, antara lain: 

peningkatan angka prevalensi pemakaian 

kontrasepsi modern (mCPR) sebesar 61,78% 

serta penurunan angka unmet need menjadi 8,6% 

di tahun 2020 sehingga dapat mencapai target di 

akhir pelaksanaan RPJMN yaitu sebesar 63,41% 

untuk pencapaian mCPR dan 7,4% untuk angka 

unmet need nya (BKKBN, 2020).  

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian 

analitik deskriptif dengan pendekatan potong 

lintang atau cross sectional. Jenis data yang 

digunakan merupakan data sekunder dan bersifat 

data agregat berupa laporan hasil 

penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak di 

wilayah perbatasan dan kepulauan yang 

diselenggarakan di 34 provinsi tahun 2019 milik 

Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus 

(Dityansus) BKKBN Pusat.  
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 Populasi studi penelitian ini terdiri dari 34 

provinsi sedangkan sampel yang digunakan yaitu 

seluruh populasi studi yang menggunakan 

metode non probability sampling dengan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling 

berdasarkan kriteria populasi studi yang telah 

ditetapkan. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis univariat dan menggunakan program 

SPSS 20.  

HASIL PENELITIAN 

Diperoleh hasil pada Tabel 1 bahwa 

sebanyak 33 (97,1%) provinsi telah 

menyelenggarakan pelayanan KB Bergerak di 

wilayah perbatasan dan 20 (60,6%) provinsi telah 

menyelenggarakan pelayanan KB Bergerak di 

wilayah kepulauan pada tahun 2019. Selanjutnya, 

sebanyak 31 (91,2%) provinsi melaporkan telah 

memanfaatkan fasilitas kesehatan (faskes) 

sebagai salah satu sarana pelayanan KB 

Bergerak. Artinya, sebagian besar provinsi telah 

melibatkan faskes statis sebagai tempat 

diberikannya pelayanan KB berupa KIE dan 

pemasangan kontrasepsi yang dibutuhkan oleh 

para PUS di wilayah tersebut. Adapun 

pemanfaatan MUYAN KB dalam 

penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak telah 

digunakan di  33 (97,1%) provinsi. Hal tersebut 

menunjukan bahwa spesifikasi MUYAN KB 

yang dimiliki oleh perwakilan BKKBN Provinsi 

dapat dimanfaatkan optimal untuk pemasangan 

kontrasepsi selama penyelenggaraan pelayanan 

KB Bergerak.  

 

 

 

 

 
  

Tabel 1. Analisis Univariat Penyelenggaraan Pelayanan KB Bergerak  

Variabel Frekuensi % 

Pelayanan KB Bergerak 34 100 

Pelayanan KB Bergerak di Wilayah Perbatasan 33 97,1 

Pelayanan KB Bergerak di Wilayah Kepulauan 20 58,8 

Pemanfaatan faskes sebagai sarana pelayanan KB Bergerak 31 91,2 

Pemanfaatan MUYAN KB sebagai sarana pelayanan KB 

Bergerak 

33 97,1 

Kesertaan mitra kerja FKRTL 23 67,6 

Kesertaan mitra kerja TNI 34 100 

Kesertaan mitra kerja FKTP 28 82,4 
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Keberhasilan program yang 

diselenggarakan tidak akan terlepas dari 

kontribusi berbagai pihak yang terlibat. 

Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa sebanyak 

23 (67,6%) provinsi telah menyelenggarakan 

pelayanan KB Bergerak dengan menyertakan 

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut 

(FKRTL), 34 (100%) provinsi telah 

berkolaborasi dengan TNI serta 28 (82,4%) 

provinsi telah berkolaborasi dengan Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdekat 

sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan 

pelayanan KB Bergerak pada tahun 2019. 

PEMBAHASAN 

Ketersediaan fasilitas kesehatan beserta sarana 

pendukungnya merupakan hal pertama yang 

harus terpenuhi dalam rangka peningkatan akses 

pelayanan kesehatan dasar di wilayah perbatasan 

dan kepulauan. Hal ini sejalan dengan pedoman 

peningkatan akses pelayanan kesehatan di Daerah 

Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Kemenkes 

RI, 2012). Pentingnya ketersediaan sarana dan 

prasarana tersebut dapat menjadi faktor 

kepercayaan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan kesehatan yang diberikan, salah 

satunya pelayanan kontrasepsi dan kesehatan 

reproduksi (Laksmiarti et al., 2015); (Suharmiati, 

Lestari Handayani, 2012).  

 Oleh karena itulah, salah satu upaya yang 

dilakukan oleh BKKBN dalam mendekatkan 

pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi 

bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan 

kepulauan dilakukan melalui dua cara, yaitu: 1) 

Melakukan penjemputan calon akseptor KB 

dengan menggunakan Mobil Antar Jemput 

Akseptor menuju faskes terdekat; atau 2) 

Mendekatkan MUYAN KB ke lokasi terdekat 

dengan faskes yang terjangkau oleh masyarakat 

setempat (BKKBN, 2019). 

 Penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak 

di wilayah perbatasan dan kepulauan sebaiknya 

dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang 

sekiranya berperan terhadap keputusan seseorang 

untuk menggunakan atau melanjutkan pemakaian 

suatu alat/metode kontrasepsi yang digunakan. 

Teori Family Planning Decision Making 

menyatakan bahwa terdapat faktor langsung dan 

faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan seseorang menggunakan 

KB, diantaranya faktor lingkungan dan norma 

setempat sebagai faktor langsung serta adanya 

kebijakan pemerintah, ketersediaan informasi 

publik dan akses terhadap pelayanan KB sebagai 

faktor tidak langsung (Upadhyay, 2018). 

 Pentingnya pendekatan berbasis norma dan 

sosial budaya yang berlaku di wilayah setempat 

merupakan salah satu rangkaian persiapan 

penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat melakukan pemetaan 

sasaran pelayanan sehingga diharapkan 

penyelenggaraan KB Bergerak dapat mengatasi 

hambatan sosial budaya dalam masyarakat untuk 

memutuskan menjadi akseptor KB yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya 

(BKKBN, 2019). Selain itu, pelayanan kesehatan 

berbasis budaya setempat diyakini dapat 



Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia,  

Vol. 7, No. 1, 2021: 68-76 

 

e-ISSN: 2615-5516  73 

meningkatkan tingkat keyakinan dan kepatuhan 

seseorang terhadap suatu pelayanan kesehatan  

(Opie et al., 2019). 

 Faktor selanjutnya yang perlu menjadi 

perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan KB 

Bergera di wilayah perbatasan dan kepulauan 

yaitu adanya kebijakan pemerintah yang dapat 

menjadi payung hukum dalam proses 

pelaksanaannya. Kebijakan yang dimaksud telah 

dimiliki oleh BKKBN Pusat sebagai pengelola 

program KB nasional yaitu melalui penerbitan 

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan KB 

Bergerak. Peraturan tersebut membahas 

mengenai pembagian tugas antara perwakilan 

pengelola KB di tingkat pusat, provinsi hingga 

kabupaten/kota serta tahapan mekanisme 

penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak, mulai 

dari ketersedian tim pelayanan yang terdiri dari 

tenaga medis, tenaga non medis dan tenaga 

pendukung, kebutuhan alat dan kontrasepsi 

hingga kebijakan pendanaan yang melibatkan 

pemerintah pusat dan daerah (BKKBN, 2019). 

 Hal selanjutnya yang perlu dipersiapkan 

dalam penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak 

di wilayah perbatasan dan kepulauan, yaitu 

ketersediaan informasi publik bagi para PUS di 

wilayah tersebut, khususnya mengenai manfaat 

tiap jenis kontrasepsi. Penelitian di kabupaten 

Semarang menyatakan bahwa adanya 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

diyakini berperan terhadap upaya peningkatan 

kesertaan KB, khususnya KB MKJP (Nur 

Mahmudah, 2015). 

 Mengingat ketersediaan informasi 

mengenai manfaat pelayanan KB menjadi salah 

satu hak reproduksi bagi tiap individu maka 

kecukupan jumlah dan kompetensi para penyuluh 

KB di wilayah perbatasan dan kepulauan perlu 

menjadi perhatian para pengelola program. 

Standarisasi ketersediaan penyuluh KB telah 

ditetapkan oleh BKKBN dimana 1 orang 

memiliki wilayah kerja maksimal 2 desa 

(Ansanoor, 2017). Penelitian di provinsi Jawa 

Tengah menyatakan bahwa kurangnya jumlah 

penyuluh KB dalam mensosialisasikan mengenai 

manfaat ber-KB berpengaruh terhadap 

peningkatan  kesertaan KB, khususnya berkaitan 

dengan minat masyarakat untuk menggunakan 

suatu alat/metode kontrasepsi (Christiani et al., 

2013). 

 Hal penting berikutnya yang menjadi 

perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan KB 

Bergerak di wilayah perbatasan dan kepulauan 

yaitu berkaitan dengan ketersediaan akses 

pelayanan kontrasepsi di wilayah perbatasan dan 

kepulauan, salah satunya dipengaruhi oleh 

ketersediaan akses secara geografis dan ekonomi. 

Akses geografis berkaitan dengan kemudahan 

masyarakat menuju sarana pelayanan kesehatan 

yang diukur dengan jarak, lama perjalanan, jenis 

transportasi dan infrastruktur jalan. Kemudahan 

akses secara geografis dapat menjadi salah satu 

komponen perhitungan biaya kesehatan bagi 

masyarakat di wilayah perbatasan, disebabkan 

oleh biaya transportasi yang harus dikeluarkan 

untuk menjangkau fasilitas kesehatan terdekat 

(Mohanty, S.K, Rockli Kim, 2018). Selain itu, 
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teori Bertrand (1980) pun menyatakan bahwa 

jarak ke pusat pelayanan menjadi faktor yang 

mempengaruhi penggunaan suatu alat/metode 

kontrasepsi (Rutenberg, 1996).  

 Selain akses geografis, dimensi akses yang 

berperan terhadap kebutuhan seseorang terhadap 

pelayanan kesehatan dasar seperti pelayanan KB, 

yaitu akses ekonomi yang dikaitkan dengan 

kemampuan masyarakat setempat untuk 

mengalokasikan kemampuan finansialnya untuk 

menjangkau pelayanan kesehatan (Laksono & 

Sukoco, 2016). Penelitian di wilayah perbatasan 

Thailand dan Burma menyatakan bahwa kondisi 

ekonomi masyarakat setempat menjadi salah satu 

faktor terhambatnya penggunaan alat kontrasepsi 

IUD di wilayah tersebut (Gedeon et al., 2015). 

 Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan 

KB Bergerak di wilayah perbatasan dan 

kepulauan tidak dapat terlepas dari adanya 

kemitraan antara BKKBN dengan berbagai pihak 

terkait, baik pihak pemerintah daerah maupun 

pihak swasta. Keterlibatan pemerintah daerah 

dalam program KB sebenarnya telah sesuai 

dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana 

urusan pengendalian penduduk dan Keluarga 

Berencana menjadi salah satu urusan wajib 

pemerintahan yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat peran pemerintah daerah, baik berupa 

dukungan kebijakan, anggaran maupun  sarana 

penunjang lainnya dalam meningkatkan peran 

program Keluarga Berencana sebagai salah satu 

upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, 

yaitu mewujudkan SDM Indonesia yang 

berkualitas dan mampu berdaya saing (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah, 2016); 

(Kementerian PPN/Bappenas, 2014).  

 Penelitian kualitatif di provinsi Kalimantan 

Tengah menyatakan bahwa adanya resistensi 

pemerintah daerah terhadap program KB 

Nasional dapat menjadi penyebab sulitnya 

perkembangan program KB di wilayah tersebut. 

Pentingnya kemitraan di dalam pelaksanaan 

program kesehatan bagi wilayah dan masyarakat 

termarjinalkan nyatanya dapat berdampak positif 

terhadap kemajuan program kesehatan di wilayah 

tersebut (Wu, Yanyan, Olivia Uchima, Colette 

Browne, 2017); (Field et al., 2018); (Bunu, 

2018); (Opie et al., 2019). 

 Faktor terakhir yang harus diperhatikan 

dalam pelaksanaan pelayanan KB Bergerak di 

wilayah perbatasan dan kepulauan, yaitu adanya 

perencanaan mekanisme pola rujukan yang 

terintegrasi. Pola rujukan tersebut sebaiknya 

menggunakan pendekatan wilayah administratif 

dan pendekatan wilayah cakupan rujukan, namun 

dalam penunjukan FKTP atau FKRTL rujukan 

sebaiknya memperhatikan beberapa hal, antara 

lain: kecepatan waktu mendapatkan pelayanan 

rujukan, SDM dan kemampuan pra dan sarana 

FKTP atau FKRTL rujukan tersebut (Kemenkes 

RI, 2012).  

 Oleh karena itu, diperlukan jaringan 

kemitraan lintas sektor yang kuat dalam 

membangun pola rujukan tersebut, salah satunya 

melalui keterlibatan partisipasi masyarakat 
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setempat dan kemitraan pihak swasta sehingga 

dapat saling berintegrasi untuk menjamin 

ketersediaan fasilitas pelayanan yang dapat 

memberikan pelayanan kesehatan dasar, 

termasuk pelayanan KB berkualitas bagi 

masyarakat di wilayah terpencil, seperti wilayah 

perbatasan dan kepulauan (Luti et al., 2012). 

PENUTUP 

Sebagai salah satu pelayanan kesehatan 

dasar, pemenuhan aksesibilitas terhadap 

pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi 

di wilayah perbatasan dan kepulauan, salah 

satunya melalui pelayanan KB Bergerak 

nyatanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh 

karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai 

pihak sehingga pemenuhan hak reproduksi 

masyarakat di wilayah tersebut dapat terpenuhi. 

Kolaborasi dengan pihak pemerintah daerah 

melalui dukungan kebijakan anggaran program 

KB di dalam APBD tingkat provinsi hingga 

kabupaten/kota hingga kolaborasi dengan pihak 

swasta, salah satunya yaitu penyediaan fasilitas 

kesehatan yang dapat memberikan pelayanan KB 

berkualitas bagi para PUS di wilayah perbatasan 

dan kepulauan hingga bantuan pendanaan bagi 

pemberdayaan masyarakat, khususnya yang 

sudah ber-KB dalam meningkatkan 

kesejahteraannya. 
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ANALYSIS OF THE NEEDS OF MEDICAL RECORD BASED ON WORKLOAD 

ANALYSIS IN KENDALKEREP HEALTH CENTERS 

 
ABSTRACT 

Background: Planning for the need for medical record personnel has not yet been made 

so that the policy in planning the need for personnel in the medical record department is 

still unclear. In addition, there are also medical record officers who double as 

registration officers and coding officers. This study aims to determine the amount of 

medical record human resources needed at the Kendalkerep Health Center using the 

WISN.. 

Subjects and Method: This research is a non-experimental descriptive research 

conducted by observation and interviews. This research was conducted at Kendalkerep 

Public Health Center. The variables used are medical record job descriptions, workload 

standards, allowance standards, and available working time. 

Results: Available working time is 91,392 minutes/year, standard workload is 7,550,419 

minutes/year, leeway time is 0.27 then the human resource needs in the medical record 

unit are 6 workers. 

Conclusion: Kendalkerep Health Center requires 6 workers so it is necessary to add 1 

medical record worker to overcome this problem 

Keywords: Medical Record unit, WISN 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Perencanaan kebutuhan tenaga rekam medis masih belum dibuat 

sehingga kebijakan dalam perencanaan kebutuhan tenaga di bagian rekam medis masih 

belum jelas. Selain itu petugas rekam medis juga masih ada yang merangkap sebagai 

petugas pendaftaran dan petugas koding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

jumlah kebutuhan sumber daya manusia rekam medis yang dibutuhkan di Puskesmas 

Kendalkerep menggunakan metode WISN 

Subjek dan Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non-eksperimental 

yang dilakukan secara observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas 

Kendalkerep. Variabel yang digunakan adalah uraian tugas rekam medis, standar beban 

kerja, standar kelonggaran, dan waktu kerja tersedia. 

Hasil: Waktu kerja tersedia sebanyak 91.392 menit/tahun, standar beban kerja sebanyak 

7.550.419 menit/tahun, waktu kelonggaran sebanyak 0,27 kemudian didapatkan 

kebutuhan sumber daya manusia di unit rekam medis sebanyak 6 orang tenaga kerja 

Kesimpulan: Puskesmas Kendalkerep membutuhkan 6 orang tenaga kerja sehingga perlu 

menambah 1 orang tenaga rekam medis untuk mengatasi permasalahan terebut 

Kata kunci: Unit rekam medis, WISN 
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PENDAHULUAN 

Menurut Kepmenkes RI No. 

81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman 

Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota 

serta Rumah Sakit merupakan pedoman yang 

digunakan untuk penyusunan rencana penyediaan 

dan SDM di institusi pelayanan kesehatan (rumah 

sakit, puskesmas). Pedoman tersebut 

menggunkan metode Workload Indicators of 

Staffing Need (WISN), dimana metode tersebut 

merupakan indikator yang menunjukkan 

besarnya kebutuhan tenaga pada sarana kesehatan 

berdasarkan beban kerja. Metode WISN adalah 

metode yang mudah dioperasikan, mudah 

digunakan, secara teknis mudah diterapkan, 

komperhensif, dan realistis. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentng Pedoman 

Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, analisis 

beban kerja dilaksanakan untuk mengukur dan 

menghitung beban kerja setiap jabatan atau unit 

kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas 

organisasi yang profesional, transparan, 

proporsional, dan rasional. Adisasmito (2006) 

juga menerangkan bahwa kelebihan 

menggunakan metode WISN adalah lebih fokus 

pada perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan 

serta menyesuaikan dengan uraian pekerjaan 

yang ada pada unit kerja yang akan diteliti 

sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan 

beban kerja berdasarkan uraian pekerjaannya. 

Dari hasil observasi di Puskesmas 

Kendalkerep, perencanaan kebutuhan tenaga 

kesehatan khususnya rekam medis masih belum 

dibuat sehingga kebijakan dalam perencanaan 

kebutuhan tenaga di bagian rekam medis masih 

belum jelas. Dampak dari kurangnya tenaga 

rekam medis dapat menyebabkan beban kerja 

berlebih sehingga kegiatan di unit rekam medis 

tidak dilkasanakan dengan maksimal.   

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan deskriptif 

non-eksperimental dengan observasi dan 

wawancara. Penelitian ini dilakukan di 

Puskesmas Kendalkerep. Variabel yang 

digunakan adalah uraian tugas rekam medis, 

standar beban kerja, standar kelonggaran, dan 

waktu kerja tersedia. 

HASIL PENELITIAN 

Langkah-langkah dalam menghitung tenaga 

kerja menggunakan metode WISN yaitu 

1. Menetapkan Waktu Kerja Tersedia 

Tabel 1 Waktu Kerja Tersedia 

Kode Faktor Jumlah Ket 

A Hari Kerja 313 Hari/Tahun 

B Cuti Tahunan 12 Hari/Tahun 

C Pendidikan dan 

Pelatihan 

0 - 

D Hari Libur 

Nasional 

13 Hari/Tahun 

E Ketidakhadiran 

Kerja 

12 Hari/Tahun 

F Waktu Kerja 5,6 Jam/Hari 

Hari Kerja Tersedia 272 Hari/Tahun 

Waktu Kerja tersedia 
1523,2 Jam/Tahun 

91392 Menit/Tahun 
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2. Menetapkan Unit Kerja dan Kategori SDM 

Berikut ini adalah uraian kategori SDM 

rekam medis yang ada di Puskesmas 

Kendalkerep: 

Tabel 2 Kategori SDM Rekam Medis 

Jabatan Pendidikan JK Usia 
Lama 

Bekerja 

Rekam 

Medis 

 

D3 PMK L 25th 5 th 

Rekam 

Medis 

 

D3 PMIK P 22th 1 th 

Pembantu 

Umum 

 

SMA P 52th 30 th 

Pembantu 

Umum 

 

SMA P 52th 30 th 

Pembantu 

Umum 

SMA L 48th 28 th 

 

3. Menetapkan Standar Beban Kerja 

Uraian tugas didapatkan dari hasil observasi oleh 

peneliti terhadap kegiatan yang dilakukan tenaga 

rekam medis selama jam kerja. 

Tabel 3 Standar Beban Kerja 

No Uraian Tugas 

Rata-
rata 

Waktu 
(Menit) 

WKT 

(Menit) 

Standar 
Beban 

Kerja 
(Menit) 

1 2 3 4 5(4/3) 

1 Petugas mengambil 

nomor antrian 
pasien dengan 

ketentuan: 

Kotak warna Merah 

untuk lansia dan ibu 

hamil 

Kotak warna Hijau 
untuk pasien umum 

0,08 91.392  1.142.400 

2 Petugas 

mengutamakan 

nomor antrian pada 
kotak warna merah 

0,08 91.392  1.142.400 

3 Pasien Baru 

A Petugas 

mengarahkan pasien 
atau keluarga untuk 

mengisi formulir 

identitas yang 
disediakan dan 

meletakkan pada 

0,16 91.392  571.200 

kotak pasien baru 

yang telah 
disediakan 

B Petugas memanggil 

pasien sesuai antrian 

0,08 91.392  1.142.400 

C Petugas mengoreksi 
data pasien 

0,16 91.392  571.200 

D Petugas 

menanyakan apakah 
pasien tersebut 

peserta JKN 

0,25 91.392  365.568 

E Petugas meminta 
fotocopy identitas 

berupa KTP, KK, 

kartu JKN (jika ada) 

0,11 91.392  830.836 

F Petugas membuat 

rekam medis dan 

kartu berobat baru 

1,2 91.392  76.160 

G Petugas mengentri 
data kunjungan 

pasien 

2,5 91.392  36.557 

4 Pasien Lama 

A Petugas membuat 
tracer dan mengentri 

data kunjungan 

pasien 

0,75 91.392 121.856 

B Petugas 
memasukkan data 

pasien JKN ke P-

Care 

0,5 91.392 182.784 

C Petugas mencari 

dokumen rekam 

medis pasien pada 
rak filing 

0,81 91.392  112.830 

D Petugas meletakkan 

rekam medis pada 

kotak poli yang 
disediakan 

0,25 91.392  365.568 

5 Setelah selesai 

pelayanan, dokumen 
rekam medis 

dikembalikan pada 

unit rekam medis 
kemudian petugas 

melakukan 

assembling 

0,5 91.392  182.784 

6 Petugas memberikan 

kodefikasi pada 

penyakit pasien 
sesuai dengan ICD 

10 

1,25 91.392  73.114 

7 Petugas mengentri 

kodefikasi penyakit 
pada kunjungan 

pasien 

0,25 91.392  365.568 

8 Petugas 
mengembalikan 

dokumen rekam 

medis pasien pada 
rak filing 

0,71 91.392  128.721 

Jumlah 

7.411.946 

Menit 

123.532,5 
Jam 
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4. Menyusun Standar Kelonggaran 

Tabel 4 Standar Kelonggaran 

Faktor 

Kelonggaran 

Rata-

rata 

Waktu 

Waktu 

/ 

tahun 

WKT 

(Jam) 

Standar 

Kelongg

aran 

1 2 3 4 5(3/4) 

Olahraga 

rutin 

mingguan 

1 

Jam/ 

minggu 

45 

Jam 

1523,

2 

0,02 

Rapat rutin 2 

Jam/min

ggu 

90 

Jam 

1523,

2 

0,05 

Istirahat 1 

Jam/hari 

313 

Jam 

1523,

2 

0,20 

Jumlah 0,27 

 

5. Menghitung Kebutuhan Tenaga Rekam Medis 

di Puskesmas Kendalkerep  

Tabel 5 Kebutuhan Tenaga Rekam Medis 

Uraian 

Tugas 
KKP SBK SK 

Kebutuhan 

SDM 

(orang) 

1 2 3 4 5[(2/3)+4] 

1 32.096 1.142.400 0,27 0,29 

2 32.096 1.142.400 0,27 0,29 

3 A 6.256 571.200 0,27 0,28 

3 B 6.256 1.142.400 0,27 0,27 

3 C 6.256 571.200 0,27 0,28 

3 D 6.256 365.568 0,27 0,28 

3 E 6.256 830.836 0,27 0,27 

3 F 6.256 76.160 0,27 0,35 

3 G 6.256 36.557 0,27 0,44 

4 A 25.840 121.856 0,27 0,48 

4 B 25.840 182.784 0,27 0,41 

4 C 25.840 112.830 0,27 0,49 

4 D 25.840 365.568 0,27 0,34 

5 32.096 182.784 0,27 0,44 

6 32.096 73.114 0,27 0,70 

7 32.096 365.568 0,27 0,35 

8 32.096 128.721 0,27 0,51 

Jumlah 6,47 

Dibulatkan 6 

Keterangan: 

KKP : Kuantitas Kegiaan Pokok 

SBK : Standar Beban Kerja 

SK : Standar Kelonggaran 

 

 

 Berdasarkan data pada bulan November 

2019 diperoleh data kunjungan per hari 

sebanyak 118 pasien, kemudian dari 

kunjungan pasien dikalikan dengan jumlah 

hari kerja dalam satu tahun, dan 

didapatkan kuantitas kegiatan pokok: 

a. Pasien Baru: 23 x 272 = 6.256 

dokumen 

b. Pasien Lama: 95 x 272 = 25.840 

dokumen 

c. Jumlah pasien lama dan baru = 32.096 

dokumen 

 

Jika Puskesmas Kendalkerep memperoleh 

tambahan tenaga kerja maka dapat ditempatkan 

pada posisi sebagai berikut: 

Tabel 6 Penambahan Tenaga Kerja 

Jabatan Pendidikan 
Uraian 

Tugas 

Rekam Medis D3 PMIK Pendaftaran 

Pasien 

Rekam Medis D3 PMIK Pendaftaran 

Pasien 

Rekam Medis D3 PMIK Koding 

Pembantu 

Umum 

SMA Filing 

Pembantu 

Umum 

SMA Filing 

Pembantu 

Umum 

SMA Filing 

 

PEMBAHASAN 

Menurut Depkes tahun 2004 langkah-langkah 

dalam menghitung tenaga kerja menggunakan 

metode WISN yaitu: 

1. Menetapkan Waktu Kerja Tersedia 

Rumus Waktu Kerja Tersedia yaitu:  

WKT = [A-(B+C+D+E)] x F 



Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia,  

Vol. 7, No. 1, 2021: 77-83 

 

e-ISSN: 2615-5516  81 

Keterangan: 

A : Hari Kerja 

B : Cuti tahunan 

C : Pendidikan dan Pelatihan 

D : Hari Libur Nasional 

E : Ketidakhadiran Kerja 

F : Waktu Kerja 

Berdasarkan Tabel 1 hari kerja tersedia 

diperoleh dari kalender tahun 2019 dan 

diperoleh sebanyak 313 hari dengan kategori 6 

hari kerja. Cuti tahunan diperoleh sebanyak 12 

hari berdasarkan peraturan UU No. 13 tahun 

2003 Pasal 79 ayat (2), yaitu tenaga kerja yang 

berhak mendapat cuti tahunan dua belas hari 

dalam setahun adalah tenaga kerja yang sudah 

bekerja sekurang-kurangnya selama satu tahun 

atau dua belas bulan penuh.  

 

2. Menetapkan Unit Kerja dan Kategori SDM 

 

3. Menetapkan Standar Beban Kerja 

Rumus yang digunakan untuk menghitung 

standar beban kerja adalah: 

 

Standar 

Beban Kerja = 

 

 

 

Waktu Kerja Tersedia 

 

Rata-rata waktu peraturan 

tiap Kegiatan pokok 

 

Menghitung standar beban kerja yang 

diperlukan adalah waktu kerja tersedia pada 

Tabel 1 dibagi dengan rata-rata waktu yang 

diperoleh dari hasil observasi menggunakan 

alat bantu timer. 

 

4. Menyusun Standar Kelonggaran 

Waktu kelonggaran adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan kegiatan lain 

yang tidak berhubungan langsung tetapi 

tetap bermanfaat bagi personil yang ada. 

Penyusunan standar kelonggaran bertujuan 

untuk memperoleh faktor kelonggaran tiap 

kategori SDM meliputi jenis kegiatan dan 

kebutuhan waktu untuk menyelesaikan 

suatu kegiatan yang tidak terkait langsung 

dengan uraian tugas yang ada. Rumus 

standar kelonggaran yaitu: 

 

Standar 

Kelonggaran = 

Rata-rata waktu 

 

Waktu Kerja Tersedia 

 

Kegiatan yang termasuk pada perhitungan 

standar kelonggaran adalah olahraga rutin 

mingguan, rapat rutin mingguan, dan waktu 

istirahat. 

5. Menghitung Kebutuhan Tenaga Rekam 

Medis di Puskesmas Kendalkerep  

Perhitungan kebutuhan tenaga di unit rekam 

medis Puskesmas Kendalkerep dihitung 

berdasarkan setiap kegiatan pokok yang 

dilakukan selama kegiatan pengamatan 

berlangsung. Kemudian kebutuhan tenaga 

dari setiap uraian tugas di unit rekam 

medis. Menghitung kebutuhan Tenaga 

dengan menggunakan metode WISN dapat 

diperoleh dengan menggunakan rumus 

berikut: 
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Kebutuhan 

SDM = 

Kuantitas Kegiatan 

Pokok 

                                            

+ 

Standar Beban Kerja 

Standar 

Kelongara

n 

 

Menurut Permenkes Nomor 

81/MENKES/SK/I/2004 kuantitas kegiatan 

pokok disusun berdasarkan berbagai kegiatan 

pelayanan yang telah dilaksanakan di tiap unit 

kerja RS. Kuantitas kegiatan pokok diperoleh 

dari banyaknya rekam medis yang dikerjakan 

per-hari.  

Berdasarkan perhitungan kebutuhan 

tenaga kerja menggunakan metode WISN 

didapatkan total kebutuhan tenaga di unit rekam 

medis Puskesmas Kendalkerep sebanyak 6,47 

orang sesuai petunjuk pembulatan perhitungan 

WISN oleh Depkes (2004) kemudian dibulatkan 

menjadi 6 orang. 

Saat ini di Puskesmas Kendalkerep hanya 

ada 5 orang tenaga rekam medis, sehingga  

dengan perhitungan yang ada membutuhkan 

penambahan tenaga rekam medis sebanyak 1 

orang. Penambahan tenaga rekam medis bisa 

diajukan ke Dinas Kesehatan Kota Malang 

dengan proses rekruitmen tenaga rekam medis 

denga kualifikasi pendidikan minimal DIII-

Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. 

 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian di unit rekam medis 

Puskesmas Kendalkerep dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Jumlah dan kualifiasi SDM unit rekam medis 

di Puskesmas Kendalkerep adalah lulusan 

D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 

sebanyak 2 orang tenaga, dan lulusan SMA 

sebanyak 3 orang tenaga. 

2. Uraian tugas tenaga rekam medis di 

Puskesmas Kendalkerep sesuai dengan 

Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 

tentang Rekam Medis. Sesuai pada Bab VI 

Pasal 15 tentang Pengorganisasian yaitu 

pengelolaan rekam medis dilaksanakan 

sesuai dengan organisasi da tata kerja 

sarana pelayanan kesehatan. 

3. Waktu kerja efektif di unit rekam medis 

Puskesmas Kendalkerep tahun 2019 dalam 

1 tahun adalah 272 hari atau 1.523,3 jam 

atau 91.392 menit. Standar beban kerja unit 

rekam medis di Puskesmas Kendalkerep 

tahun 2019 dihitung berdasarkan waktu 

per-kegiatan pokok, kemudian jumlahnya 

diperoleh sebesar 7.411.946 menit atau 

123.532,5 jam. Sedangkan waktu 

kelonggaran tenaga rekam medis 

dipengaruhi oleh waktu rapat 2 

jam/minggu, waktu olahraga rutin 1 

jam/minggu dan waktu istirahat 1 jam/hari. 

Berdasarkan perhitungan standar 

kelonggaran di unit rekam medis Puskesmas 

Kendalkerep tahun 2019 diperoleh yaitu 

0,27. 

4. Kebutuhan ideal SDM rekam medis 

berdasrkan perhitungan WISN di Puskesmas 

Kendalkerep yaitu sebanyak 6 orang tenaga, 

saat ini sudah ada 5 tenaga rekam medis 

sehingga Puskesmas Kendalkerep 
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membutuhkan tambahan tenaga rekam 

medis sebanyak 1 orang. 

5. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan pertimbangan penambahan tenaga 

rekam medis sesuai dengan perhitungan 

analisis beban kerja, yaitu sebanyak 1 orang, 

agar beban kerja tenaga rekam medis tidak 

menumpuk. 

6. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi acuan untuk mengadakan analisis 

beban kerja di unit lain sebagai evaluasi atas 

ketersediaan sumber daya manusia yang 

dimiiki dan dilakukan berkala guna 

mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga 

yang rasional serta memantau kegiatan 

kerja di unit tersebut. 
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RELATIONSHIP BETWEEN URIC ACID LEVELS AND BLOOD SUGAR LEVELS IN 

PREDIABETIC WOMEN OF CHILDBEARING AGE  

 
ABSTRACT 

Background: Uric acid is the end product of purine metabolism. In conditions of high 

levels, uric acid enters cells and acts as an oxidant, and acts as an independent risk 

factor and predicts the incidence of type 2 diabetes mellitus. This study aimed to analyze 

the relationship between uric acid levels and blood sugar levels in women of childbearing 

age prediabetes. 

Subjects and Method: This was an observational analytic study with a cross-sectional 

design. This study was conducted in Malang City. A sample size of 100 women of 

childbearing age were selected using simple random sampling technique. The dependent 

variable was blood sugar levels women of childbearing age prediabetes. The independent 

variable is uric acid levels. The data were collected by examining uric acid levels and 

fasting blood sugar levels in the study subjects. Data were analyzed using Pearson 

correlation. 

Results: Based on the study results, it was found that uric acid levels were associated 

with blood sugar levels in prediabetic women of childbearing age (r = 0.21, p = 0.039) 

and were statistically significant. 

Conclusion: There is a relationship between uric acid levels and blood sugar levels in 

prediabetic women of childbearing age. 

Keywords: uric acid levels, fasting blood sugar, women of childbearing age, prediabetes 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Asam urat merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Pada kondisi 

kadar tinggi, asam urat masuk ke dalam sel dan bertindak sebagai oksidan, serta berperan 

sebagai faktor risiko independen dan memprediksi kejadian diabetes melitus tipe 2. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kadar asam urat dengan kadar gula 

darah pada wanita usia subur prediabetes. 

Subjek dan Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 

pendekatan cross-sectional. Lokasi penelitian di Kota Malang. Besar sampel sebesar 100 

wanita usia subur dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Variabel 

dependen adalah kadar gula darah wanita usia subur prediabetes. Variabel independent 

adalah kadar asam urat. Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan kadar asam 

urat dan kadar gula darah puasa pada subjek penelitian. Data dianalisis menggunakan 

korelasi pearson. 

mailto:santyirene@gmail.com
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Hasil: Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kadar asam urat berhubungan 

dengan kadar gula darah pada wanita usia subur prediabetes (r=0.21, p=0.039) dan secara 

statistic signifikan. 

Keseimpulan: Terdapat hubungan antara kadar asam urat dengan kadar gula darah pada 

wanita usia subur prediabetes. 

Kata kunci: kadar asam urat, gula darah puasa, wanita usia subur, prediabetes 

 
PENDAHULUAN 

Asam urat merupakan produk akhir 

katabolisme adenine dan guanine yang berasal 

dari katabolisme nukleotida purin. Asam urat 

dihasilkan sel yang mengandung xanthine 

oksidase terutama hepar. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa peningkatan kadar asam 

urat dalam darah terkait erat dengan penyakit 

kardiovaskular, sindrom metabolisme, resistensi 

insulin, dan diabetes (Xiong et al., 2019) 

(Andrade et al., 2014). Hal tersebut sejalan 

dengan studi terbaru yang menyebutkan bahwa 

asam urat serum (Uric Acid) sebagai faktor risiko 

potensial berkembangnya penyakit diabetes, 

hipertensi, stroke, dan penyakit kardiovaskular 

(Xu et al., 2016). Meskipun nilai peningkatan 

kadar asam urat dalam serum sebagai risiko 

dalam perkembangan diabetes, namun hal 

tersebut masih diperlukan penelitian yang lebih 

lanjut. Data terbaru menunjukkan bahwa asam 

urat berkorelasi dengan meningkatnya resistensi 

insulin dan asam urat sebagai penanda 

prediabetes (Causevic, 2010). Beberapa 

penelitian melaporkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara kadar asam urat serum yang 

tinggi dan diabetes, sedangkan penelitian lain 

melaporkan tidak ada hubungan, atau hubungan 

terbalik (Bandaru & Shankar, 2011) (Bhole, 

2011). 

Gout yang disebabkan oleh peningkatan 

serum asam urat, menjadi salah satu penyakit 

yang paling umum disebabkan oleh gaya hidup 

(Kushiyama et al., 2014). Meskipun 

hiperurisemia telah dikaitkan dengan resistensi 

insulin, namun ada beberapa studi yang 

mengaitkan hiperurisemia-resistensi insulin dan 

fungsi sel beta (Gonz & Mart, 2011) (Widiyanto 

et al., 2021). Diketahui bahwa klirens asam urat 

berkorelasi terbalik dengan resistensi insulin, 

yang merupakan patofisiologis utama faktor dari 

semua komponen sindrom metabolik. Ada 

beberapa kesepakatan bahwa tingkat kadar asam 

urat harus diketahui pada pasien sindrom 

metabolik karena terdapat hubungan dengan 

risiko kardiovaskular, khususnya pada wanita 

(Jasna Vučak, Milica Katić, Ivan Bielen, Davorka 

Vrdoljak, Dragica Ivezić Lalić & Marković, 

2012).  

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa 

asam urat terkait secara signifikan dengan gula 

darah puasa; yaitu peningkatan kadar asam urat 

akan meningkatkan kadar gula darah puasa. Efek 

asam urat dapat dimediasi secara langsung dan 

tidak langsung melalui waist circumference. 

Namun, efek tidak langsungnya minimal jika 

dibandingkan dengan efek langsung. Oleh karena 

itu, asam urat berpengaruh pada kadar gula darah 

puasa terutama jika dijelaskan oleh efek 
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langsung. Asam urat juga secara signifikan 

dikaitkan dengan HbA1c melalui lingkar 

pinggang. Hasil ini menunjukkan bahwa hal 

tersebut menurunkan kadar asam urat serum yang 

dapat meningkatkan parameter glikemik dan 

mungkin menurunkan risiko diabetes melitus tipe 

2 pada pasien prediabetes (Anothaisintawee et 

al., 2017). 

Sebagian besar dari kasus prediabetes 

memiliki potensi menjadi sindrom metabolik. 

Prediabetes berpotensi hampir dua kali lebih 

tinggi mengalami resiko kardiovaskuler 

dibandingkan yang tanpa gula darah puasa 

terganggu dan prediabetes. Pada wanita 

prediabetes yang konversi menjadi diabetes 

memiliki resiko kejadian kardiovaskuler 3 kali 

lebih sering dibanding mereka yang menetap 

sebagai prediabetes (Tuso, 2014). Peningkatan 

asam urat pada prediabetes disebabkan resistensi 

insulin dan gangguan sekresi hormone insulin. 

Deteksi dini peningkatan kadar asam urat 

(hiperurisemia) merupakan salah satu 

pemeriksaan sederhana sebagai prognosis 

prediabetes (Flores et al., 2020). Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan kadar 

asam urat dengan kadar glukosa darah pada 

wanita usia subur prediabetes.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

analitik dengan desain studi cross-sectional yang 

dilakukan di Kota Malang bulan Februari 2021. 

Teknik sampel yang digunakan dalam 

pengambilan sampel yakni simple random 

sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 100 responden. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kadar glukosa darah. 

Variabel independen yakni kadar asam urat. 

Instrumen pengambilan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lembar observasi. 

Data yang terkumpul kemudian dianalisis 

menggunakan korelasi pearson. 

Tahapan penelitian meliputi:  

a. Penyampaian kuesioner dan inform consent.  

Pengambilan data kuesioner melalui 

wawancara langsung dengan responden. 

Sedangkan inform consent ditanda tangani oleh 

responden yang memenuhi kriteria dan bersedia 

menjadi responden.  

b. Persiapan pasien.  

Sebelum dilakukan pengambilan sampel 

darah maka pasien puasa selama 8-12 jam, 

menghindari makanan yang mengandung purin 

dan menghindari obat yang dapat mempengaruhi 

hasil pemeriksaan.  

c. Pengambilan sampel darah kapiler.  

Pengambilan darah kapiler dilakukan pada 

ujung jari kedua, ketiga atau keempat. 

Pengambilan darah dilakukan setelah instrument 

untuk pemeriksaan glukosa dan asam urat telah 

siap.  

d. Pemeriksaan glukosa darah.  

Setelah instrument disiapkan, dilakukan 

pengambilan darah kapiler. Stik disentuhkan 

pada tetesan darah kapiler, kemudian stik akan 

membaca kadar glukosa darah secara otomatis 

e. Pemeriksaan asam urat darah.  

Setelah instrument disiapkan, dilakukan 

pengambilan darah kapiler. Stik disentuhkan 
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pada tetesan darah kapiler, stik akan membaca 

kadar asam urat darah secara otomatis. 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, 

Tingkat Pendidikan, Tingkat pekerjaan dan 

Tingkat Pendapatan 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui 

sebagian besar responden yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini yakni berusia 36-45 

sebanyak 52 responden (52%). Tingkat 

pendidikan terakhir responden yang 

mendominasi dalam penelitian ini yakni SMA 

sebesar 69 responden (69%). Sebagian besar jenis 

pekerjaan dalam penelitian ini didominasi oleh 

ibu rumah tangga yakni sebesar 63 responden 

(63%) dengan tingkat pendapatan sebagian besar 

<UMR sebanyak 69 responden (69%). 

 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

 

 

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang 

digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

hubungan antara variable independen yakni kadar 

asam urat dengan variabel dependen yakni kadar 

gula darah wanita usia subur prediabetes. 

Berdasarkan data analisis terhadap variabel 

tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kadar asam urat 

dengan kadar gula darah dibuktikan dengan 

p=0.039 (p<0.005). 

 

Tabel 2. Uji korelasi Pearson kadar asam urat 

dengan kadar gula darah 

Variabel Independen r  p 

Kadar asam urat 0.21  0.039 

 

PEMBAHASAN 

Telah dilakukan penelitian terhadap 100 

wanita usia subur dan hasil dari penelitian ini 

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 

antara kadar asam urat dengan kadar gula darah 

dibuktikan dengan nilai p=0.039 (p<0.005). Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

Pertiwi, et al. (2014) yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat korelasi antara asam urat dengan 

kadar gula darah puasa. Hal ini dapat diakibatkan 

oleh adanya intake obat penurun kadar asam urat 

yang dikonsumsi oleh penderita diabetes 

mellitus.  

Kelainan metabolik berupa diabetes 

mellitus sering kali dihubungkan dengan kadar 

asam urat yang meningkat. Hal ini karena 

munculnya gejala inflamasi sebagai predictor 

komplikasi metabolic pada penderita diabetes 

Karakteristik Kriteria n % 

Usia 26-35 tahun 

36-45 tahun 

46-55 tahun 

56-65 tahun 

6 

52 

36 

6 

6 

52 

36 

6 

Pendidikan SD 

SMP 

SMA 

Diploma 

S1 

S2 

11 

7 

69 

1 

11 

1 

11 

7 

69 

1 

11 

1 

Pekerjaan 

 

 

 

 

 

Pendapatan 

Ibu Rumah 

Tangga 

Petani 

PNS 

Swasta 

Wiraswasta 

< UMR  

≥ UMR 

63 

 

2 

4 

17 

14 

69 

31 

63 

 

2 

4 

17 

14 

69 

31 
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mellitus (Pertiwi et al., 2014). Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Siregar & Nurkhalis 

(2017), yang menyatakan bahwa korelasi antara 

kadar gula darah dengan kadar asam urat 

didapatkan arah korelasi positif (r = 0,652, 

p<0,0001) dan hasil uji regresi linier juga 

menyebutkan bahwa kadar gula darah menjadi 

prediktor utama terhadap kadar asam urat dengan 

pengaruh sebesar 42,5% (R2 0,425, IK95% 0,013 

– 0,036, p<0,0001). Namun, korelasi antara asam 

urat dan kadar gula darah tidak memiliki 

hubungan yang signifikan. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa kadar asam urat dapat menjadi biomarker 

terjadinya gula darah puasa terganggu (GDPT). 

Diduga kadar asam urat di atas 6,35 mg/dl 

memiliki sensitifitas 80% dan spesifisitas 70% 

dalam menentukan akan terjadinya DM tipe 2 di 

kemudian hari. Sedangkan pada kadar asam urat 

di bawah 5,35 mg/dl probabilitas DM tipe 2 

dikemudian hari bernilai negatif.  Peningkatan 

kadar asam urat berhubungan dengan 

hiperinsulinemia pada pasien DM sehingga dapat 

memicu munculnya komplikasi hiperurisemia 

serta penyakit kardiovaskuler lainnya sehingga 

dibutuhkan pengetahuan tentang efek 

peningkatan kadar asam urat terhadap tubuh.  

Asam urat adalah produk akhir dari 

oksidasi katabolisme purin dan merupakan 

penanda penting untuk resistensi insulin dan 

perkembangan sindrom metabolik di masa depan. 

Prevalensi DM pada kehamilan meningkat di 

seluruh dunia. Prevalensi DM pada kehamilan 

sangat bervariasi di antara populasi dan kegiatan 

skrining yang baik dapat mengurangi risiko DM 

pada kehamilan. Penelitian Aker et al. (2016) 

melihat bahwa kadar asam urat trimester pertama 

memiliki asosiasi linier dengan perkembangan 

kondisi DM pada kehamilan. Kadar asam urat 

serum trimester pertama bersama dengan 

parameter lain seperti globulin pengikat hormon 

seks, protein reaktif C yang sensitif tinggi, dan 

adiponectin dapat dimasukkan ke dalam model 

risiko untuk menilai kebutuhan GCT (glucose 

challenge test) oral di kemudian hari pada 

kehamilan.  

Sejalan dengan penelitian Li et al., (2020) 

yang merupakan studi kohort retrospektif dengan 

tujuan menyelidiki faktor risiko DM dalam 

kehamilan, penelitian tersebut mengamati bahwa 

wanita hamil dengan peningkatan kadar asam 

urat dan USG (urine specific gravity) selama 

minggu ke-16-18 kehamilan menunjukkan risiko 

lebih tinggi terkena GDM. Peningkatan kadar 

asam urat mungkin menginduksi produksi ROS 

(reactive oxygen species), yang mengarah pada 

resistensi insulin dan penurunan penyerapan 

glukosa. Selain itu, disfungsi sel endotel yang 

dimediasi asam urat mengurangi produksi oksida 

nitrat (NO). Selama kehamilan normal, 

konsentrasi asam urat ditemukan menurun secara 

signifikan pada minggu ke-8 kehamilan, 

dibandingkan dengan tingkat pra-kehamilan, dan 

tingkat yang berkurang ini dipertahankan sampai 

sekitar 24 minggu kehamilan. Tingkat serum 

asam urat yang meningkat pada kehamilan awal 

dikaitkan dengan risiko DM pada kehamilan pada 

trimester kedua yang lebih tinggi di antara wanita 

hamil.  
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Asam urat adalah produk utama 

metabolisme purin yang dihasilkan di hati. 

Nukleotida purin terurai pada hipoktanthine dan 

guanine, beberapa di antaranya dapat didaur 

ulang dan fosforilasi menjadi nukleotida 

hipoktanthine, sementara bagian yang tersisa 

dimetabolisme oleh xanthine dehydrogenase / 

oxidase (XDH / XO). XDH / XO akan 

diekspresikan dalam sel parenkim hati dan usus 

kecil. XDH memiliki reaktivitas rendah dan dapat 

dikonversi ke XO. Produksi asam urat tergantung 

pada jumlah substrat dan aktivitas XO. Ginjal 

juga memainkan peran penting dalam pengaturan 

kadar asam urat dalam darah. Asam urat yang 

beredar mudah disaring dari glomeruli ke dalam 

tubule ginjal. Sekitar 90% asam urat yang 

disaring diserap kembali oleh tubulus proksimal 

terutama oleh urate transporter 1 (URAT1) dan 

transporter glukosa 9 (GLUT9), dan sisanya 

diekskresikan 10%. Jika tubuh memproduksi 

terlalu banyak asam urat atau mekanisme 

ekskresi terdegradasi, tubuh akan 

mempertahankan asam urat yang berlebihan. 

Hiperurisemia didefinisikan sebagai kadar asam 

urat yang beredar lebih dari 5,7 mg/dl untuk 

wanita dan 7,0 mg/dl untuk pria. Ketika 

konsentrasi asam urat darah melebihi normal, 

cairan tubuh manusia menjadi asam, yang 

mempengaruhi fungsi normal sel-sel manusia, 

kemudian menyebabkan penyakit metabolisme 

dalam jangka panjang (Xiong et al., 2019). 

  

 

PENUTUP 

Kadar usam urat berkorelasi positif dan 

secara statistic signifikan dengan kadar gula 

darah. Diharapkan melalui hasil penelitian ini, 

masyarakat dapat mengendalikan kadar asam urat 

serta kadar gula darah melalui pola nutrisi, 

aktivitas fisik, serta pemeriksaan kesehatan 

secara rutin sehingga dapat meminimalisir risiko 

serta mencegah timbulnya komplikasi. 
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